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TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwauntuk memudahkan pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor
18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah diperlukan adanya kesamaan pola pikir, persepsi,
dan pengertian yang lebih jelas bagi semua aparat perencana, pelaksana,
dan pengawas, serta pengusaha mengenai  ketentuan-ketentuan dan
tata cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas, fungsi dan
peranan masing-masing;

b. Untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Mengingat: 1. Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabinet Persatuan;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;




MEMUTUSKAN :

¢ - . ,

E’ibnélnpksﬁ . Keputusan Bezsama Menteri Keuangan . Republik Indonesia dan
Kepala Badan Perencanaan Pembuangunan Nasional tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 lentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Pasal |

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

sebagaimana terlampir, terdiri dari :

(1) Petunjuk Umum; .

(2) Prosedur Pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya;

(3) Prosedur Pengadaan Jasa Konsultansi:

(4) Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil dan Koperasi;

(5) Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak;

(6) Pengadaan Barang /Jasa dengan' Dana Pinjaman /Hibah Luar Negeri;

(7) Pengawasan dan Pemeriksaan:

(8) Lamipiran Petunjuk Teknis tentang Sertifikasi dan Prakualifikasi Jasa Pemborongan,
Jasa Konsultansi, dan Pemasokan Barang/Jasa lainnya; serta

(9) Lampiran Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Eskalasi)

Pasal 2

(1) Dalam hal asosiasi perusahaan/profesi belum mengeluarkan sertifikat penggolongan

penyedia barang/jasa, maka untuk sementara penggolongan penyedia Barang/jasa diatur
sebagaimana dalam Lampiran I.

(2) Pengaturan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)di atas berlaku sampai
dengan 31 Desember 2000.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/

Jasa Instansi Pemerintah inj, diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan dan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pasal 4
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, ketentuan lain yang sama atau lebih rendah

tingkatnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan dajam Surat
Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal S

L B
a dan Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat
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BAB |
PETUNJUK UMUM

Pengertian Istilah

a. Pejabat yang berwenang untuk menetopkan penyedia barang/josa

* adalch Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPNDJ},

- Gubernur, Bupati/Walikota, Direksi BUMN/BUMD, kepala kantor/satuan
keria/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang -disamakan/
ditunjuk yang diber wewenang »dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000
lentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah.

~ b. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/
LPND/pemerintah daerah yang bertanggung - jawab atas kegiatan
yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin.

¢. Pemimpin proyek/bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintoch Non Departemen/Gubemur/
Bupati/Walikota/Kepala Kantor Wilayah Departemen/LPND atou
-pejabat setingkat yang bertugas untuk memimpin dan bertanggung
jawab otas pelaksanaan suotu proyek yang dibiayai dori anggaran
belanja pembangunan.

d. Pejabat yang disamakan/ditunjuk adalah pejabat yang diangkat/
ditunjuk oleh direksi BUMN/BUMD atau badan/lembaga pemerintah
loinnya yang kedudukan don fungsinya samo dengan kepala
kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek di lingkungan
instansi yong bersangkutan. |

e. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kefia/pemimpin
proyek/bagdian’ proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam
lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

f. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah pejabat Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/lnspektorat Jenderal
Departemen/Unit  Pengawasan Lembaga = Pemerintah Non
Departemen/ Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan
Pengawasan Intemal BUMN/BUMD yang bertugas melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi
pemerintah.

g. Sertifikat penyedia barang/jasa adalah sertifikat tanda bukii regQistrasi,
Klasifikasi dan kualifikasi bagi penyedia barang/jasa tertentu sesuai
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dengan bidang usaha dan kemampuannya yang diterbitkan oleh
lembaga alau asosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan yang
resmi dan telah dickreditasi. Akreditasi bidang konstruksi dilakukan oleh
Ltembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan akreditasi untuk
bidang lainnya oleh Kamar Dagang dan Industri Indongsio (KADIN}),

h. Dokumen pengadaan adaclch dokumen yang disiapkan. oleh panitia
pengadaan sebagai ‘pedoman dalam proses pembuaton dan
penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta

evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan. Dokumen pengadaan .

untuk pengadaan dengan proses pelelangan disebut dokumen lelang.

Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis pengadaan barang/jasa ini dimaksudkan  untuk
menyamakan pola piki, pengertion. dan memberikan pedoman
pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga
memudahkan bagi para perencang, peloksana, pengawas dan
pengusaha dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas,
fungsi dan peranan masing-masing sehingga ketentuan-ketentuan dalam
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tedaksana dengon sebaik-
baiknya.

Ruang Llingkup
Petunjuk Teknis ihi beraku untuk :

Q. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagion otau
seluruhnyo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belgnja
Negara {(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Propinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pengadaan barang/jasa uniuk investasi di lingkungan Bank Indonesia.
Pertamina, BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

c. Pengadaan barang/jaso yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari
Pinjaman/Hibah Luar Neger (PHLN) yong sesuci atau tidak
bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan
barang/jasa pemberi pinjaman/hibah bersangkutan.

i»
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Kuaiifikasl Mangjerial

a. Mangjemen pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakeanakan

oleh kepala kontor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/
pejcbat yang disamakan/ditunjuk. Khusus untuk pelaksanaar proyek
pembangunan, apabila tenaga dari instansi yang bersangkutan atou
tenaga Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memadai tidak tersedia,
maka dimungkinkan penggunaan tenaga mangjer swasta.

. Pengguna barang/josa harus memiliki kualifikasi mandijerial, antara lain
- sebagai berikut ; : ‘

1) Diutamakon berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3)
sesuai dengan bidang keaghlian yang diperlukan;

2) Divtamakan ydng telah lulus diklat manajemen proyek:
3) Diuvtamakan yang telah lulus diklat pengadaan barang/jasa;

4)  Memiliki pengalaman minimal 2 tahun memimpin/ mengorganisasi
kelompok kefja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan
barang/josa; ‘

S5) .Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap
lugas/pekeriaannyq;

é) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan,  bertindak
tegas dan keteladanan dolam sikap dan perilaku antora lain tidak
terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

7)  Peniloion kondite dan prestasi kerja (Daftar Peniloian Pelaksanaan
~ Pekerjaan) untuk masa 3 tahun terakhir dengan nilai rata-rata
minimal "Baik".

. Pemimpin proyek/bagian proyek yang berasal ddh‘ ienogc“monojer

swasta harus memiliki kuglifikasi mangjerial sebagaimana dimaksud
dalam huruf 4.b butir 4), 5) dan é) diatas serta ;

1)  Berpendidikan sekurang-kurangnya Sodono Strata Sofu (s1) sesuai
dengan bidang kethjon yang diperiukan;

2) V Mémiliki sertifikat keahlian dalam mangjemen proyek;

3) Memiliki -sertifikat keahlian dalam mangjemen pengadaan
barang/jasa;
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4)  Memiliki pengaloman dalam managjemen proyek minimal 5 (lima)
tahun yang ditunjukkan dengan referensi kualifikasi minimal "8aik”
dari pengguna boropg/ioso sebelumnya.-

5. Pembentukan Panitlia Pengodcxon

Q.

Untuk  meloksanakon pengadaon barang/josa dibentuk  panitia
pengadaan yang selanjutnya disebut panitia oleh pengguna

barang/jasa.

Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang yang terdiri atas unsur/unit kerja:

1} perencana pekérjcon/kegioton yang bersangkutan;
2) pengelélo keuangan;
3) pengelola barang/jasa:

4) chli pengadaan, chli hukum kontrak atau yong menguasai
administrasi kontrak.

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, dapat dikutsertakan pejabat dari
instansi teknis yang berwenang. :

. Pengguna barang/jasa, pegawai pada Badan Pengawasan Keuvangan

dan Pembangunan/Inspektorat Jenderal Departemen/Unit
Pengawasan Lembaga Pemerintah Non ‘Departemen/Inspektorat
Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pengawasan Internal BUMN/BUMD,

~ dilarang duduk sebagai ponitia dar suatu unit yang menjadi obyek

pemeriksaannya, untuk menghindari perbenturan kepentingan (conflict
of interest).

Honorarium dan biaya kegiatan panitia didlokasikon dalam dokumen
anggaran yang bersangkutan. o

4. Harga Perkiraan Sendir (HPS)

a.

1 | \ . .
Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara
keahlian. ‘

HPS disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

HPS digunakon sebagai alat untuk menilai kewajaran horga penawaran
termasuk rincionnya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai

s

>
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jominan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendanh,
tetapi tidak dopqt dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

. Nilgi HPS fidok bersifat rahasia.

. HPS merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran.

Perhitungan  HPS harus diakukan dengan cermat, dengan
menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

1) andlisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate
o (EE): - ' S

3) harga pasar setempat pada wakitu penyusunan HPS;

4) ‘horgo kontrak/Surat Perintah Kerja {SPK) untuk barang/pekerjaan
sejenis setempat yang pemah dilaksanakan;

5) .informosi harga satuan yong dipublikasikan secara resmi oleh
~Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media
cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

6) ) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen
tunggal atau lembaga independen;

7) daoftar harga standar/tarif bioya yong dikeluarkan oleh instansi
yong berwenang;

8) informasilain yang dapat dipertanggungjawabkan.

. HPS telah memperhitungkan:

1)  Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

2}  keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga. biaya lain-lain
‘dcn Pajak Penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).

Penentuan Metoda Pengadaan

a. Dengan mempertimbangkari jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi

lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang
ada, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, tedebih dahuly



rotunjuk leknls Koppras Nomos 18 Tahun 2000

harus menetapkan metoda/sistem pengadaan yang paling tepat atau
cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan, meliputi:. metode
pengadaan pengadaan, sistem penyampcian penawcran, evaluasi
penawaran dan sistim kontrak pengadaan yang akan digunakan.

. Dalam menyusun rencana dan penentuan . paket pengadacn,
pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri dan peruasan kesempatan bagi
uscha kecil, koperasi setempat dan masyarakat setempat serta
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

. Pengguna barang/jasa dilarang :

1} memecah pengcboon borohg/joso ménjcdi beberaopa paket
dengan maksud untuk menghindari pelelangan:

2) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
di beberapa daerah yoang menurut sifat pekeriaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing:

3) menyafukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang

~ menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan
oleh usaha kecil/koperasi kecil setempot menjadi satu paket
pekerjaan untuk dilaksanagkan oleh perusahgan/koperasi
menengah dan atou besar; -

4)  menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan pertimbangan yang tidak obyektif. :

. Pelaksanaan pengadaan bdrong/]osc dapat dilokbkon dengan
metode : ‘

1) pelelangan; atau |

2) pemilihan langsung: ctcp
3) penunjukan longsung; o’fdu
- 4) swékelolo. |

. Pelelangan adalah pengodaan barang/josa yang dilakukan secara
terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media
cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta
bilamana dimungkinkan melalui media eletronik, sehingga masyarakat
luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat

~mengikutinya. Billa calon penyedia barang/jasa  diketahui terbatas

- jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan atau kecanggihan

teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan tenaga ahli atau

>
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terbatasnya perusahaan yang mampu melaksanakan pekefjoan
tersebut, pengadaan barang/jasa tetap dilakukan dengon cara
pelelangan. '

Pemilihan langsung, adalch pengadaon barang/jasa tanpa melalui
pelelangon dan hanya dikuti oleh penyedia barang/fjasa yang
memenuhi svarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan
penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga,
sehingga diperoleh harga yang waojor dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan. ~

Kriteria pemilihon langsung :

1) penanganan darurat untuk keoamanan dan- keselamatan
masyarakat dan pengadaan barang/jasanya masih memungkinkan
untuk menggunakan proses pemilihan langsung; dan atou

2) pekerjcon ydng periu dirahasiakcin, yang menyangkut keamanan
dan keselamatan negara yong ditetapkan oleh Presiden; dan atau

3) 'pengodoon barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang,
temyata jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakudlifikasi atau
yong memasukon penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta.

. Penunjukan langsung, adalah pengadaan borang/jasa dengan cara

menunjuk langsung kepada 1 {satu) penyedia barang/jasa.

“Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :

1) keadaan tertentu, yaitu:

a) penanganan_ darurat uniuk keomanan dan keselamaton
masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya fidak dapat
ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan
darurat akibat bencana clam, dan atau_- '

b) pekerjaan yang perlu dirahasiakgn yang menyangkut keamanan
dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan
atau '

c) pekefjocan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp
50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah) dengan ketentuon :
- untuk keperluan sendir; dan atau '
- teknologi sederhana: dan atau
- resiko kecil; dan atau
-~ dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan
dan atau badan usaha kecil/koperasi kecil.
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A

PFengadaan barang/jasa khusus yaitu

a) pekerjaan berdasarkan torif resmi yang ditetaopkan pemerintch;
atau

b) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh
satu penyedia barang/jasa, pabrkan, pemegang hak paten;
atau

c) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau
pengrajin industr kecil yang telah mempunyai pasar dan harga
yang relatif mantap; atau

d) jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok
swadaya masyarakat setempat; atau

e) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan
dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu
penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

h. Swakelola, adaloh pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,
dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendin, alat
sendin, atau upah borongan tenaga.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola ;

1)

2)

3)

4)

5)

pekerjaan tersebut diihat dar segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak dapat diakukan dengan cara pelelangan
atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung; atau

pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; atau :

penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan; atau

pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; atau

pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan
kebijaksanaan pemerintah, penguijian di laboratorium,
pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan
tinggi/lembaga imich pemerintah.



h;

eh

n

y
10

Yos

Petunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000

Penylapan Dokumen Pengadaan

a.

Panilia menyiapkan dokumen pengadaan untuk keperluan pergadaan
borang/jasa. Dalam  dokumen pengadaan. - panitia  harus
mencaniumkan secora jelas dan terinci semua persyaratan yang
diperiukan, baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa
produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai,
kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang
dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu. diisi yang dopat
dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia borang/jasa yang berminat.

Panitia juga menyiapkan dokumen prakuaiifikasi untuk calon penyedia
barang/jasa berupa formulir isian yang memuat data administrasi,
keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja.

Panitia menetapkan nilai nominal jominan penawaran sebesar 1% (satu

.per seratus) sampai dengan 3 % (tiga per seratus) dari nilai HPS.

Biaya penyiapan dokumen pengadaan dialokasikan dalam dokumen
anggaran yang bersangkutan. S ' A

Dokumen pengadaan memuat :

1)  undangan pengodooﬁ barang/jasa;
2j * pedoman prakualifikasi:

3)  instruksi kepada penawar;

4)  syarat-syarat umum kontrak:

'5)  syarat-syarat khusus kontrak:

- é) dcﬂor kuantitas dan Hcrgo: :

7)  spesifikasi teknis dan gambar-gambar;
8) beh}uk surat pendwordn:

9) bentuk kontrak;

10) bentuk surat jominan penawaran;

11) bentuk surat jaminan pelaksanaan:

12) benﬁ:k surat jaminan uang muka.

P
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f. Dokumen-dokumen tersebut pada huruf d. di atas. masing-masing
memuat antara lain:

1)

2)

3)

Undangan pengadaan barang/jasa

- a} tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen

pengadaan dan keterangan lainnyq;

b) tempat, tcnggdl. han, dan wakitu pemberion penjelasan
- mengenai dokumen pengadaan dan keterangan lainnyg;

c) tempat, tanggal, har, dan wakiu penyampcian dokumen
penawaran; ‘

d} alamat lujuan pengiriman dokumen-dokumen penawaran;

e) jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan
penetapan penyedia barang/jasa.

Pedoman prakualifikasi:

a) umum : lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu, tempat,
penanggung jawab prakualifikasi;

1 .

b) prosedur pelaksanaan prakualifikasi meliputi pengumuman,
pengambilan dokumen prakudlifikasi, pemeriksaan, penilaian,
pengesahan penilaian dokumen prakualifikasi dan penetapan
hasil prakualifikasi;

c) tata cara penildian “meliputi penilaian aspek hukum,
permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dan cara
perhitungan (scoring);

d) penyusunan dan pengesahan doftar calon peserta penyedia
barang/jasa.

Instruksi kep.ado peserta pengadaan barang/jasa :

a} umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan
kuailifikasi peserta pengadaan barang/jasa, jumiah dokumen
penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kefja;

b) isi dokumen peﬁgodoon, penjelasan isi dokumen pengadaan,
dan perubahaniisi dokumen pengadaan:

c) persyaratan bahasa yang digunakan dalom penawaran,
penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan carq
pembayaran, masa beraku penawaran. surat jaminan

33
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penawaran, ‘usulan penawaran alternatif oleh peserta
pengadaon  baranq/jasa,  benluk penawaran, dan
penondatanganan surat penawaran;

d) cora penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas
akhir wakty penyompaian penawaran, perlakuan terhadap
penaowaran yang terlambat, serta larongan untuk perubahan
dan penarikan penawaran yang telah masuk;

e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,
klarifikasi dokumen penaowaran, pemeriksaan kelengkapan
dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalom
mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria,
formulasi don tata cara evaluasi. serta penilaian preferensi
harga;

f) penilaian pascakualifikasi (bila  dipersyaratkan).  kriteria
penetapan pemenang pengadaan barang/jasa; hak dan
kewajiban pengguna baorang/jasa menerima dan menolak
salah satu atau semua penawaran, syarat penandatanganan
kontrak. dan surat jominan pelaksanaan.

Syaraf-syarat ‘Aumum kontrak : memuat batasan pengertion

pefistichan yang digunakan, hak, kewgjiban, tanggung jawab

(termasuk tanggung  jawab pada pekerjaan yang disub-
kontrakkan), sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlcku, dalam pelaksanaan kontrak
bogi para pihak:

Syarat-syarat khusus kontrak : merupakan bagion dokumen
pengadaan yong memuat ketentuan-ketentuan yang lebih
spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal  syarat-syarat
umum kontrak, dan memuat perubahan, -penambahan, dtau
penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang
sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak:

Daftar kuantitas dan harga : jenis dan uraian singkat pekeriaan
yang akan diloksanakan atau barang yang akan dipasok, negara
asal barang/jasa. volume pekerjaan, harga satuan barang/jasa
yang akan ditawarkan, komponen produksi dalam negeri, harga
total pekerjoon/bcrong.‘ biaya satuan angkutan (khusus untuk

pengadaan barang/jasal, Pajak Pertambahan Nilai {PPN) dan
pajak lainnya;

Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalom neger
dan barang impor harus dipisahkan. Jika barang dalom negeri,
harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks
pabrik, eks gudang. atau di lapangan (on site stock), sedangkan

11
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7)

8)

9)

|
untuk baranag impor, haros dijelasken apckah herga tersebut

merupakan harga free on board (FrOB) atcu harga cost. insurance,
and freight (CIF); ‘

Spesifikasi teknis dan gambar : fidak mengarah kepada satu

- merk/produk tertentu, tidak menutup digunakannya produksi

dalam negeri, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan
standar nosiono!.?metode pelaksanaan pekerjaan harus logis,
jadwal wakiu pelaksanaan pekerjaan harus  sesuci dengan

metode pelaksanaan, macom/jenis, kapasitas, dan jumiah .

perclatan utama 'minimal yang diperiukan dalom pelaksanaan
pekerjaan, syorot-syarat kualifikasi dan jumiah personil infi yang
dipekerjakan, syarat-syarat material (bahan} yang dipergunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan, gambar-gambar kerja harus
lengkap dan jelas, dan kriterig kinerfja produk (out put
performance) yang diinginkan harus jelas;

Bentuk surat penawaran : merupakan pernyataan resmi mengikuti

-pengadaan barang/jasa, pernyataan bahwa penawaran dibuat

sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa. harga total

- penawaran dalam angka dan huruf, masa berlaku penawaran,

lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan penawaran
dalam angka dan hurut, kesanggupan memenuhi persyaratan
yang ditentukan, dilampii dengan daftar volume dan harga
pekerjaan, dan ‘ditcndotongcni oleh pimpinan/direktur utama
perusahaan atau yang dikuasakan di atas materai dan

bertanggal;

Bentuk kontrak : memuat tanggal muiai berlakunya kontrak, nama
dan oalamat para pihak, nama paket pekerjaan yang
diperjanjikan, harga kontrak dalam angka dan hunuf, pernyataon
bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syarat
umum/khusus kontrak telah ditafsitkan sama bagi para pihak,
kesanggupan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk
memperbaiki kerusakan pekeriaan atou akibat pekeraan,
kesanggupan pengguna barang/jasa untuk membayar kepada
penyedia barang/jasa sesuai dengan jumich harga kontrak, dan

tandatangan para pihak di atas materai;

10)

Bentuk surat Jominan penawaran : memuat nama don alamat
pengguna barang/jasa, penyedia barang/jaso, don pihak
penjamin, nama paket pekerjaan yang dilelangkan, besar jumiah
jaminan penawaran dalam angka dan huruf, pemyataan pihak
penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan
segera sesuai ketentuan dalam jaminan penawaran, masa beraku
surat jaminan penawaran, batas akhir waktu pengajuan tuntutan
pencairan surat jaminan penawaran oleh pengguna barang/jasa
kepada pihak penjamin, mengacu kepada Kitab Undang-Undang

(%)
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Hukum Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1832 ' , don
tandatangan penjamin;

11) Bentuk surat Jaminan peloksanaan : memuat nama dan olo_mct
pengguna barang/jasa., penyedia bgerang/jasa, don pihak
penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan pelaksanaan dalom
angka dan huruf, kewaijiban pihak penjamin untuk mencairkan
surat jominan pelaksanaan dengan segera kepada pengguna
barang/jasa sesuai  dengan ketentuan dalom jaminan
pelaksanaan, masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengocu
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal
1831 dan 1832. dan tandatangan penjamin;

12) Bentuk surat jaminan vang muka : memuat nama dan alamat
pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dan
hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jominan uvang muka
dalam angka dan hurut, kewgjiban pihak-pihak penjomin untuk
mencairkan surat jominan uang muka dengan segera kepada
pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jominan
vang muka, masa berlaku jaminan uang muka. mengacu kepada

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 don 1832, dan
tandatangan penjamin.

g. Untuk kontrak yang jangka wakiu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan, bila dionggop periu, dalam dokumen pengadaan dapat
dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment)
dan sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan
digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Il

h. Dalom dokumen pengadaan harus dijelaskan sistém penyampaian

dokumen penawaran dan sistem kontrak yang akan digunakan.

. 'KUB Perdata , Pasal 1831 dan 1832, berbunyi sebagal berikut :
1831. Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali Jjika debitur lalai membayar utangnya;

dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi
utangnya. (KUHPerd. 1283, 1820, 1833)

+ 1832. Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulk disita .dan dijual untuk
melunasi utangnya :

. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menunsut barang-barang debitur lebih d;zhulu

disita dan dijual;

. bila ia telah telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-

menanggung: dalam hal itu, akibat-akibat perikatan diasur menurut azas-azas yang ditetapkan
untuk utang-utang tanggung-menanggung (KUHPerd. 1278 dst., | 283)

. Jika debitur dapat mengajukan suaru tangkisan yang hanya menegenai dirinya sendiri secara

pribadi; (KUHPerd. 1821, 1847)

. jika debirur berada dalam keadaan pailit; (F.1)
. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. (Rv. 54 dst., 311, 722, 728)

13
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9.

14

.
I

Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang
hubungan kontrok kerja dengan sub penyedia barang/jasa dan hak

intervensi pengguna barang/jasa terhadap sub penyedia barang/jasa
dalam hal menyangkut :

1) pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa;

2)  hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam
kaitan pelaksanaan pekerjaan.

Sistem Penyampalan Dokumen Penawaran

a. Sistem Satu Samput

Sistem Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan
barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau
pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah

~atav pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya

dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Cara

- penyampaian dengan sistem satu sampul adalah sebagai berikut:

1) Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam saotu
sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen
sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan;

| . .

2) Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yong dilengkapi
dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga
yang ditandatangani oleh calon penyedia barang/jasa
sebagaimana disyaratkan dalom dokumen pengadaan;

3) Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan
kata-kata "dokumen penawaran pengadaan barang/jasa ... [yang
mencantumkan : jenis pekerjaan, tempat, har, tanggal, bulan,
tahun, jam pemasukan)”;

4]  Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul tersebut pada
angka 3) dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya
mencantumkan alamat pengguna borang/jasa yang mengadakan
pengadaan barang/jasa serta tempat, hari. tanggal, bulan, tahun,
dan jom pemasukan;

S) Harga penawaran dalom dokumen pendworan dicantumkan
dengqnjelcs dalam angka dan hurut: :

& .

L EY

A
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Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu. dilarang
dikiim  kepada anggota ponitia atou perseorangan, melainkan
kepada alomat sebagaimana disebutkan pada angka 4);

- Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran

harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam
tempat/kolak yang telah disediokan oleh panitia;

Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos., panitic
mencatat  tanggal don  jom penerimaannya, serta
memasukkannya ke tempat/kotak yang telah ditentukan. Doku-
men penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukkan
penawaran tidak diikutsertakan.

. Sistem Dua Sampul

Sistem Dua Sampul digunakan untuk memisahkan antara dokumen
penawaran administrasi/teknis dengan dokumen penawaran harga

"yang karena sifat dan kondisi pengadaannya memeriukon evaluasi

teknis yang mendalam. Cara penyampaian dengan sistem dua sampul
adalah sebagai berikut: :

1)

2)

3)

4)

5)

é)

Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis
yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data Administrast dan
Teknis";

Sampul kedua berisi data pérhitungon horgd penawaran dan pada
sampul ditulis “Data Harga Penawaran”;

Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul
(disebut sampul penutup);

Sampul penutup hanya mencantumkan -alamat pengguna
barong/jasa yang mengadakan pengadaan barangfjasa dan
kata-kata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa ... {(yang
mencantumkan : jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam
pemasukan)”; :

Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul penutup
yang Dberisi sampul petfama dan sampul kedua dimasukkan
dalam satu sampul, disebut sampul luar;

Sampul luar hanya mencantumkan alomat pengguna
barang/josa yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta
tempat, har, tanggal, bulon, tahun, dan jom pemasukan.
Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul
luarnya diberi catatan tanggal dan jom penerimaan. Dokumen
penawaran yang diterima setelah batas ckhir pemasukan, tidak

15
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- dilkutsertakan  dan  diberfitahukan kepada peserla yang
bersangkutan untuk diombil kembati:

7} Horga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan
dengan jelas dalom angka dan huruf, Jumiah yang tertera dalom
angka horus sesuai dengan jumlah yang tertera dolom huruf:

8) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang
dikiim kepada anggota panitia otau perseorangan, melainkan
kepada alomat sebagaimana disebutkan pada ongka 4);

9) Dokumen penowaran disampaikan pada wakiu yang telah
ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam tempat/kotak
tertutup yang terkunci dan disegel, yang disediaokan oleh panitia.

Sistem Dua Tahap

Sistem Dua Tahap lebih tepat digunakan untuk  pengadaon
barang/jasa berkaitan dengan pPenggunaan teknologi tinggi, kompleks
dan  risiko tinggi dan atau yang mengutamakan
tercapainya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem
termasuk pertimbangan kemudahan atou efisiensi pengoperasian dan
pemeliharan peralatannya dan atau yang mempunyai beberapa

-altematif ' penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang

berbeda, sera pengadaan  barang/jasa yang memerukan
penyesuaian knteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara
penawar sesuaqi yang disyqrctk;jn Pada dokumen pengadaan.

Pemasukan dokumen penawaran pada sistem ini dilakukan dalom dua
tahap sebagai berikut

1) Tahap Pertama

a) Poda tahap | dimasukkan sampul yang memuat persyaratan
administrasi dan  teknis sebagaimana disyaratkan dolam

dokumen pengadaan barang/jasa dan tidak termasuk usulan
harga;

b) Pada sampul tbhcp 1 hd‘nyd dicantumkan alamat pengguna
borongfjcso yang mengadakan pengadoan barang/jasa dan
kata-kata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa tahap

I ... [yang mencantumkan : jenis, tempat, hari, tanggal, buian,
tahun, jam pemasukan)*;

'c) Apabila penaworan diso‘m‘poikon melalui pos. sompul pertama
) dimosukkan dalom saty sampul, disebut samput luar:
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Sampul lvar hanya memuat clamat pengguna barang/jaso
yang mengadaokan pengadaan borong/jasa serta temgat, harn,
foanggal, bulan, tahun, don jom pemasukan. (okumen
penawaran yang diterima melalui pos, pada sampJl luarnya
dibefi cataton tanggal dan jam penerimaan. Dokumen
penowaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan,
tidok diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan untuk diombil kembali;

Tahap Kedua

a)

Calon penyedio barang/jasa, yang telah dinyatakan lulus oleh
panitia pada evaluasi tahap pertamao, diminta memasukkan
sural penawaran harga yong dimasukan ke dalom sampul

g keduao;

b)

f

Surat penawaran harga tersebut dilompin" fincian analisis bioya, .
dan syarat lainnya 'yqng telah disepakati pada tahap pertama;

Horga penawaran dolom,“'suro'r pe‘n'oworcm dicantumkon
dengan jelas dalom angka dan huruf;

Dokumen"penow‘d?cn bersifdf rahasia’ dan hanya ditujukan
kepada alamat yang telah ditetapkan:

Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah
ditentukan don dimasukkan ke dalam kotak/tempat tertutup
yang terkunci dan disegel. Dokumen penawaran yang diterima
setelah batas akhir pemasukan, fidak dikkutsertakan dan
dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan;

Apabila penawaran disampaikan melalui pPos, sampul kedua
dimasukkan dalom satu sampul, disebut sompul luar. Sampul
luvar hanya memuat clomat pengguna barang/jasa, tempat,
hari, tanggal, bulan, tahun, dan jom pemasukan akan diadakan.
Dokumen penawaran yang diterima melalui pos. pada sampul
luamya diberi catatan tanggal dan jom penerimaan. Dokumen
penawaran yang diterima setelah batas wakiu pemasukan,
tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan  untuk  mengombil  kembali dokumen
penawarannya.

17
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10.  Sisiem Evaluasl Penawaran

18

a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi

h

2)

3)

4)

5)

é)

7)

Kriteria dan tata carg evaluasi horus ditetapkan dalam dokumen
pengadaan dan dielaskan pada wakiu pemberian penjelasan.
Perubaohan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilokukan dan
disampaikan secora tertulis kepada seluruh peserta dalam wakty
memadai sebelum pemasukan penawaron:

Dalom mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada
kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalom dokumen
pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal
yong kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat
melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/josa yang
bersangkutan. Dalam kiarifikasi, penawar hanya diminta untuk
menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun
tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian
juga. calon penyedia ‘barang/jasa  tidak  diperbolehkan
menambaoh atau mengurangi atou mengubah penawarannya
setelah penawaran dibuka (post bidding):

Pengerﬁon/bofcsoh tentang substansi  penawaran  harus
dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan

dijelaskan kepada calon penyedia barong/jasa sebelum
pembukaan penawaran;

Untuk hal-hal tertentu, calon penyedia barang/jasa mungkin perlu
diminta konfirmasi, untuk membuat pernyataan kesanggupannya,
misalnya apabila masa berakunya surat jaminan penawaran telah
habis. Dalam hal tersebut calon penyedia barang/jasa diminta
konfrmasi mengenai kesanggupannya untuk pelaksanaan
pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya:

Dalam pengadaan barang/jasa dilarang melakukan negosiasi
dalom bentuk dan cara apapun, kecuali negosiasi teknis dalam
sistem dua tahap. Baik panitia  maupun pesera dilarang
melakukan tindakan post bidding:

Dalom penelitian/evaluasi * atas penawaran harga, periu
diperhatikan;

HPS merupakan salah satu acuon untuk menilai kewajaran harga

lerhadaop penawaran yang masuk dan tidok dapet dijodikan -

dasar untuk menggugurkan penawaran:

™.

(AN

>
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szneropon preferensi harga penggunaan produksi dolom negern
dilakukan untuk menentukan harga terevaluosi guna menetapkan
vruian calon pemenang;

Apabila daolom dokumen pengadaon mengatur kemungkinan
calon penyedio barong/jasa  menyampaikan penawaran
alternatif, maka penowaron alfernatif yong temyata baik dari segi
teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi negara (harga
lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai
calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif
yong dievaluasi hanya penawaran alternatif dori calon penyedia

barang/jasa yong penawaran utamanya merupokan penawaran
terendah dan responsif.

b. Metode Evaluas)

Evaluasi penawaran dopat menggunakan metode sebagai berikut :

Sistem Gugur

Sistem ini menggunakan pendekatan/metode kualitatit, yaitu

melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran
substansi isi dokumen penawaran serta mengambil kesimpulan
apakah dokumen penawaran yang digjukan memenuhi
persyaratan atau tidak terhadap dokumen pengadaan.

Urutan proses penilaion dengan sistem ini adalah Sebogci berikut :
a) Evaluasli Administrasl

(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat poda pembukaan penawaran;

(2) Evaluasi odministrasi  dilokukan terhadep dokumen
penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan
keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi
pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan
yong tercantum dalam dokumen  pengadaan (tidok
dikurangi atau ditambah); 7

(3) Evaluasi administrasi menghasilkon dua kesimpulan, yaity
memenuhi syarat administrasi atau tidok memenuhi syarat
administrasi. '

“L
b) Evaluasi Teknis -

(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi persyaratan/iulus administrasi;

19
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(2) Faktor-foktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai
dengan kriteric yang ditetapkan dalom dokumen
pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);

(3) Hosil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus)
atau fidak memenuhi syarot teknis {gugur].

c) Evaluasi Harga

{}) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap peno.vgoroq
yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis;

(2) Berdasarkan hasit evaluasi harga, panitia membuat daftar
urvtan penawaran yang dimulai dari urutan  harga
penawaran terendoh dan mengusulkan - penawar
‘terendah sebagai calon pemenang.

2) sistem Nilal (Merit Point System)
a) Evaluasl Administrast

(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran:

(2) Evaluasi  odministrasi dilakukan terhadap dokumen
Penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan
keabsahon syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi
pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang tercontum daloam dokumen pengadoan (tidak
dikurangi.atau ditambah);

(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu

memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi. '

b) Evaluasi Teknis dan Harga

(1) Sistem nilqi menggunakan pendekatan/metode
kuantitatif, yaity dengan memberikan nilqj angka
terhadop unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen
pengadaan;

{2) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-
penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, dengan memberikon penilaian  (skor)

259
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ga penawaran

(3) Berdasarkon hasil evaluasi tersebut, panitia  membuat
doftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan
penawaran yong memiliki nilai tertinggi.

cem e e e ——

Cohtoh:
Sistem Nilal
(Merit Point System)
Pengadaan Barang : 1 (satu) Unit Turbin Alr
No. Unsur Penilaian Bzilgt Per:::vcr Per.\.g.\:v or Per."igyor
l. |Harga alat (setelah 50 50 45 44
dievaluasi)
2. | Harga suku cadang | 10 7 4 5
3. | Disain teknis dan kinerj& 15 1 14 15
4. | wWakty penyerahan 5 3 3 5
5. | Pelayanan pasca jual | 10 6 7 8 '
é. | Standardisasi 10 6 8 8
- Total . 100 83 81 85
‘Peringkat I n (

(4) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade],
hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan.

Panitia membuat daftar

urutan  yang.  dimulai

dari

penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang
memperoleh nilai di atas atou sama dengan nici aoambang
batas lulus {passing grade).

21
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~ 3) Sistem -Penilalan Blaya' Selama Umur Ekonomis (Economic Life

Cycle Cost)

a) Evaluasi Administrasi

(1)

(2)

(3)

Evaluasi administrasi dilokukon terhddcp penawaran yang
memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;

Evaluasi  administrasi dilakukan terhadap dokumen
Peénawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan
keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi
pada tahop ini harus berdasarkan ketentuon-ketentuan
yang tercantum dalom dokumen pengadaan (tidak
dikurangi atau ditambah);

Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu

memenuhj syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi,

b} Evaluasi Teknis dan Harga

{1) Sistem economic life cycle cost‘divguhckcnj khusus untuk

(2)

(3)

{4)

(5)

(6)

mengevaluasi pengadaan barang yang kompleks dengan
memperhitungkan  perkiroan bioya operasi don
pemeliharaan serta nilai sisq seloma umur ekonomis
barang tersebut.

Sistem ini diterapkan terhadap penawaran-penawaran
yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi;

Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan
dalam dokumen pengadaan;

Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata vang
tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional:

Berdcscrkoh hosil evaluasi tersebut, panitia  membuat
daftar urutan yong dimulai dari urutan harga evaluasi

. terendah:

Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga
Penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price,
tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi
sebagai alot pPembanding saja).

1.
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Contoh :
SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
(Economic Life Cycle Cost System)
Pengadaan Barang : 1 (satu) Unit Buldozer
(x Rp 1 Juto)
No. | Umur Penilaian Penawar Penawar
N “A" ‘ "8"
A Harga Penawaran (setelah 300 250
koreksi aritmatik)
B Biaya Operasional (8 Tahun) 250 200
C Biaya Pemeliharaan {8 tahun) 240 300
D Nilai Sisa { - ) 30 25
Blaya Selama Umur Ekonomis 760 725
E Preferensi Komponen Dalam - - 375
Negeri _
Total Harga Evaluasi 760 7625
Peringkat , [ I

Catatan : Umur Ekonomi alat 8 tahun

11. Tenggang Wakiu Pelaksanaan Pengadaan

Tenggang waktu pelaksanaan pengadaan barang/josa dengon metoda
pelelangan (diluar tenggang waktu prakualifikasi) diatur sebagai berikut :

a. Proses pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan mulai
dari pengumuman pengadaan sampai penetapan pemenang
dilaksanakan secepat-cepatnya 36 (tiga puluh enam) hari kefjo dan
selombat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja.

b. Jadwal lelang ditetapkan panitia dan disepakati bersama peserta
lelang pada saat penjelasan lelang kecuali :

23
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1) Antara  awal pPengumuman  sampai dengan heri terakhir
pendaftaran diberikan wakty paling lama 7 ( tujuh) hari kerja. Masa
pendacftaran sekurcng-kurongnyo 3 (tiga) hari kerja;

2} Antara hari akhir Rendaftaran don hari terakhir pengambilan

* dokumen Pengadaan paling lamg 7 (tuiuh) hari kerja. Masa
pengambilan dokunien pengadaan sekurong-kurongnya 2 [duaq)
hari kerja; '

3) Antara haori ckhir pengambilan dokumen pengadaan dan han
dimulainya penjelasan sekurong-kurongnyo 3 {tiga) hari kerja;

4} Antara hari diterimanya surat usulan penetapan Pemenang lelang

dan hari dikelucrkcnnyo Surot‘Penetopon Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) selombof-lombcfnyo D

a) § (lima) hari kerja untuk Penetapan penyedia barang/josa
oleh pengguna porcng/quc. ‘

b) 14 (empat belas) hari kerja untuk penetapan penyedia
‘barang/jasa oleh Menter/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Deportemen/GUbernur/Bupoﬁ/WoIikcro/Direktur vtama
BUMN/ BUMD. '

. Antara hari diterimanya {SPPBJ dan hari pengumuman Pemenang

lelang selombot-lcmbofnyo 2 (dua) hari kefja.

- Masa sanggah diberikan sekurong-kurqngnyo,s (ima) hari kefia sejak

hari pengumuman Pemenang lelang.

. Antara hari penerimaan sdnggohon dan har Penyampaian jawaban

sanggahan selombot-lombatnyo S (lima) hari kerja.

ntara han Pengumuman Pemenang lelang dan hari penerbitan Surat

A
Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) selambat-

(ima) hari kerja sejak berakhirnya masa sanggah.

. Antara hari penerbitan SKPPBJ dan hari Penanda-tanganan kontrak

selombot—ldmbotnyo 14 (empat belas) hari kerja.

1s
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BAB Il

'PRO‘SHEDUR PENGADAAN BARANG, JASA PEMBORONGAN

DAN JASA LAINNYA

A. PROSEDUR PELELANGAN

1.  Syorat Peserta Pelelangan

a.

Penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pelelangan adalah
penyedio barang/jasa yang telah memenuhi kualifikasi, klasifikasi
dan memiliki kemampuan sumber daya sesuai dengan dokumen

- prakualifikasi dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Bab

I, butir 8.

'Penyedia barang/jasa harus menyampaikan :

1) Sertifikat penyedia barang/jasa kecuali LSM;

~2) Daftar susunan pemilik modal, susunan pengurus, dan akto

pendiiannya beserta perubahan-perubchannya (bila ada
perubahan);

3} ' Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP), dan bukti pembayaran
kewagjiban pajak pada tahun terakhir:

4) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen
lelang. , ‘

Secara hukum mempunyai kcposiids melakukan ikatan kontrak
pengadaan bcrcng/jcsc.

Tidok dalam pengawasan pengadian, tidak pailit, kegiatan
usachanya tidak sedang dihentikan, don atau direksi yang
berwenong menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang
menjalani hukuman pidana.

Direksi yang berwenang menandatangani konirak atav kuasanya
belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas
tindakon yong Dberkoitan dengan kondite  profesional
perusahaan/perorangan.

Tidak membuat pernyotcoh yang ﬁdok benor tentang kuailifikasi,
klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.
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2.

Pengumuman dan Pendafiaran Peserta Pelelangan

a. Panitia harus mengumumkan secara luos -tentang adanya

pelelangan melalui media cetak, papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media -

elektronik.

. Biaya pengumuman pelelangan dialokasikan dalam dokumen

anggaron untuk pembiayaan  kegiatan/proyek yang
bersangkutan.

C. IsiPengumuman lelang memuat sekurang-kurangnya :

1} noma dan alamat pengguna barang/jasa yong akan
mengadakan pelelangan;

2}  uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
atau barang yang akan dibeli:

3)  syarat-syarat peserta lelang;

4) tempat, tanggal,” har, dan waktu untuk mendaftarkan diri
sebagai peserta. '

Agar pengumuman secara luas pada huruf a tersebut dapat
mencapai sasaran secara efisien dan tepat sesuai dengan
jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka diatur
ketentuan sebagai berikut :

1) Bila pengumuman pelelangan ditujukan kepada usaha kecil
dan koperasi kecil, cukup menggunakan media cetak/surat
kabar yang beredar di wilayah kabupaten/kota setempat
dan siaran radio pemerintah daerah/swasta setempat serta
memasang pengumuman di papan pengumuman resmi

“untuk umum  yang letaknya strategis di  ibukota
kabupaten/kota yang bersangkutan serta disampaikan
kepadad lembaga dan asosiasi perusahaan/profesi terkait

setempat sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilelangkan; -

2) Bias pengumuman pelelangan  ditujukan  kepada

perusahaan/ koperasi menengah, agor menggunakan
media cetak/surat kabar dan siaran radio pemerintah
daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan
pendengar di seluruh propinsi yang bersangkutan serta
memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi
untuk umum yang letaknya strategis di ibukota propinsi yang
bersangkutan, serta disampaikan kepada lembaga dan

A e — et e - e
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psqsicsi peruschaan/profesi terkait setempat sesuci dengan
jenis pekerjaan yang dilelangkan:;

3) Bilo pengumuman pelelangan  ditujukan  kepada
perusahaan/koperasi besar agar menggunakan media
- cetak/surat kabar yang mempunyoi jongkauan pe nbaca di
seluruh Indonesia, memasang pengumuman pada papan
pPengumuman resmi di kantor pengguna barong/josa yang
bersangkutan dan disampaikan kepada Iembego/csosiosi
perusahaan/profesi yang terkait, sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dilelangkan, serta bilamana memungkinkan
menggunakan media elektronik/internet:

4)  Bila calon peserta lelang diyakini terbatas jumlahnya karena
karakteristik, - kompleksitas dan  atau kecanggihan
teknologinya, dan atau kelangkaan tenaga ahli dan atau
perusachaan yang mampu melaksanakan pekerjaan
tersebut, maka pengumuman pelelangan mencantumkan
nama calon peserta lelang yang akan diundang. akan
tetapi jugo memberi kesempatan kepada calon lainnya
yang memenuhi syarat untuk ikut dalom pelelangan.

Calon peserta lelang yang berminat ikut dalam pelelangan harus
mendaftarkan dii kepada panitia untuk mengikuti prakualifikasi.

Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak
dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/
kota dimana pelelangon dilakukan.

3. Prakualifikasl Penyedia Barang/Jasa yang Akan Mengikuti Pelelangan

a.

Panitia pelelangan wajib melakukan prakuailifikasi bagi calon

" peseria lelang yang akan mengikuti pelelangan sesuai dengan

dokumen prakudlifikasi yang telah diberikan kepada calon
peserta lelang.

Calon peserta lelang yang berminat mengikuti pelelangan wajib
mengambil dokumen prakualifikasi dan mengikuti prakualifikasi
yang dilaksanakan oleh panitia. Peserta prakudlifikasi tersebut
tidak boleh dipungut biaya. -

Pelaksanaan prakudlifikasi calon peserta lelang dilakukan
sebagai berikut :

1)  Panitic meneliti dan menilai data kualifikasi calon peserta

lelang dengan menggunakan ketentuan sebagaimana
Lampiran | Petunjuk Teknis ini.

27



Pelvnguk [eknn Keppres Nomor 18 Tohun 2000

28

2}  Serlitikal penyedia bdro'ng/ioso yang dikeluarkan ososiasi
perusahaan/profesi digunakan sebagai salah satu acuan
untuk memudahkan panitia melakukan prakualifikasi.

3) Panitia melckuk"on penelitian dan penilaian yang meliputi :
a) Kemampuan dari segi administrasi dan finansial.
b} Kemampuan dari segi peralatan. |
c) Kemompuqn sumber daya manusia.
d) Pengalaman dan prestasi kera.

4) Calon pesencilelong yong dinyatakan lulus dalam tahap
prakualifikasi dicotat untuk diundang mengikuti pelelangan.

Penyusunan Daftar Calon Peserta lelang, Penyampaian Undangan
dan Pengambilan Dokumen Lelang

a. Ddftar calon peserta lelang yong akan diundang harus disahkan
oleh pengguna barang/jasa.

b. Bila calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga). pelelangan tidak
dapat dilanjutkan dan pPenyusunan daftar calon peserta lelang
harus  divlang dengon mengumumkan  kembali  uniuk
mengundang calon pessrta lelang yang baru.

c. Bila setelah prakualifikasi divlang, temyata tidak ada tambahan
calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan calon peserta
lelang masih kurang dari 3 (tiga) pesena, maka panitia harus
segera membuat bérito acara dan menyampaikannya kepada
pengguna barang/jasa. Selanjutnya ponitia mengusulkan kepada
pengguna © barang/jasa  untuk mendapatkan persetujuan
melakukan proses pPengadaan dengan cara pemilihan langsung
dengan negosiasi atau proses Penunjukan langsung bilamana
hanya ada'1 {satu) calon penyedia barang/jasa.

d. Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar calon

peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.

e. Calon peserta lelang fyong diundang berhak mengambil dokumen
lelang dari panitia.

f. Dilarang ikut ‘sebagci!‘pesert’c‘s lelgng c}ou penjamin penawaran :

«
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pegawai negeri. pegawai badan usaha milik negara/daerah
dan pegawai bank milik pemerintah/daerah;

mereka yang dinyatakan pailit;

mereka yang keikutserfaonnya akan bértentcngon dengan
kepentingan tugasnya (conflict of interest).

5. Penjelasan Lelang (Aanwijziing)

a. Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, dihadii oleh para penyedia borongf asa yang
. terdoh‘or dalom daftar cclon peserta lelang.

b. Dalam acara penjeloscn lelang, harus dijelaskan kepada calon
peseria lelang mengenai:

1
2

3)

4)
5)
é)
7)
8)

9)

10)

Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;

Cara penyampaian penawaran (sotu sampul atau dud
sampul atau dua tahap);

Dokumen yang harus Adi!ompirkcn dalam dokumen

penawaran;

Undangan acara pembukaan dokumen penawaran;
Metode evaluasi;

Hokhal yang menggugurkan pénoworan:

- Sistem kontrak yang akan digunakan;

Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi
hargo atas penggunaan produksi dalam negeri;

Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada

~ usoha kecil dan koperasi kecil;

Besaran, masa beroku dan . penjomin yang dapat

- mengeluarkan jominan penawaran.

c. Bila dipandang peru. panitia dapat memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

" d. Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelcmg yang berupa
pertanyaan dari peserta dan jowaban dar panitia serta
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keterangan  lain iermosuk perubahonnya dan peninjauan
lapangan, harus dituangkan dalom Berita Acarg Penjelasan (BAP)
yang ditandatangani oleh ponitia pengadaan dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta yang hadir.

€. Apabila dalam BAP sebagaimana dimoksud huruf d tersebut
terdapat hal-hal/ ketentuan boru atau perubahan penting yang
perlu ditampung, maka panitia harus menuangkan ke dalom
addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan
dari dokumen lelang don harus disampaikan dalam wakty
bersamaan kepada sémua peserta secara tertulis setelah
ditandatangani oleh panitia pengadaan. ‘

f. Untuk kontrak Yong:jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12
(dua belas) bulan, bila dianggop perlu, dalam dokumen lelang
dapat dicantumkan ketentuan tentang berlakunya ketentuan
penyesuaion harga (price adjustment) don sekaligus dijelaskan
penerapan  rumus-rumus penyesuaian harga yang akan
digunakan. Cara perhitungan ketentuan penyesuaian harga (price
adjustment) mengikuti ketentuan dalam Lampiran I

8.  Penyampalan dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Q. Sistem pPenyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran

harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalom dokumen
lelang. L O : -

b. Sistem penyampaian dokumen Penawaran yang akan digunakan
harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu
apakah dengan sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap.

C. Panitia mencatat wakiy, tanggal dan tempat penerimaan
dokumen penawaran yang diterima melalyi POs pada sampul luar
. .Penawaran dan memasukan ke dalam kotak/tempat pelelangan.

d. Pada akhir batas pényompcion dokumen penawaran, panitia
membuka rapat pPembukaan dokumen penawaran, menyatakan
dihadopon pora peserta pelelangan bahwa saat pemasukan

yang masuk.

e. Bagi penawaran yang disampaikan melalui Pos dan diterima
lerlambat, panitia membuka sampul luar dokumen penawaran
untuk  mengetahui alamat peserta lelang. Panitia 'segero
memberitahukan kepada calon penyedia barang/jasa yang

1953
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barsangkulan  unluk  mengambil kembali  seluruh  dokumen
penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan
bukli serah terima.

Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan
sebagai berikut :

)

2)

‘ 3

Panitic meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil
dar peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila
tidak terdopat saksi dori peserta pelelangan yang hadir,
panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran sampai dengan wakty tertentu yang
telah ditentukan panitia sekurang-kurangnya 2 (dua) jom.
Setelah sampai wakiu yang telah ditentukan, wakil peserta
lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar panitia
yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia.

Panitia meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen
penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang
masuk (tidak dihitung surat pengunduran dir) dan bilg
penawaran yang masuk kurang dar 3 (tiga) pesera,
pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus divlang,
kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang
peserta lelang yang baru.

Pembukaan dokumen penawaran untuk sefiap sistem
dilakukon sebagai berikut :

a) Untuk Sistem Satu Sampul, panitia membuka kotak dan
sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta
lelang.

b) Unluk Sistem Dua Sampul, panitic membuka kotok dan
sampul | di hadapan peserta lelang. Sampul | yang berisi
data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan
lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran
sampul I. Sampul Il yang berisi data harga tidak boleh

- dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan

dan diparaf oleh panitic dan wakil peserta lelang dari

peruschoan yang berbeda sebelum disimpan oleh
panitia. '

c) Untuk Sistem Dua Toap, panitia membuka kotak dan
sampul | di hadapan peserta lelang. Sampul | yang berisi
data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan
lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran
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4)

J)

é)

- sampul |, S'bmpul I yang berisi data harga disampaikan
- kemudian oleh peserta lelong bilamang telah dinyatokan
memenuhi persyaratan teknis dan administrasi

Panitia  memerikso, menunjukkan dan membacakan di
hadapon parg peserta pelelangan mengenai kelengkapan

dokumen pPenawaran, yang terdin otas :
. : w ‘

oj Untuk satu sampul :

(1) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa
beraku penawaran:

(2) jaminan penawaran asli:

(3) daftar | kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak
harga satuan).

b) Untuk duo sampul ;

(1) surat penawaran yang didalamnyq tercantum masq
berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga
penawaran; >

- {2) jominan penawaran asii.,

¢) Untuk dua tahap :

(1) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa
berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga

- penawaran; ‘ 3

{2) dokumen penawaran  teknis dan dokumen

pendukung lainnya yang disyaratkan dalom
dokumen lelang

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat
menggugurkan peserta - Pelelangan, makg syarat-syarat

Penowaran dinyatakan gugur . apabila  pada saat
pembukaan, salah satu dari persyaratan administrasi tersebut
pada butir 4) di atas tidak dipenuhi atau tidak memenuhi
syarat yaitu :

a) Surat penawaran

(1) Tidak ditanda tongqrii oleh Pemimpin/direktur utama

atav penerima kuasa dari Pemimpin/direktur utama

Yang nomanya tercantum dalam akte pendirian
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atau  perubahannya,  atcu  kepala cabang
peruschaan yang diangkat oleh kantor pusat atau
pejabat  yang menurut  perjanjian kerjasama
(ossociation agreement) adalah yang berhak
mewakil  asosiasi  (pejebat  dari perusahaan
utamay/lead firm);

(2) Tidak mencantumkan masa berlakunyo penawaran,
atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang
diminta dalam dokumen pelelangan.

b) Jaminan penawaran

(1) Tidck dikeluarkan oleh bank umum atau oleh
perusahacn  asuransi  yang mempunyai program
asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan
kepada perusahaan asuransi diluar negern yang
bonafit;

(2) Besaran jaminan kurang dar nilai nominal yang
dipersyaratkan dalam dokumen lelang:

(3) Masa berakunya tfidak sesuai dengan yang
disyaratkan dalam dokumen pelelangan;

(4) Jika peserta berkedudukan di luar negeri, surat
jominan pencwaran tidok citerbitkan oleh -bank
devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang
direkomendasikan oleh Bank Indonesia.

c) Tidak terdapat daftar kuantitas dan harga (khusus untuk
kontrak harga satuan). :

Panitia segera membuat berita acara pembukaan dokumen
penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;

Seteloh  dibacakan dengan jelas, berita  acara
ditandatangani oleh panitia yang hadir dan dua orang wakil

peserta lelang yang sah yang citunjuk oleh para peserta
lelang yang hadir;

Daleam hal tefjadi  penundaon  wakiu pembukaan
penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus

dimuat dengan jelas didalam beritq acara pembukaan
penawaran (BAPP);

BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang hadir
tanpa dilompiri dokumen penawarcn.
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7.  Evaluasi Penawaran !

a. Pelaksanaan evajuasi pPenawaran dilakukan oleh panitia terhadap
semua penawaran yang dinyatakan lulus pada saat pembukaan
Penawaran. Evaluasi tersebyt meliputi evalyasi administrasi, teknis
dan harga berdasarkan kriteria, metoda don latacara evaluasi
yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Paniti tidak

-

b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan  administrasi,
apabila : : ~

1) Syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang
dipenuhi/dilengkcpi daon isi seticp dokumen benar sertq
dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditanda
tangani oleh orang yang berwenang;

2) Dokumen penawaran Yang masuk menunjukkan adanya
persaingan yang sehat, tidak terfiadi pengaturan bersama
(kolusi) diantara para peserta dan atau dengan panitia

- lelang yang dapat merugikan negara dan atau peserta

lainnya;

3)  Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut :

Q) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank
perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan
direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri
yang bonafit; :

b) masa beraku jaminan penawaran tidak kurang dari
jangka wakty yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

c) nama peserta lelang ' sama dengan nama yang
tercantum dalam surat jaminan penawaran: ‘ .

d) besar jominan penawaran fidak kurang dari nilai nominal
yang ditetapkan dalom dokumen lelang; ‘

!

| é) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka ;
dan huruf; , i
!
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f} nama pengguna berang/jasa yang menerima jomipon
penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa
yang mengadakan pelelangan;

g) pakel pekefioan yong diamin sama dengaon poket
pekerjaan yang dilelang:

h) isi surat jaminan penawaron harus  sesuai dengan
ketentuan dalam dokumen lelang.

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas don atau meragukan
dalam surat jaminan penawaran peru Kklarifikasi dengan

pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jominan
penawaran.

Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul)

a} ditandatangani oleh pimpinan/direktur utoma atau
penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akte pendiian atau
perubahannya. atou kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian
kerjasama adaloh yang berhak mewakii perusahaan
yang bekerjasama; :

b) jangka wakiu berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

¢) jongka waktu peloksanaan pekerjaan yang ditawarkan

tidak melebihi jangka wakiu yang ditetapkan dalam
dokumen lelang;

d) bermaterai dan bertanggal.
Doftar kuantitas dan harga setiap jehisﬁtem pekeriaan untuk

kontrak harga satuan disi dengan lengkap kecuali ditentukan
lain dalom dokumen lelang.  Sedangkan untuk kontrak

- lumpsum, bila diperiukan dafiar kuantitas dan harga hanya

sebagai pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga
satuan dalom sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan
dasar untuk menggugurkan penawaran don perhitungan
prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran;

Andlisis harga satuan pekerjoan utama dirinci dengan
lengkap;
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7} Ada keterangan teloh melunasi kewajiben membayar pajak
- tahun terakhir yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak

setempat,  sesuai dengan  domisili perusahacn  yang
bersangkutan.

Hasil evaluasi ini dituangkan dalam berita acara. Terhadap
pPenawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan
dengan. evaluasi teknis. Terhadep penawaran yong tidak
memenuhi persyaratan administrasi tidak cilanjutkan  dengan
evaluasi teknis;

. Panitia melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran

yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai
pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam
dokumen lelang. Panitia tidak diperkenankan menambah dan
atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tatacara penilaian
yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

. Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran dinyatakan

memenuhi persyaratan teknis, apabila :

1)  Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen
lelang  dan  diyokini menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan;

2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen
lelang:

3) . Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlch peralatan minimal
yang disedickan sesuai dengan dokumen lelang;

4) Spesifikasi teknis 'memenuhi ‘persycrcton 'yang ditetapkan
dalam dokumen lelang; ‘

S) Personil infi yang' akan ditempatkan secara penuh sesuai
dengan persyoratan yang ditentukan dalam dokumen lelang
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diagjukan;

6) Bagian pekerjaan yang akan disubko‘ntrokkon sesuai dengan
persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang:

7} Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam
dokumen lelang.

ra
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. Unluk pengadaan barang/josa loinnya, penawaran  dinyatakan

memenuhi persycratan teknis, apabila :

1}  Memenuhi spesifikasi teknis barong yang ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambaer yang
ditetapkan dalam dokumen lelang;

2} Jadwal wakiu penyerchan barang/jasa lainnya tidak
melampaui batas wakiu yang ditetapkan dolam dokumen
lelang; '

3) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum
dengan lengkap dan jelas;

4} - Jumiah barang/jasa lainnyo yang ditawarkan tidak kurang
dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang;

5) Memenuhi syarat. teknis loinnya yang ditetapkan dolam
dokumen lelang.

Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada huruf d dan e ada
hal-hal yong kurang jelas atau meragukan, panitia melakukan
klarifikasi dengan pihak calon penyedia barang/jasa. Hasil evaluasi
teknis ini dituangkan dalam berita ocara. Terhadap penawaran
yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan
evaluasi kewajoran harga, sedangkan terhadap penawaran yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

. Dalam sistem satu sampul, panitia dapat langsung melakukan

evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tersebut. Dalam
sistem dua sompul, panitia mengumumkan hasil evaluasi
administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus
untuk menyaksikan pembukaan sampul Il {penawaran harga).

. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewagjaran

harga adaloh hal-hal yang pokok atau penting, yaitu meliputi:

1) Total harga yong ditawarkan. secara keseluruhan dan atau
bagian/unsur-unsurnya;

2) Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam

angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah
nilai dalam tulisan hurut:

3) Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap hal-hal sebagai
berikut :

37



Palunuk Teknis Keppres Nomor 18 lahun 2000

38

4)

a) koreksi aritmatik gtas kesalahan penjumiahan dan
pengalion volume dengan hcrga sotuan pekeriaan,
dilokukan dengan ketentuan bahwa harga satuen
pekerjaan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah.

b) jenis dan volume pekeriaan yang tercantum dalam
dokumen penawaran disesuaikan dengan yang
tercantum dalam dokumen lelang.

C) jenis pekerjaan yang fidak diberi harga satuan dalom
penawaran dionggop sudah termasuk dalam harga
satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat
penawaran' tetap dibiarkan kosong. Sedangkan jenis
pekerjaan tersebut horus tetap dikerjakan sesuai dengan

- volume yang tercantum dalam dokumen lelang.

d) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan
penawaran menjadi lebih tinggi atau lebin rendah
terhadap urutan penawaran semula.

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaon
produksi dalam negeri. '

Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat
dilakukan: -

1)

2)

3)

klarifikasi bilcmdnc terdapat harga satuan jenis pekerjaan
yang timpang:;

Klarifikasi dalam hal penawaran komponen: dalam negeri
terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia;

klarifikasi apabila harga penawaran terlalu rendah. Apabila
dar hasil Klarifikasi ternyata peserta lelang menyatakan
mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang,
maka peserta lelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan
jominan pelaksanaannyo menjadi sekurang-kurangnya 80%
(delapan puluh per seratus) HPS dikalikan persentase jaminan
peloksanaan yong ditetapkan dalam dokumen lelang,
bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal
peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah
nilai jominan pelaksanaannyo, maka penawarannya dapat
digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara,
sedangkan penyedia barang/josa itu sendir, di black list
(didaftor  hitamkan) selama | (satu) tahun dan fidak
diperkenankan ikut serta’ dalam pengadaan barang/jasa
pada instansi pemerintah. A
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Penowaran yang memenuhi syorat adolah penawaran yang
sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang
ditetapkan dalom dokumen lelang. tonpa ada penyimpangan
yong bersifat materiol atau penawaran bersyarat.

. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaron

bersyarat adalah:

1) jenis penyimpangan yang akan mempengaruhi lingkup atau
kualitas pekerjoan;

2) substansi kegiatan tidak konsisten dengon dokumen lelang;

3) adanya penaowaran dari penyedia borang/jasa dengan
persyaraton tambohan diluor ketentuan dokumen lelang
yang akan menimbulkon persaingan tidak sehat dan atau
tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

" a. Panitia  membuat kesimpulan dari hasil evaluasi harga dan

dituangkan dalam berita acara hasil pelelongan (BAHP). BAHP
memuat hasil pelaksanan pelelangan, termasuk cara penilaian,
rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan
Pemenangnya berupa doftar peserta pelelangan yang dimulai
dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua

dan semua anggota panitia atau sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumlah anggota panitia.

. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut ;

1} Namasemua peserta lelang dan hdrgc penawaran dan atau

harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta
lelang; '

2)  Metoda evaluasi yang digunakan;

3) Unsur-unsur yang dievaluasi;
4)  Rumus yang dipergunakan;

5) Kéterongon-kererongon lain yang dianggap peru mengenai
hal ikhwal pelaksanaan pelelongan;

é) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang
. lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi:
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7) Penef.opon urvlan daii 3 (tiga) calon Pemenang lelang.

harus mencantumkan pPernyataon  bahwa pelelangan
dinyatakan gagal., don harus segera dilakukon pelelangan
vlang. Apabila peserta lelang Yang memenuhi syarat kurang
dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa,  makq penyedia f
barang/iosa tersebut tetap  diusulkan sebagai calon
pPemenang lelang.

9. Penéfupon Pefnenong Lelang

a. Panitia menetapkan calon pemenang lelang yang memasukkan
penawaran yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

1) Penawaran gecoro administratif  dan  teknis dapat
dipertanggung jowabkan: : :

2)  Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertcnggung
jawabkan; . \ ‘

3) Teloh memperhatikan Penggunaan semaksimal mungkin hasil
produksi dalom negeri:

4) - Penawaran tersebut adalah terendah di ontara penawaran

yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam hurut
aangka 1) sampai angka 3).

penawaran dalam sistem saty sampul, atau setelah pembukaan
sampul Il pada sistem dua sampul atau dua tahap.

C. Dalam hal terdapat 2 (duaq) calon Pemenang mengajukan harga
pPenawaran yang soma, maka panitia meneliti kembal data kualifikasi.
peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut ‘,
pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan }
hal ini dicatat dalom berita acara. :

d. Panitia membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna
barang/jasa atau kepada pejabat yang be‘rwenong mengambil
keputusan  uniuk menetapkan peémenang lelang, melalui ’
pengguna barang/jasa. Laporan tersebut  disertai  usulan
pemenang dan penjelasan atay keterangan lain yYang dianggap
peru sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

1) Untuk pengododn barang/jasa yang bernilai sampai dengan
Rp 50.C00.000.000.00 (ima puluh miliar rupiah), apabila

w
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pengguna barang/jasa lidak sependapat dengan usulon
panitia, maka pejabat yang berwenang membchas hal

tersebut dengan panitia untuk mengambil keputusan sebagai
berikut :

a) menyetujui usulan ponitia , atau

b) meminta ponitic untuk  melakukon evaluasi ulang
berdasarkan ketentuan dolam dokumen pengadaan,
atau ‘

c) menetapkan’ keputusan yoang disepakati bersama untuk
melakukan lelang ulang atau menetapkan pemenang
lelang yang dituvangkan dalam berita acara yang

memuat keberatan don kesepokatan masing-masing
pihak. )

- 2)  Untuk pengadaan yang bemilai di atas Rp $0.000.000.000,00

(ima puluh miliar rupiah), apabila pengguna barang/jasa

lidak sependapat dengan usulan panitia, maka pengguna
barang/jasa :

a) meminta panitia  untuk  melakukan evaluasi ulang
berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang, atau
- b) melaporkan kepada pejabat berwenang menetapkan

pemenang lelang dengan catatan keberatan dari
pPengguna barang/jasa.

- Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya

don harus memuat :

- 1) Nama dan alomat penyedia bordngfjoso:

2) Hofgo penawaran setelah dikoreksi;

3] Nomor Pokok Wajib Pajok (NPWP),

.'""Peme‘non‘g lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan berdasarkan usulan dari panifia. Pejabat yang
berwenang . segera menetapkan pemenang lelang dan
mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/lJasa (SPPBJ),
serta menyampaikannya kepada panitia selambat-lambatnya :

1} lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa;

2) Empat belos hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Kepala

Lembaga Pemerintah Non Deportemen/Gubemur/Bupoﬁ/
Walikota/Direktur Utama BUMN/BUMD. :
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Ketentuan 1) dan 2) terhitung sejak surat usulan penetapan

Peémenang lelang tersebuyt diterima oleh pejabat yang berwenang
menetapkan pemenang lelang.

g. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pPemenang
lelang adalah : y

1) Dokumen lelang besertq adendum (bila adaq);
2) Berita acara pempukoon Penawaran (BAPP);
3) Berita acara hasil pelelangan {BAHP);
4) Ringkoson proses ;jaelelongon dan hasil pelelangan;

S) Dokumen penawaran dari calon pemenang peielongon dan

10. Pengumuman Pemenang lelang

1.

Pemenong!elong diumunjkcn dan diberitahukan oleh panitia kepada
para peserta selombot}-lambofnyq 2 (dua) hari kerja setelah

~ diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenang.

Sanggahan Peserfa Lelang

a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atos penefopcn
pPemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan
sanggahan secara tertuls, selqmbot-lombcfnyo dalam wakty 5

(lima) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang lelang.

b. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Pemenang lelang, disertqi bukti-bukti terjadinya
penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-
kurangnya kepada unit pengawasan internal  {Inspektorat
Jenderol/Unit Pengaowasan Lembaga Pemerintah  Non
Deporfemen/lnspektorqt Propinsi/Kobupofen/Kofo/Sotuon
Pengawasan Intemal BUMN/BUMD).

dirugikan, bila:

1)  Panitia dan atau pejabat yang berwenang
menyalahgunakan wewenangnya: don atay

s

It



an
9

ag

an
1 2

la
ih

an
an

ng
ya

at

n
n

lin
s}

9

S T

PESPEIN—

Petunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000

2)  Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang
telah ditetapkan dalam dokumen lelang; dan atau

3) Teradi praktek KKN di antara peserta lelang dan atau

dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang: dan
atau

4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan
pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjodi
persaingan yang sehat.

. Panitia sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses

pelelangan dan hasil evaluasi yong dilakukannya. panitia wajib
menyampaikan  bahan-bahan, yang berkaitan dengan
sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis

maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan
jawaban atas sanggahan tersebut.

. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang

memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima)
har kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesugi
dengan masalahnya dan bilamana perlu membatalkan surat

keputusan pemenang lelang serta melakukan tindaklanjut,
dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketert.cn
yang ditetapkan dalam dokumen lelang karena kesalahan
atau kelalaian panitia, maka pejabat yang berwenang
memerintahkan panitia melakukan evaluasi ulang:;

2)  Apabila terbukti teriadi KKN antara pejabat yang berwenang,
anggota panitia dengan peserta lelang tertentu yang
merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan
memberhentikan pejabat/anggota panitia dari jabatannya
dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN
tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti
panitia dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi vlang;

3) Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana
pada huruf ¢.3) dan c.4) dikenakan sanksi berupa pencairan
jaminan penawaran, dilarang untuk mengikuti kegiatan
pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama |
(satu) tahun. Informasi mengenai sanksi terhadap peserta

lelang yang terlibat KKN dan rekayasa disampaikan kepada
asosiasi/LPJK/KADIN;
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4} Apabila pelcksanaan pelelangan tidak sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dalom dokumen lelang., maka

dilakukan pelelangan vlang dimulai dari pengumuman
kembali oleh panitia yang baru.

kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/
Gubernur/Bupcti/Wolikoto/Direktur Utama BUMN/ BUMD. selambat-
lambatnya 5 (ima) har keria sejak diteimanya jawaban
sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan tetap
dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

12. Penerbitan Surat Kepuiu;an Penetapan Penyedia Barang/Jasa

a. Pengguna barang/jasa mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan
Penyedia Barang/Josa (SKPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan
yang dilelangkan, dengan ketentuan - ‘

1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang: atau

2] Sanggahon yoﬁg diteima pejabat Yang berwenang dalam {
masa sanggah temyata tidak benar, otau sanggahan
diteima melewati wakty masa sanggah.

disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan i
disetorkan poda Kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD, penyedia |
barang/jasa tersebut luga dikenakan sanksi berupa larangan untuk '

- mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa diinstansi pemerintah :
selama 1 {sotu) tahun. Informasi mengenai sanksi terhadap f
penyedia barang/jasa Yang mengundurkan  diri diatas, ‘
disompaikan kepada Qsosiasi/LPJK/KADIN,
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d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan

sebagai penyedia barang/jasa mengundurkan dii, maka
penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon
pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga
penawarannya, dengan ketentuan :

1) Harga penawaran calon pemenang lelang urutan kedua tidak
melebihi pagu dana yang tersedia dalam dokumen anggaran
atau dokumen lain yang dipersamakan ;

2) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat
yang berwenang menetcpkan pemenang lelang;

3) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua
masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berdakunya.

. Apabila  calon pemenang lelang urutan kedua juga

mengundurkan din. maka penetapan penyedia barang/jasa
dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada)
sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan :

1) Harga penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga tidak
melebihi pagu dana yang tersedia dalam dokumen anggaran
atau dokumen lain yang dipersamakan:

2) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terdebih cdchulu
mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang
menetapkan pemenang lelang:

3) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih
beriaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya:;

4) Jaminan penawaran dar pemenang lelang urutan kedua
dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah/BUMN/
BUMD., bilamana masa penawarannya masih beraku;

S) Bila calon pemenang kedua mengundurkan did, dengan
alasan yaong tidak dapat diterima, dikenakan sanksi
sebagaimana tersebut pada butir ¢ di atas.

Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan dir, dengan
alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi
sebagaimana tersebut pada butir ¢ di atas. Kemudian panitia
melakukan pelelongan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan
penawaran dar calon pemenang lelang urutan ketiga dicairkan
dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah/BUMN/ BUMD, bilamana
masa penawarannya masih beraku.
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g. Surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa harus dibuat

paling lambat § (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan

- Pemenang lelang. Surat keputusan tersebut segera cisampaikan
kepada pemenang lelang.

h. Salah satu tembuson dari surat keputusan penetapan penyedia

| barang/jasa disampaikan (tanpa lampiran 'peq’cnjicn/kontrok}
sekurang-kurangnya kepada  unit pengawasan  internal
(Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Inspektorat Wilayah Propinsi/Kobupofen/Koro/Sofuon |
Pengawasan internal BUMN/BUMD). ‘

e e . A

13. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang
Q. Pelelongdn dinyatakan gagal apabila ;

1) Penyedic: barang/jasa yang tercantum dalam doftar caion
peserta lelang kurang dari 3 (tiga):; atau

2) Penawaran yohg masuk kurang darni 3 (tiga); dan atau

|
3) Tidak ada penawaran yang memenuhi sycrat yang
ditentukan dalam dokumen lelang: dan atau

4) Tidak ada penawaran yang harga penawarannya cdizcwan

-~

atau sama dengan pogu dana yang fersediq:‘don atau

S}  Sanggahan dari peserta lelang otas kesalahan prosedur yang
tercantum dalam dokumen lelang ternyata benar: dan atau

; o . '
é)  Sanggahan dari peserta lelang atas tefjadinya KKN terhadap !

calon pemenang lelang urutan 1,2, dan 3 ternyata benar:
danatau - | ‘

7) Calon pemenohg lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri
don tidak bersedia ditunjuk: dan atau ‘

|
8} Pelaksanaan pelelangan tidak sesuaqi dengan ketentuan I
dokumen lelang atau prosedur yang berlaku. i

b Pelélongcn Ulong: i

Dalom  hal pelelangan dinyatakan  gagal, pengguna
barang/jasa/pejabat yang berwenang memerintahkan
pelelangan ulang dengan prosedur: B
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Pelelangan yang gagal karena tersebut pada butir a. 1), dan
aotou a. 2). dan atau a. 5§} dilakukan pelelangan ulang,
dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang
calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang
yarg telah masuk dalom daftar calon peserta lelang:

Pelelangan yang gagol karena tersebut pada butir 0. 3) don
atau a. 4) dan atou a.8) dilakukan pelelangan ulong, dengan
cara mengundang ulang semua peserta lelang yang
tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk

mengajukan penawaran ulang secara lengkap {administrasi,
teknis, dan harga). gilamana dianggaop peru panitia
melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon
peserta lelang yang baru;

Pelelongan yang gagal yang disebabkan sebagaimana tersebm
pada butr a. &), diakukan sebagai berikut :

a) opabila panitia lelang tidak terbukii teribat KKN, panitia
lelong mengundang ulang semua peserta lelang yang
tercantum dalam doftar calon penyedia barang/jasa
untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap
(administrasi, teknis, dan harga). Bilamana dianggaop pertu
panitia lelang melakukan pelelongan vlang dengan
mengundang calon penyedia barang/jasa yong baru.
Panitia lelang dilarang mengundang peserta lelang yang
terlibat KKN; atau .

b) apabila panitia lelang terbukti terlibat KKN, maka dibentuk
ponitia lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang.
" Panitia lelong dilarang mengikutsertokan peserta lelang
yang terbukti teriibat KKN. .
Pelelangan yang gagal yang disebhabkan sebagaimana
tersebut pada butir a. 7) dengan mempertimbangkan jumiah
peseta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis,
dilakukan sebagai berikut :

a) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk
menyaompaikan penawaran harga yang baru apabila
peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau
lebih dar 3 (tiga) peserta {tidak termasuk peserto yang

"~ mengundurkan diri);

b) mengumumkan kembali/mengundang peserla lelang

yang boru dan lama yang memenuhi syarat untuk
mengajukan penawarannya apabila peserta yang
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14,

15.

14.

17.

memenuhi syarqt kurcng dari 3 (1igo) peserta (tidok
termasuk pesertag Yang mengundurkan diri};
|

c) Bila pelelangan uiang gaqal, maka:

(1)  panitig melanjutkan proses pengadaan barang/jasa
tersebut dengan cara pemilihan longsung atau

penunjukan langsung dengan melakukan negosiasi
teknis dan harga:;

(2) untuk lelang ulang pada butr b. 3), panitia

- melakukan lelang ulang dan bilamana masih terjadi
penyimpangan sebagaimana butir q, é) tersebut di
atas, . pengguna barang/jasa/pejabat yang
berwenang waijib menghentikan proses pengadaaon
dan mengembalikan dananya kepada rekening kas
negara/daerah/BUMN/ BUMD.

Kewajiban Membeﬂkar@ Informasi

Pejabat yang berwenohg/pengguno barang/jasa waijib memberikan
informasi yong diminta oleh peserta lelang mengenai penawaran
yang ditolak, atau pelelangan dinyatakan gagal/dihentikan.

Larangan Memberikan Gantl Rugi

Pejabat yang bem‘/enong/pengguno barang/jasa dilarang
memberikan gonti rugi kepada’ peserta lelang yong telah
menyampaikan dokumen penawaran bila penawarannya ditolak
atau pelelangan dinyatakan gagai,

Kewajiban Menylmpan dan Memelihara Dokumen

Pengguna bcrong/jaso‘wojib menyimpan dan memelihara seluruh
dokumen pelcksoncoq lelang termasuk ‘berita  acara proses
pengadaan. - ‘

Penandatanganan Konifok

Seteloh SKPPBJ diterbitkan, pengguna bordng/;osd menyiapkan dan

-menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya

teloh cukup tersedia dolam dokumen anggaran.
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Kontrak/perjanjion  untuk pekerjaan barang/jasa yang bersifat
kompleks dan atau bernilai di atas Rp. 50.CC0.000.000.00 (lima puluh
miliar rupiah) ditandatangani oleh pengguna bcrang/jasa setelah
memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesioncl.

Pembayaran Uang Muka

Setelah kontrak ditanda-tangani para pihak. penyedia barang/jasa
dapat mengagjukan permintaan vang muka sesuci dengan
kesepakatan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Uang muka diberkan maksimum sebesar 30% (tiga puluh per
seratus) dari nilai kontrak kepada usaha kecil/koperasi kecil dan
20% (dua puluh per seratus) dar nilai kontrak kepada
perusahaan/koperasi menengah dan perusahaan/koperasi besar.

b. Pembayaran uang muka dilakukan setelah penyedia barang/jasa
menyerahkan surat jaminan vang muka yang diberikan oleh bank
_umum afaqu perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada
perusahaan asuransi di luar neger yang bonafid. Nilai surat
jaminan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang
muka yang diberikan.

c. Pekeraan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri dan
atau lembaga iimiah pemerintah dapat diberikan vang muka
tanpa diperlukan jaminan vang muka.

d. Uang muka sebagaimana dimaksud diatas diperhitungkan
berangsur-angsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan selambat-lambatnya
harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 %
(seratus per seratus).

e. Dalam hal pengadaan barang yang memerlukan pembukaan
letter of credit (L/C), maka pembayaran vang muka untuk nilai L/C
yang melebihi ketentuan diatas diatur lebih lanjut oleh Menter
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
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B.  PROSEDUR PEMILIHAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG DAN
- SWAKELOLA® ‘

1. Prosedur Pemillhan Langsung
a. Persiapan
Tugas panitia :
1) menyiapkan dokumen pengadaan;

2) memberikan pgnjelascn dokumen pengadaan kepodo
peserta yang diqndong untuk mengajukan penawaran.,

b. Pelaksanaan

Permintaon dan evaluasi penawaran dilaksanakan sebagai
berikut: ‘

1) " Panitia mengundang sebonyok-bcnyoknyo calon peserta
- pemilihan langsung yang memenuhi  syarat, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia barang/jasa untuk
mengajukan penawaran berdasarkan dokumen pengadaan
yang diberikan kepada calon peserta pemilihan langsung;

2) Dalam hal pemilihan langsung dilakukan akibat terjadinya
" lelang ulang gagal, pemilihan langsung dapat diikuti oleh 2
(dua) peserta pemilihan langsung yang memenunhi syarat
untuk mengojukgn penawaran ulang berdasarkan dokumen
lelang yang telah disesuaikan untuk pemilihan langsung;

3) Afas dasar penbojucn penawaran yang dilakukan secara
terpisch dari masing-masing calon peserta pemilihan
langsung, panitic melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan
harga terhadap semua penawaran yang masuk serta
menyusun  urutan penawaran sebagai - dasar untuk
menentukan urutan dalam melakukan klarifikasi dan
negosiasi selanjutnyq;

4)  Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut :

a) sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia
membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga dicantumkan hal-hal teknis den item pekerjaan
yang akan diklarifikasikan dan dinegosiasikan tetapi tidak
boleh mencantumkan harga penawaran maupun HPS.
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b) klarifikasi dan negosiasi dilckukan kepada peserta
pemiihan langsung yang menawarkan harga terendah
sampai teradi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak
boleh dihadir olen peserta pemilihan langsung lainnya.

c) klarifikasi  dan negosiasi  teknis  dilakukan  untuk
mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum dalom dokumen pengadcan atau
spesifikasi yang lebih tinggi.

d) bagi pengadaan barang/jcsa berdasarkan kontrak harga
satuan, panitia melakukan kKlarifikasi dan negosiasi
terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan
yang harga satuan penawarcnnya lebih tinggi dari harga
satuan yang tercantum dalam HPS.

e) bagi pengadacn barang/jasa berdasarkan kontrak
lumpsum, panitia melakukan negosiasi hanya pada harga
total sgja.

f) setelah klaorifikasi dan negosiasi, panitia meminta kepada
peserta pemilinan langsung untuk menandatangani berita
acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi
kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi d=-
negosiasi dilckukan kepada urutan ‘penawar terendah
benkutnya.

g) berdasarkan berita acara terseput, panitia memobuat
vrutan calon penyedia baraong/jasa dan surat usulan
penetapan penyedia barang/jasa kepada pejabat yang
berwenang menetapkan.

Penetapan pemenang

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi dan negosiasi, panitia
mengusulkan calon penyedia barang/jasa kepada pejabat
yang berwenang yang menetapkan pemenang penyedia
barang/jasa;

Penunjukan pemenang

Pengguna barang/jasa menerbitkan surat  keputusan
penetapan penyedia barang/jasa yang dipilih  untuk
melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya panitia mengumumkan
dan memberitahukan secara tertulis penetcpan pemenang
tersebut kepada para peserta pemilihan langsung:
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2.

7) Penondotcmgondn kontrck 7

Pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani
kontrak pelaksanaan pekerjaan.

Prosedur Penunjukan Langsung

a. Persiapan

1)

2)

Pengguna barang/josa :

a) meneliti usulan permintaan barang/jasa meliputi urgensi,
kewajaran, kualitas dan kuantitasnya yang periu dilakukan
dengan penunjukan langsung:

b) membentuk panitia, dengan tugas don tanggung jawab
sebagaimana: yang berlaku pada pelelangan serta
memberikan tugas untuk melakukan kiarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga.

Tugas ponitia :
a) mengumpulkan dan meneliti data/informasi teknis dan

harga barang/jasa yang bersangkutan untuk menyusun
HPS; :

b} menyiopkan dokumen pengadaan untuk proses penunjukan
langsung. :

b. Pelaksanaan |

1)

Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan
sebagai berikut : =

a) panitia mengundang calon penyedia barang/jasa yang

~akan ditunjuk untuk mengajukan penawaran secara
tertulis;

b) ponitia melakukan evaluasi, Klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga terhadap penawaran yang digjukan

calon penyedia barang/jaosa berdasarkan dokumen
pengadaan;

c) ponifia membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi
dan negosiasi;

Y
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d) poanitlia mengusulkan kepada pejabat beraenang untuk
menerbitkan persetujucn harga hasil negosiasi.

2) Persetujuan penetapan harga
b ‘ Berdasarkan berita acara hasil evaluasi, kiarfikasi don

negosiasi yang disampaikan oleh panitia. pengguna
~ barang/jasa membuat surat persetujuan penetapon harga;

LT

3) Penunjukan penyedia barang/jasa

Berdasarkan surat perselujuan penetapan harga yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan,
qn kemudion pengguna barang/jasa menerbitkan surat

é keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SKPPBJ)
kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk:

b
;‘: ';if 4)  Penandatanganan kontrak
Setelah penunjukan penyedia barang/jasa. pengguna
barang/jasa menyiagpkan penandatanganan  kontrak
: pelaksanaan pekerjaan.
an
iwn 3. Prosedur Swakelola
‘ a. Pengguna barang/fjasa melckukan kegiatan perencanaan,
an pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan.
‘ b. Kegiatan perencanaan meliputi :
( E R .
S 1} Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal
Q@n .-: pelaksanaan;
. 2} Melakukan perencanaan teknis yang akurat untuk meyiapkan
ng metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana
ra ! kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan
: | kebutuhan;
"'e’;"i 3) Menyusun rencana kebutuhan tenaga, bahan dan peralotan

|n secara rinci dalam jodwal kebutuhan tenaga. bahan dan

ign peralatan yang sesugi dengan kebutuhan dan dijabarkan ke
dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan
. rencana kerja harian;
@i

4) Menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinci dalam

rencana kebutuhan biaya bulanan, bucyc mingguan dan
biaya harian.
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C. Pelaksanaan fisik dan pengawasan lapeangan meliputi :

1

2)

3)

4)

5)

,6’.

7)

1

2)

Pengawasan | pekeriaan  di lapongan  dilckukan  oleh
pelaksana yang ditunjuk oleh pengguna barang/jasa,
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;

Perhboycron upah - tenaga kerja dilakukon secara harian

berdasarkan daftar hadir kerja atau dengan cara upah
borong; ‘

Pengadaan bahan dan peralatan suku cadang dilakukan

dengan ' cara pelelangan, pemilihan langsung otau
penunjukan langsung;

Pengiriman bahan dapat dilakukon secara bertchap sesuai
dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan:

Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat
- setiap har dalom laporan harian:

Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkalg;

Pencapaian target fisik pekerjaan lapangan dicatat seliap
hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahyi

opakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik
yang dicapai, ‘

Laporan meliputi :

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan

setiap minggu oleh pelaksana lapangan kepada pengguna
barang/josa;

Laporan kemajuan realisasi  fisik dan keuangan dilaporkan
setiap bulan oleh Pengguna barang/jasa kepada Menteri/
Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernyr/
Bupatli/Walikota/Direktur BUMN/BUMD terkait atau pejabat
yang disamakan.
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- BAB I
PROSEDUR PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PETUNJUK UMUM

Jasa konsultansi pada instansi pemerintah adaloh jasa konsultansi yang
dipergunakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,

‘Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, agar pelaksanaan pekerjaan dapat

lebih efektif dan efisien. Jasa konsultansi dipergunakan dalom hal
pengguna barang/jasa tidak memiliki tenaga ahli dan atau kemampuan
yang cukup untuk mengerjakannya sendir atau untuk mendapatkan opini
pihak ketiga atas suatu pelaksanaan pekerjaan.

1. lngkup Jasa Konsultansi

Lingkup layanan jasa konsultansi meliputi : layanan survei; layanan
studi mokro; layanon studi rinci; layanan peranccngon  dan
perencanaan; layanan pengawasan; layanan produksi dan industri;
layanan konsultansi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi;
layonan jasa informasi; layanan jasa manajemen; penelitian dan
pelatihan serta layanan jasa penasehatan.

2. Penyedia Jasa Konsultansi

a. Penyedia jasa konsultansi terdiri dari perusahaan josa konsultansi,

" lembaga imiah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau
lembaga nirlaba {(non profit) lainnya, perusahaan jasa industri dan
perbankan yang memiliki unit penelitian don pengembangan
dengan keahlian khusus, konsultan perorangan serta lembaga lgin
yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Penggunaan LSM lebih tepat untuk pelaksanaan jasa konsultansi

' dolam rangka pengembangan masyarakat  {community

. development), peningkaton partisipasi  masyarakat  dalam

kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan penyuluhan

untuk masyarakat, serta penerapan dan penyebaruasan teknologi
sederhana dan madya yang tepat guna.

c. Penggunaan lembaga ilmich diutamakan untuk melaksanakan
pekerfjaan-pekerioan penelitian dan pengembangan sesuadi
dengan bidangnya.
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Penggunaan  umt peneltiun dun pengembangon  dalam
Perusahaan jasa industri dan perbankan lebih tepat digunakan

untuk  pelaksanaan pekerjaan khusus sesuai dengaon bidang
spesialisasinyq.

Penggunaan konsultan perorangan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikuyt ' ;

1) Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan fidak memerlukan
kerja kelompok (team work) untuk penyelesaiannya;

2)  Pekerjoan hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sangat

ahli di bidangnya. Keahlian tersebut - dibuktikan dengan
serfifkat dar  asosiasi profesi terkait yang teloh dilakukan
akreditasi {sepanjang asosiasi tersebut telah ada);

3) Josa konsultansi tersebut harus bersifat tugas-tugas khusus

instansi pelaksana untuk memberikan masukan/nasehat dalam
. Pelaksanaan proyek/kegiatan;

4)  Konsultan perorangan  yang  ditunjuk  harus mampu

menyelesaikan penugasan secara mandin ditinjau dari segi
teknis, waktu, dan biaya.

Kerangka Acvan Kerja (KAK)

a. Sebelum melaksanakan pengadaan, pengguna barang/jasa

wajib menyusun dan mempersiapkan Kerangka Acuon Kerja (KAK)
dengan tujuan sebagai berikut:

1} Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahiion
yang diperiukan;, :

2) Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang
diundang mengikuti pengadaan dalom rangka menyiapkan
kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usuian biaya;

I

3) Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, Klarifikasi dan
negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan
kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.

KAK sekurong-kurongn‘yd memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Uraion pendahuiuan berupa gombaran secara garis besar
mengenai pekerjaan yong akan dilaksanakan, antara lgin

Le 1Y
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latar belakang. maksud dan tujuan, lokasi., asal sumber
pendanaan, nama dan organiscsi pengguno barang/jasa:

Data penunjong berupa data yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar
teknis, studi-studi terdahulu yang pernch dilaksanakan, dan

‘peraturan perundang~undangan yang harus digurakan;

Tujuan dan ruang lingkup pekerjoan yang memberikan
gambaron mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaron
yang akan dihasikan, keterkaitan antara suatu keluaran
dengan keluaran lain, peralatan dan materal yang
disediakan oleh pengguna barang/jasa serta peralatan don

‘material yang harus disediokan oleh konsultan, lingkup

kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan
jangka wakitu penyelesgian pekerjaan jasa konsultansi,
kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh
konsultan, perkiraan keseluruhan  tenoga ahli/tenaga
pendukung yang diperukan (jumiah person-months) dan
jodwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu
anggaran, jumich tenaga ahli tidak dicantumkan dalam
Kerangka Acuan Kerja:

Jenis dan jumigh laporon yang disyaratkan (antara lain
laporan pendahuluan, laporan bulanan, lcporon antara don
laporan akhir);

. Ketentuan 'bchwc .kegiatan . josa konsultansi harus

dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu
yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia;

" Hakhal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh pengguna

barang/josa untuk membantu kelancaran tugas konsultan,
persyaratan kerjasama dengan konsultan lain  (apabila

. diperlukan), .dan . pedoman tentang pengumpulan data

lapangan.

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner's Estimate (QE) yang
dikalkulasikan secara keahlian, digunakan sebogai ancar-ancar
dan bukan satu-satunya acuan penilaian usulan untuk setiap jasa

konsultansi yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan

Rencana -Anggaran Biaya (RAB) sebagai pogu dana yang
disediakan.
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b. HPS dibuot pada soat akan melaksanakan pengadaan yang
terdii dari dua komponen pokok. yaitu : Bioya Personil
(Remuneration). dan Biaya Langsung Non Personil (Direct
Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa
kantor, biaya peralanan, biaya pengiiman dokumen, biaya
pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan,
dan lain-lain,

c. Dalam penyusunan ' HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak
melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya, kecuali
untuk jenis pekerjaan konsultansi yang Dbersitat khusus, seperti :
pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan
tanah don lain-lain.

—t i

d. Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat. Agar hasil f
perhitungan HPS tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka
diusahakan sebanyak-banyaknya menggunakan data dasar

~ sebagai berikut ; | -
‘ : \

1) Harga pasar | setempat menjelang dilaksanakannya

pengadaan;

2}  Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS). asosiasi terkait dan media cetak
lainnya yong datanya dopat dipertonggungjowobkon:

3) Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen
tunggal/ pabrikan;

4) Biaya kontak terdahuly yang sedang beralan dengan
o mempertimbangkan faktor kenaikan biaya yang terjadi
. (kalau ada); - | : : '

- 8} Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenong.

e. Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi sebagai
berikut :

1} Memahami dokumen: pengadaan dan seluruh tahapan
pekeriaan yang akan dilaksanakan; ‘ ‘

2) Menguasdi informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di
lokasi pekerjaan;
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3) Memchami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan
dan mengetahui mana yang paling efisien:

4) Tidak pernah terlibat pelanggoran kode etik profesi;
5) Diutamakan yang telah mendapatkan pengtaran mengenai

pengadaan barang/jcsa termasuk pembuatan/penyusunan
HPS/OE untuk pekerjaan jasa konsultansi.

f. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan daolom evaluasi
penawaran, kiarifikasi, dan atau negosiasi dengan calon konsultan
terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap
KAK dan HPS seperti kudlifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli
(person-month), satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah
sasaran, tujuan dan keluaran/ouput yang dihasikan dan tidak
‘melampui pogu anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara
keahlian {profesional).

5. Penylapan Dokumen Pengadaan

a. Panitia  memiih metoda pengodaan dan sistem evaluasi
penawaran berdasarkan jenis dan lingkup layanan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efeklif, serta persaingan
yang sehat.

b. Panitia menyiapkan dan menyusun dokumen pengadacn yang
terdiri dari :

1) Surat-undangaon kepada penyedic jasa konsultansi untuk
memasukkan penawaran teknis dan biaya. Dalam surat
undangan dicantumkan secara jelas hakhal sebagai berikut : -
a) Nomor dan tanggal surat:

b) Nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang;

c) .Nomc atau judul dari paket pengadaan jasa konsuitansi;

d) Sumber dana:
- e) Jumiah Idmpiron dan nama lampiran surat;

f) Petugas dan alamat petugas yang dapat dimintakan
informasi;
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2)

3)

4)

S4) Tempat dan waklo pengambilan dokumen pengadaan,

tapal panjelosan don pemasukan penawaran:
h} Perminlaan masa berlaky penawaran;

i) Permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti
pengadaan jasa konsultansi.

. KAK yang sudah disetujui pengguna barang/jasa;

Rencana Kerja don Syarat terdin dari ;

a} Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;

' b) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada

saat evaluasi administrasi:

¢) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraicn
singkat tiap butir dalam kerangka tersebut:

d) Kerongka dan format penyusunan penawaran biaya
- berikut hat-hal yang dapat atay tidak dapat dibiayai;

e) Tata cora penilaian ‘administrasi, penawaran teknis dan
penawaran biaya;

') Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilagian teknis dan

atau penawaran biayq;

g} Jadwal pengadaan 'untuk tiap tahapan dengan wakty

Ydng memadai baik bagi konsultan maupun bagi panitia
atau pejabat yang berwenang.

Konsep kontrak. Khusus - untuk  pekerjaan pengddoon
barang/jasa yang bersifat kompleks atau bernilai diatas Rp.
30.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah), konsep kontrak

harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang

profesional: 1.

c. Panitia mengajukan .dokumen pengadaan kepada pengguna
barang/jasa uniuk meminta pengesahannya.

a®
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SISTEM EVALUAS!I PENAWARAN

Sistem evaluasi penawaran yang dipilih panitia menenmkon prosedur dan
lata cara pengadaan jasa konsultansi. Sistem evaluasi penawaran terdin
darni:

1. Sistem evaluasi kualitas

2. Sistem evaluasi kugalitas dan biaya

3. Sistem evaluasi pagu anggaran

4, Sistem evaluasi biaya terendah

5. Sistem evaluasi penunjukan langsung

Sistem evaluasi penawaran tersebut diatas digunakan dalam prosedur dan
tata cara pengadaan untuk tiap paket yang diuraikan pada bagion C

sampai G. Pengaturan pada bagian C berlaku secara umum kecuali
ditentukan lain pada bagian-bagion berikutnya.

PENGADAAN JASA KONSULTANSI DENGAN SISTEM EVALUAS! KUALITAS

1. Ketentuan Umum

Sistem evaluasl berdasarkan kualitas adalah evaluasi pengadaan

konsultan berdasarkan nilai terbaik penawaran teknis yang dilanjutkan

dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

Urutan proses adalah sebagai berikut ;

a. Dilckﬁkon penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih
konsultan yang mengajukan penawaran teknis yang 1erbc|k dan
diatas batas lulus terendah (passing grade).

b. Dilakukan pembukaaon penawaran biaya dar konsultan dengan
nilai penawaran teknis terbaik.

c. Diadakan Klarfikasi dan negosiasi penawaran teknis dan
penawaran biaya. '

d. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran Kerangka Acuan Kerja.

e. Negosiasi biaya dapat segera dilakukon opobllo biaya tersebut
tidak wajar.
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Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas digunakan
bagi pekeriaan jasa  konsultansi Yang memerlukan inovasi atay
pekerjaan konsultansi yang permasalohannya kompleks.

Peserta pengadaan jasa konsultansi dengan ccra evaluasi kualitas
boleh dikuti antar penyedia jasa konsultansi yang berbentyk
perusahaan, LSM, lembaga perguruan tinggi/penelition atay unit
peneliticn  dan pengembangan lainnyg (yang dinilai

hanyq
penawaran teknis)

Peserta Pengadaan

Penyedia jasa yong dapat mengikuti pengadaan jasa konsultans;
dengan evaluasi kualitas teknis adalah penyedia jasa konsultansi yang
ulus  prakualifikasi dengan seleksi umum atau  penyedia jasa
konsultansi yang layak untuk mengikuti seleksi langsung.

Pengaluran peserta pengadaan jasa konsultansi dengan metode
seleksi umum dan seleksi langsung adalah :

a. Seleksi umum adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses
prakualifikasi, dilakukan secara terbuka melalui Pengumuman
secara luas, dengan ketentuan jumlah  pesertg Yang  lulus
prakualifikasi  untuk diundang mengikuti proses pengadaan
sekurcng-kurongnyc S (lima) konsultan.

b. Seleksi langsung adalah  seleks konsultan yang pesertanyqg
diundang tanpa melalui prakualifikasi, untuk menangani pekerjaan
tertentu yang diyakini jumlah konsultan 7ang mampu menangani

pekerjaan tersebut kurang dari 5 (lima) konsultan namun lebih dar
I [satu) konsultan.

Penyusunan Daftar Pendek Konsultan

a. Seleksi Umum
1) Pengumuman dan Pendaftaran Pesertq Pengadaan

a) Panitia harus mengumumkan secara luas tentang adanyq
pelelangan melalui media cetak, papan pengumuman
resmi  untuk penerangan  umum  dan bilamanag
dimungkinkan melalui media eletronik sertq menyampaikan
kepada lembaga dan asasiasi perusahaan terkait:
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b) Seliap calon peserta yang berminat ikut dalam seleksi
umum harus mendaftarkan din kepada panitia;

c) Bagi calon peserta seleksi umum wajib menyampaikan
data kemampuan sebagai penyedia jasa konsultansi
berkut pengalaman di bidang jasa konsultansi untuk
dikutsertakan dalam prakualifikasi yang dilaksanakan oleh
panitia.

Prakualifikasl Penyedia Jasa Konsultansi

a) Panitia  melaksanakan prakudlifikasi  penyedia jasa
konsultansi dengan meneliti dan menilagi data kualifikasi
calon peserta seleksi umum dengan menggunakan
formulir yang disediakan oleh panitia sesuai tatacara

prakudiifikasi sebagaimana dalam Lampiran | Petunjuk
Teknis ini;

b) Dalam pengadaan jasa konsultansi dengan cara seleksi
umum internasional/International  Competitive  Bidding
(ICB). perusahaan jasa kensultansi nasional  harus
mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama
dengan perusahaan jasa konsultansi asing;

c) Blamana belum ada perusahaan nasional yang
dianggap memadai untuk lulus prakualifikasi penyedia
jasa, maka diusahakan agar ada perusahaan nasional
yang menggunakan tenaga ahli bertaraf international

atau membuat kerjasama yang setara dengan konsultan
international.

Proses Penyusunan Daftar Pendek Konsultan

o) Panitia menyusun peringkat calon peserta seleksi umum

sesuai dengan nilai prakualifikasi yang dl!okukcn dari
penyedia jasq;

b) Bilamana jumlah peringkat yang memenuhi syarat
prakualifikasi kurang dari 5 (lima) konsultan, maka panitia
mengundang  konsultan- lainnya  untuk mengikuti
prakualifikasi kedua;

c) Bilamana setelah diundang dan dilakukan evaluasi kedua,
jumlah konsultan yang lulus prakualifikasi masih kurang dari
S (lima) konsultan, maka panitia menetapkan cara
pengadaan dengan cara seleksi langsung;
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d) Panitia menyampaikan peringkat
konsultansi dan rekomendaq
nilai prakualifikasi terbaik seb
yang akan diundang:

penyedia jasq
si 5 (limg) konsultan dengen
agai daftar pendek konsultan

e) Pengguna barang/jasa menetapkan dafiar pendek
konsultan bilamana usulan panitig disetujui;

f) Apabila tidak menyetujui,  pengguna barang/jasa
mengembalikan usulan daftar pendek konsultan berikut

catatan atas usulan panitia untuk dievaluasi dan diusulkan
kembali oleh panitia.

b. Seleksi Langsung

1) Seleksi langsung dilckukan bilamana
dilakukan baik karena prakualifikasi

yang mampu menangani pekeriaan tersebut kurang dari 5
(lima) konsuitan, namun lebih dari 1 (satu) konsultan:

2) Penyusunan daftar

Penyampalan Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

a. Panitia mengirimkan undangan kepada konsultan yang masuk
daftar pendek konsultan,

c. Tenggang wakty antara pengiriman undangan dan pengambilan
dokumen Pengadaan oleh konsultan harus memadai agar setiap

peserta mempunyai  wakty Yang cukup untuk mengambil
dokumen tersebyt.

5. Penjelasan Dokumen Pengadaan

Q. Panitia menjelaskan i dokumen pengadaan,

menampung
pertanyaan peserta undangan dan memberikan jow

abannya atas

—
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hal-hal yong kurang jelas yang terdapat dalom dokumen
pengadaan serta bila dianggap perlu dapat diadakan perinjauan
ke lapangan.

b. Panitia membuat Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani
oleh panitia dan 2 (dua) wakil peserta undangan yang memuat
segala keterangan don perubahan yang dianggap perlu serta
dilampiri adendum {perubahan/tambachan dokumen pengadaany)
serta risalah tanya jowab. Berita acara ini merupakan bagion yang

- tidak terpisahkan dar dokumen pengadaan.

c. Berita acarg berikut perubchan-perubahan persyaratan
dituangkan dalam adendum dokumen pengadaan dan waijib

disampaikan kepada seluruh peserta pengadoan dalam wakiu
yang memadai.

d. Kefidak-hadiran peserta dalam rapat penjelason dan kunjungan
lapangan tidak menggugurkan keikut-sertaan peserta undangan.

Pemasukan Dokumen Penawaran

a. Pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan sistem dua

- sampul don disampaikan bersomaon kepada panitia sesuai
dengan tempat dan jadwal waktu yang ditetapkan. Setiap sampul
yang disampaikan harus dalam keadaan tertutup dan diberi Iak di
setiop simpuinya. Dua sampul yang disampaikan kepada panitio
terdin dari :

1) Sampul | {pertama) berisi kelengkapan data administrasi dan
teknis yang disyaratkan. Pada sampul tersebut ditulis “Data
Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi ... (yang
mencantumkan : jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan,

tahun, dan jom pemasukan penawaran)” dan nama dan
oclamat konsultan;

2) Sampul Il (kedua) berisi data perhitungan biaya penawaran.
Pada sampul ditulis “Data Blaya Penawaran Pengadaan Jasa
Konsultansi ... (yang mencantumkaon : jenis pekerjaan, tempat,
hari, tanggal, bulan, tahun, dan jom pemasukan penawaran)”
dan nama dan alamat konsultan. -

Sampul | dan Il dimasukkan ke dalom satu sampul (disebut

sampul penutup) dalam keadaan dick dan hanya
mencantumkan alomat panitia.

b. Halhal yang peru diperhatikan pada saat pemasukan dokumen
penawaran :
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1} Jumiah Copy dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) buah,

1 {satu] copy untuk pengguna barang/josa dan 3 (tiga) copy
untuk panitia:

2) Copy dokumen penawaran uniuk pengguna barang/jasa
disampaikan oleh panitia dalom keadaan tertutup dan dilak
serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan
pemenang ‘dan' bilamana ada sanggahan dari peserta.
Pembukaan copy dokumen penawaran dilakukan dihadapan

peserta yang menyanggah dan disanggah;

3) Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran
dimasukkan dalam saty sampul penutup disampaikan kepada
panitia dengan jumiah rangkap dan alamat-alomat yang
ditentukan oleh panitia di daiam Surat Undangan;

4) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen
penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan
ke dalom tempat yang telah disediakan oleh panitia;

S) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, panitia
mencatat  tanggal dan wakiu penerimaannya serta
memasukkannya ke tempat yang telah ditentukan:

é) Jika dokumen penawaran tersebut baru diterima setelah
pembukaan dokumen pPenawaran dilaksanakan, makg
dokumen penawaran tersebut tidak diikut-sertakan dan
dikembalikan kepada pengirim. :

n

7. Pembukaan Dokumen Penawaran

0. Panitia membuka dokumen pPenawaran dihadapan peserta pada
tanggal yong sama dengan tanggal terakhir pemasukan
dokumen penowaran sebagaimana - telah ditentukan ‘dalom
dokumen pengadaan atay waktu lainnya yang ditetapkan dalam
berita acara rapat ‘penjelasan dokumen pengadaan, untuk
kemudian dibuat berita acara pembukaan penawaran yang
memuat antara Igin | sah tidaknya dokumen penawaran dan

ditandatangani oleh panitia dan 2 (dua) wakil peserta pengadaan
yang hadir, ,

b. Hol-hdl yang peflu diperhatikan pada saat pembukaan dokumen
penawaron : ,
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1) Pembukaan dockumen penawaran dilakukan oleh panitia
setelch menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat
pemasukan dokumen penawaran telah ditutup;

2) Dokumen penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari
peserta tidak dapat lagi diteima setelah batas waktu
pemasukan dokumen penawaran yang telah ditetapkan;

3) Setelah pemasukan dokumen penawaran  ditutup,
perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan
secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang
telah disampaikan tidak dapat diterima;

4) Sampul penawaran biaya tidak boleh dibuka;

5) Saat pembukaan sampul dokumen penawcran dan saat
penentuan sah tidaknya dokumen penawaran tidak boleh

ada tenggang waktu, artinya harus dilakukan pada tanggal
yang sama;

'6) Semua dokumen penawaran dan surat keterangan

dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua
peserta;

7) Syarat sahnya dokumen penawaran :

a) Disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
dan disampaikan ke alamat tempat pemasukan usulan
yang telah ditetapkan di dalam surat undangan;

b) Adanya data administrasi dan teknis serta data biaya
penawaran masing-masing dalam sampul tertutup.

8) Dokumen penawaran yang telah dibuka sampulnya
kemudian diparaf oleh semua anggota panitia yang hadir
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil konsultan® peserta
yang disepakati oleh peserta undangan yang hadir.

8. Evaluasl Kelengkapan Data Administrasi

Q. Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap
hal-hal yang fidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi.
Panitia  membuka sampul data administrasi yang masuk,
memeriksa, menunjukkan dan membacakan dengan disaksikan
para wakil konsultan peserta mengenai kelengkapan data
administrasi sesuai dokumen pengadaan. Kemudian dibuat Berita
Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1.
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b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat evaluasi kelengkapan
administrasi adalah :

1)

3)

surat penawaran yang didelamnya mencantumkan masa
berlaku penawcaran:

surat pernyataan bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam
bilamana mengundurkan dir sebelum berakhirnya batas
waktu penawaran yang ditanda-tangani diatas materai:

adanya dokumen penawaran teknis.

Jaminan penawaran tidak diperlukan dalom pengadaan jasa
konsultansi.

Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan

administrasi yang diminta dalam dokumen pengadaan tidak
dipenuhi atau tidak memenuhi syarat yaitu :

)

Surat penawaran;

a) Tidak ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama atau
penerima kuasa dar pemimpin/direkiur utama yang
namanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubchannya, atau kepala cabang perusahaan
konsultan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat
yang menurut  peranjian  kerjasama {association
agreement) adalah yang berhak mewakili Qsosiasi
(pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm);

b) Tidak mencantumkan masa beriakunya penawaran, atay
mencantumkan kurun waktu kurang dar yang diminta
dalam dokumen pengadaan;

c) Tidak menyampaikan atau tidak sahnya surat
pernyataan kesediaan peserta untuk dimasukkan ke
dalam dafter hitam bilamana melanggar ketentuan
yang telah ditetapkan;

d) Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis.,

Untuk menghindar kesalahan-kesalahan kecil yang dapat
menggugurkan peserta pengadcan, maka syarat-syarat
lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada
saat penyusunan daftar pendek konsultan, dan tidak perlu
lagi dilampirkan pada penawaran,
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d Untuk dokumentasi ponitia, dokumen asli yang mengakibatkan
. gugurnyo penaworan disimpan oleh panitia sebagai arsip.

e. Panitia membuat berita acara pembukaan data administrasi dan
teknis yang sekurang-kurangnya memuat :

‘ 1) jumlah dokumen penawaran yang masuk:

2) jumlah dokumen penawarcn yang sah dan tidak sah;

3) kelainan-kelainan ‘yang dijumpai dalom  dokumen
penawaran; '

4) penjelasan atas keberatan/sanggahan dari konsultan peserta
terhadap dokumen penawaron yang ada serta langkah
penyelesaian oleh panitia;

5)  keterangon lain yang dianggap periu;

6) tanggal pembuatan Berita Acara;

7) tonda tangan anggota panitia dan 2 (duo) orang wakil
konsuitan peserta yang hadir.

s i

f. Penaowaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi
teknis. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya dalam
sampul i’ bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi

. dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan.

9. Evaluasl Penawaran Teknis

Penilaian penawaran teknis ditakukan dengan cara memberikan nilai
angka terhadap dokumen penawaran teknis dengan memperhatikan
bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.

Unsur-unsur pokok yang dinlai adaloh : pengaloman konsultan,
pendekatan dan metodologi. serta kualifikasi tenaga ahli.

Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing unsur dan
rentang pembobotan masing-masing unsur diberikan sebagai berikut:

i
'
A
IS
E
y
ks
B

i

Unsur Bobot (%)
1. Pengaloman Perusahaan Konsultan 10-20
2. Pendekatan dan Metodologi 20-40
3. Kualifikasi Tenaga Ahli - 50-70
Jumiah - 100%

Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam
rentang tersebut diatas dilakukan berdasarkan jenis pekerjoan jasa yang
akan dilaksanakan. Untuk jasa studi analisis peru diberikan penekanaon
kepada pengalomaon perusachaan konsultan dan pendekatan

69




Foluiyul lohit Aepives Nomor 18 1ahun 2000

metodologi, sedangkan Untuvk‘ jasa supervisi dan perencanaan teknis |}
panakanan lebih diberikan kepada kuallfikas: tenaga ahii, i

a. Pengalaman Perusahaan Konsultan :

pengalaman perusahaan konsulton dalam

menccnturrikon informasi
ingkup don data pekerjaan yang diaksanakan secar
lokasi, pemberi tugas. nilai, dan waktu pelaksanaan {menyebutkan

bulan dan tohun). Penilgian juga ditakukan terhadap  jumigh
pekerjaan Yang sedang dilaksanakan oleh konsultan, di

»

Q
@
J
Q
. »
Q
T s

| | ‘ _ o
Pengalaman Perusahaan konsultan harus dilengkapi
reterensi dari pPengguna jasa. yang menunjukkan kinerja konsultan
yang bersangkutan seloma 5 (ima) tahun terakhir.

Sub-Unsur yong dinilai, antara lain:
1) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis: - "9

2) - Pengalaman melokmnqkionproyék/kegicton di.Indonesia dan
atau di lokasi proyek; ‘

3) Pehgclcmon manajerial dah fasilitas utama; ' E
4)  Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenagq

ahli tetap.

b. Pendekatan dan Metodologi ;

Dimaksudkan untuk menilqi Pemahaman konsultan atas lingkup
pekefjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas v'
sosorc‘:n/mjuon. kualitas metodologi, dan hasil kera. :

Sub-Unsur yang dinﬂqi. antara lain ;

-1} Pemahamon ofbs josa layanan Yang tercantum dalam KAK,
penilaian  terutama meliputi : pengertian terhadap tujuan
proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperiukan

B e
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(ospek-aspek utama yong dindikasikan dalom KAK], don
pengenalan lapangan;

2) Kuolitos metodologi. penilgion terutoma meliputi : ketepatan
menganaiisa masalah danlongkah pemecahan yang diusulkan
dengan tetap mengacu kepada persyoratan KAK, konsistensi
antara metodologi dengan rencana kerja. apresiasi terhadap
inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data
yang tersedio, orang bulan (person-month) tenaga chli, uraian
fugas, jangka wakiu pelaksanaan laporan-laporan  yang
disyaratkon, jenis keahlian serta jumlah tenaga chli yang
diperiukan, program:  kerja, jadwal pekeriaon, jodwal
penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan
kebutuhan fasiitas penunjang:

3) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain : analisis,
gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan
loporan-laporan;

4) Fasiitas pendukung konsultan tersebut dalom melaksanakan
pekefjaan yang diminta dalam KAK.

Konsultan yang mengajukan gogasan baru yang meningkatkan
kualitas keluaran yang dinginkan dalam KAK meskipun berakibat
pada pengurangan jumich tenaga kerja atau perubahan KAK
diberikan nilai lebih.

Kualifikasi Tenaga Ahll

Penilaian dilakukan atas tenaga ahli konsultan ydng diusulkan untuk
meloksanakan pekeriaan dengan memperhatikan jenis keahlian,
persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalom
KAK.

Sub-Unsur yang dinilai, antara lain:

1) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau
perguruan finggi swasta yang telah lulus vjian negara atau yang
teloh dickreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah
diakreditasi, dibuktikan -dengan copy fjazah, kecual untuk
tenaga ahii LSM sepanjang memiliki pengalaman dan keahlian
dibidongnya;

2) fenis kechlian (spesialisasi) harus sésuoi dengan yang

disyaratkan dalom KAK, dibuktikan dengan sertifikat dari asosiasi
profesi terkait (sepanjang telah ada); *~ -
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J) Pengoloman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam
KAK. didukung dongan referensi dari - pengguna jasa. Bagi
tenaga ahli yang diusulkan sebagai  Ketua/Wakil Ketuag
Polaksana Pekerjoan (Team leader/Co Team Leader) dinilaj
pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;

4)  Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia {bagi
konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan
(familicrity) atas tata-cora, aturan, situasi, dan kondisi {custom)
setempat. Personil Yang menguasai/memachami aspek-aspek
tersebut diatas diberikan nilai lebih tinggi.

Kualifikasi dari tenaga ahii yang melebini kualifikasi dari persyaratan
KAK tidak memperoleh tambahan nilai, dan pembobotan sertq
penilaian untuk tiap sub-unsur ditetapkan oleh panitia.

10. Penyusunan dan Pengumuman Peringkat Evaluasi Teknls

.

Q.

Berdpsorkon evaluasi: penawaran teknis. panitia menetapkan
urutan konsultan yang dituangkan dalam berita ‘acara evaluasi
penawaran teknis.

Panitia melaporkan hasil penifoidn tekriis kepada pengguna
barong/josc dan memintakan persetujuannya. ‘

Berdasarkan keputusan pengguna borong/joﬁo, panitia
mengumumkan urutan peringkat konsultan berikut nilai teknisnya
dan disampaikan secara tertulis kepada peserta.

f

Sanggahan H | | |

qa.

Kepada pesertq yang berkeberatan atas pengumuman hasil
evaluasi penawaran teknis  diberikan kesempatan  untuk
mengajukan sanggahan secarg tertulis, selambat-lambatnyq
dalom waktu § {lima) hari kerja setelah pengumuman tersebut.

Sanggahan disompoikd'n kepada pengguna barang/jasa dengon
tembusan kepada unit pPengawasan intemal (inspektorat jenderal/
Unit  ° Pengawasan Lembaga Pemerintah Non
Departemen/inspektorat Propinsi/Kobupoten/Koto/Sctuon
Pengawasan Internal BUMN/BUMD) disertai bukti-bukti dan atay

| penjelcson tedodiqu penyimpangan. -

. Sanggahan dicjukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri

maupun bersoma dengan peserta lain yang merasa dirugikan,
bila:

LT Y
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1) . Panitic dan atau pengguna barang/josa menyalahgunakan
wewenangnyq; dan atau

2) Pelaksanaan seleksi menyimpang dari ketentuan yang telah
ditetapkan dalom dokumen pengadaan; dan atau

3) Terjadinya praktek KKN dalam seleksi baik di antara peserta

dan atau dengan anggota panitia/pengguna barang/josa;
dan atau '

- 4) Terjadi rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan

seleksi fidok’ adil. fidak transparan, dan tidak terjadi
persaingan yang sehat. :

. Bila dalam masa sanggahan ada peserta pengadaan yang

mengajukan sanggahan berkenaan dengan pelaksanaan seleksi
tersebut, maka panitia sepenuhnya bertanggung jawab atas
seluruh proses pengadaan dan hasil evaluasi yang dilakukannya.

. Panitia wajib menyampaikan bahan-bahan, baik secara tertulis

maupun lisan yang berkaitan dengan sanggahan peserta yong
bersangkutan kepada pengguna barang/jasa untuk memberikan

-jawaban atas sanggahan tersebut.

. Tanggapon atas sanggohan diberikan  oleh pengguna

barang/jasa secara tertulis selambat-lambatnya dolom 5 (fmaq)
hari kerja setelah sanggahan tersebut diterima kepada konsultan
yang membuat surat sanggahan, dengan tembusan kepada unit
pengawasan internal (inspektorat jenderal/ Unit Pengawasan
Lembaga Pemerintah Non Departemen/inspektorat Propinsi/
Kabupaten/Kota/Satuan Pengawasan Internal BUMN/BUMD).

Apabila sanggahan peserta dinyatakan benar, maka pejabat

yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa harus
segera menindaklanjuti dengan :

1) memerintahkan kepada panitia untuk melakukan evaluasi
ulang, opabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;

2) memerintohkan kepada panitia untuk melakukan seleksi
vlang, apabila terbukti terjadi praktek XKN antara panitia
dan atau pengguna barong/josa dengan konsultan peserta
yang merugikan konsultan peserta lainnya, dan mengambil
tindakan sementara dengan mengganti pejabat/panitia
yang diduga kuat terlibat KKN dengan pejabat lain;
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13.

3) menindak konsultan peseria yong terlibat KN dengan
menerbitkan surat larangen  untuk mengikuti  kegiatan
pengadaan jasa diinstansi pemerintan selama | (satu) tahun,
Informasi mengenai sanksi terhadep penyedia berang/jasa

yang terlibat KKN dan rexayasa disampaikan kepada
asosiasi/LPJK/KADIN.

Undangan dan Pembukaan Penawaran Blaya

Panitia mengundang konsultan peseria yang mempunyai nilai teknis
terbaik (peringkat tertinggi) untuk pembukaan sampul I lyang berisi
biaya penawaran), dan melakukan klerifikasi dan negosiasi teknis
dan biaya.

Klarifilkasl dan Negosias!

Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada
konsultan yang mempunyai nilai teknis terbaik (peringkat tertinggi)
dengan ketentuan sebagai berikut:

Q. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh panitia dengan pemimpin
perusahaan konsultan atau wakil dari perusahaan konsultan

yang memperoleh kuasa penuh dari peruschaan (dinyatakan
dengan surat kuasa).

b. Klarifikasi dilakukan  untuk memperoleh kemantapan dan
kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian
antara bobot pekercan dan tenaga ahli yang ditugaskan
dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas

pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang
optimal.

C. Aspek-aspek teknis yang peru diklarifikasi terutama :

1} lingkup dan sasaran jasa konsultansi:

2) carapenanganan pekerjaan dan rencéno kerja;
3)  kualifikasi tenaga ahli;

4)  organisasi pelaksanaan:

5)  program alih pengetahuan:

)  jadwal pelaksanaan pekerjaan;

i 1
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/) jadwal penugasan personil;
8) (osilitas penunjong.

. Negosiasi dilokukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang
efisien dan efeklif dengan tetop mempertahankan hasil yang
ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan

.- Aspek-aspek yang periu dinegosiasi terutama :

1} kesesualan rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya:;
2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

3)  biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang beraku di
RIS pcsqran/kerjorqn biaya. ‘

Negosiasi terhadop unit biaya personil dilakukan berdasarkan

.rudgffcr gaji yang telah diaudit dan atau bukli setor pajak
- penghasilan  tenaga - ghli- konsultan yang bersangkutan. Biaya

satuan dari biaya langsung personil maksimum 3.2 kali gaji dasar
yong diterima tenaga ahli tetap don moksimum 1.5 kaii

penghasilan yang diterima tenaga ahii fidak tetap..

Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan wakiu yang

dihitung berdasarkan ' fingkat kehadiran dengan ketentuan
sebagai berikut :

1) 1 bulan kerja dihitung minimal 22 hari kerjq;

2} 1 hari kerja dihitung minimal 8 jam kerja.

Apcbﬁo Klarifikasi dan atau negosiasi dengan konsultan peringkat

petama tidok menghasikan kesepakatan,  maka panitia
memberikan kesempatan untuk mengadakan klarifikasi dan

.negosiasi kepada konsultan - peringkat kedua, dan demikion

seterusnya dari konsultan' yang Ilulus atau diatas nilai ambang
batas sampai tercapai kesepakatan. . .

Panitia membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yang
dilampiri pemyataan konsultan tentang telah/tidak tercapainya
kesepakatan klarifikasi dan atau negosiasi. S

Panitia menyusun' risalah  hasil kiorifikasi dan negosiasi serta

1 . melaporkan hasiinya kepodo'penggunc‘borcng/joso;
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14. Penetapan Pemenang

Panitia membuat dan menyampaikan loporan kepada pengguna
barang/jasa alau kepada pejabat yang berwenang mengambil
keputusan untuk menelagpkan pemenong pengadaan melalui

_pengguna barang/jasa. Loporan tersebut disertai usulan calon

pemenang dan. penjelasan atau keterangan lain yang dianggop
perlu sebagai bahan pemmbcngcn untuk mengambil keputusan.

a. Untuk pengadaan yang Dbernilai sampai dengan Rp

50.000.000.000.C0 {lima puluh miliar rupiah). cpobnlo pengguna

~ barang/jasa tidak , sependapat dengan. usulan panitic maka

 pejabat yang berwencmg membahas hal tersebut dengan panitia
untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1)  menyetujui usulan panitia; atau ‘
2) meminta panitia untuk melakukan evolucsn vlong atau
negosiasi ulang berdasarkan ketentuan dclcm dokumen
- pengadaan; atqu
- 3) menetapkan keputusan yang dlsepokoh berscmo untuk
" melakukan seleksi  ulang atau menetapkan pemenang
'pengcdocn yang dituangkan dalam berita acara yang
- memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak.

b. Apabila pengguna barang/jasa fidak sependapat dengan usulan
panitic  untuk pengadaan yang bernilai di  atas Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupich), maka pengguna
barang/jasa : o

1) meminta panitia  untuk melakukan evaluasi  ulang
berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaaon; atau
2) meloporkan kepada pejabat berwenang menetapkan
.. pemenang pengadaan. dengan catatan keberoton dari
' pengguna borong/joso

Berdoscrkon laporan ponmo don bnlomono pejabat yang
 berwenang menetapkan pemencng menyelujui usulon panitia
- maka pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
pengadaan jasa konsulfcnw sesuai dengcn wewenongnyo

15. Pengumuman Pemenang

Berdasarkan ketetopon pengguno barang/jasa, - panitia
menycmpcukon pengumuman tertulis hasil pemenang- pengadaan
josa konsultansi kepada seluruh peserta pengadaan. Dalam
pengumuman, dicantumkan masa sanggah dan  alomat
penyampaion sanggahan atas putusan panitio. :

« 18,
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16. Penunjukan Pemenang
Jale)

_'b'! a. Berdasarkan surat penetapan pemenang pengadaan, pengguna
Afui barang/josa menunjuk konsultan pemenang pengadaan sebagai
N i pelaksana pekerjaan.

ap i

b. Bilamana penawaran konsultan masih berlaku, konsultan peserta
yang ditunjuk sebagai pemenang. wajib menerima keputusan

e . tersebut. Apabila  yang bersangkutan mengundurkan dif, maka

[ dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan

lk,“j;. pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu)

Na tahun, sesuai dengan pernyataan yang dibuat konsultan pada
saat memasukkan penawaran. Informasi mengenai sanksi
terhadap penyedia barang/jasa yang mengundurkan din diatas,
disampaikan kepada asosiasi/LPJK/ KADIN agar konsultan tersebut

;z dimasukkan ke dalam daftar hitam konsultan dan

i c. Konsultan yang mengganti ketua pelaksana pekerjaan (team

:IJ-- leader) atau mengganti lebih dari 30% (tiga puluh per seratus)

]g jumlah tenaga ahlinya maka konsultan tersebut dibatalkan

9 sebagai pemenang, dengan ketentuan wakiu penetapan
pemenang tidak melebihi tenggang waktu berlakunya masa

s penawaran yang ditetapkan saat penjelasan pekerjaan.

'Ig d. Apabila pemenang urutan pertama yang ditetapkan
mengundurkan did, maka dilakukan klarifikasi penawaran teknis
dan biaya serta negosiasi penawaran teknis dan biaya dengan

i konsultan urutan kedua. :

g

ah e. Apabia calon pemenang urutan kedua juga mengundurkan dir,

'm maka konsultan tersebut dikenakan sanksi sebagaiman yang

! diberikan kepada pemenang urutan pertama, seperti tersebut
pada butir b di atas. Kemudian panitia melakukan klarifikasi dan
negosiasi penawaran teknis dan biaya kepada calon pemenang

g urutan ketiga.

'Q. t. Apabila calon pemenang urutan ketiga juga mengundurkan diri,
maka konsultan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam
konsultan, dan dikenakan sanksi sebagaiman yang diberikan
kepada pemenang urutan pertama, seperti tersebut pada butir b.

f: 17. Pengemballan Dokumen Penawaran

a. Seluruh dokumen penawaran teknis dapat diambil cleh peserta
seleksi yang bersangkutan bila penawaran tidak memenuhi
persyaratan  administrasi. Pengambilan dokumen tersebut
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dilakukan setelah dibuat bentq acara evalygsi kelengkapan
administras

- b. Dokumen penawaran biaya diambil dalam keadaan sSampul
tertutup bila penawaran teknis dinilai tidak memenuhi syarat
(dibawah nilai ambang batas) atau tidak termasuk dalam urutan
tiga konsultan terotas. Dokumen Penawaran biayqg dilakukan
setelah kontrak pengadaan jasa konsultansi ditanda tangani
pengguna barang/jasa dan konsultan.

C. Panitia dan pPengguna barang/jasa wajib menjaga kerahasiaan
dokumen penawaran dari setiap peserta.

18. Seleksl Gagal
Seleksi dinyatakan gagal bilamana ;

a. Dalam seleksi umum peserta yang memenuhi  persyaratan
administrasi kurang dari 3 (tiga) atau dalam seleksi langsung tidak
ada peserta yang memenuhi persyaratan adminisirasi.

b. Tidak ada peserta yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang
batas yang disyqrctkon dalam dokumen pengadaan,

C. Tidak ada peserta yang dapat menyetujui/menyepakati klarifikasi
dan negosiasi.

d. Hasil evaluasi dan negosiasi biaya seluruh Pe€nawaran yang sah
melampaui pagu dana yang tersedia.

€. Sanggahan yang diajukan peserta terbukti benar.

19. Seleksl| Ulang

Q. Seleksi ulang pada seleksi umum yang disebabkan oleh butir 18.q.
dilakukan dengan menyusun kembali daftar pendek konsultan

b. Seleksi ulang pada seleksi umum yang disebabkan oleh butir 18.b.
dilakukan dengan :

~ 1) melakukan perbaikan KAK;

2)  mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi:
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~ 3). melokukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali

daftar pendek konsuitan.

“¢.. Seleksi ulang pada seleksi umum yang disebabkan oleh butir 18.¢c.

dilakukan dengan :
1)  ‘mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi;

2) melokukan kembali prakudiifikasi don  menyusun daftar
pendek konsultan dengan tidak mengikut sertakan konsultan
yang tfelah masuk dalam daftar pendek konsultan
sebelumnya.

PENGADAAN JASA KONSULTANSI DENGAN SISTEM EVALUASI KUALITAS
TEXNIS DAN BIAYA

1.

Kei_e'ntucn Umum |

Sistem evaluasl berdasarkan kualitas dan blaya adalah evaluasi
pengadaan konsultan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran
teknis dan biaya dulonjufkcn ‘dengan Klarifikasi teknis dan negosiasi
biaya;

Urutan proses evoluosn odolch sebogcn berkut :

a. Dilakukan pemlonon kuclntas penawaran tekms. kemudian dipilih
penaworon-penoworon yong dictos bctos lulus (passing grade).

b. Dulokukon pemlcnon penawaran biaya terhadap konsultan yang
mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis dtotcs batas lulus
(passing grade). :

c. Dilakukan : penjumiahan atou perhitungan kombinasi  nilai
penawaran teknis dan nilai penawaran biaya.

d. Diadakon Klarifikasi terhadap konsultan yang mempunyai nilgi
kombinasi pencworon teknis dan pencworon biaya terbaik.

‘e. Klorifi kosu tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja

dan biaya fidok langsung konsultan. Biaya langsung dapat
dinegosiasi apabila biaya langsung tersebut fidak wajar.

Pengadaan 1osc konsultansi dengan evaluasi berdasorkan kualitas
dan biaya tidak boleh mempersaingkan an'ar penyedia jaso
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konsultansi yang berbentuk perusachaan, LSM, lembaga perguruan
tinggi/penelitian, unit penelitian dan pengembangan loinn}lo qtou
gavungan diantaranya yang mengakibatkan evaluasi  biaya
terhadop peserta tidak adil karena adanya perbedoan periakuan
pajak, biaya pembinaan tenaga ahli, biaya administrasi. (over-head),
keuntungan dan sebagainya;

Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluosi kudlitas don biayo
digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumiah maupun
kuailifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara paosti. -

2. Prosedur Umum

Prosedur umum pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi teknis
¢ dan biaya mengikuti prosedur pengadaan jasa konsultansi dengan
evaluasi teknis kecuali dijelaskan lain pada sub bab ini.

3. Penyusunan Dafiar Pendek Konsuitan

Doftar pendek konsultan harus terdiri dari penyedia jasa konsuitansi
Yang mempunyai jenis badan usaha yang sama. Penyedia jasa
konsultansi yang berbentuk perusahaaon, LSM, lembaga perguruan
tinggi/penelitian, unit penelitian dan pengembangan lainnya tidak
boleh dipersaingkan saty dengan lainnya.

|
4. Undangan dan Pembukaan Penawaran Blaya

Q. Ber§1osorkon keputusan pengguna barang/jasa mengenai urutan
peringkat, panitia mengumumkan urutan peringkat berikut nilgj
penawaran teknis dan mengundang 3 (tiga) peserta konsultan

terbaik yang Iulus evaluasi teknis untuk hadir dalam rapat
pembukaan penawaran biaya.

b. Konsultan peserta yang tidak lulus evaluasi teknis dan konsuitan

peserta yang nilai teknisnya tidak termasuk dalom 3 (tiga) besar
dapat mengambil dokumen penawaran.

c. Dalam ropat pembukaan Penawaran biayaq, panitia menyebutkan
konsultan peserta yang Iulus evaluasi teknis dan menyebutkan
serta menuliskan nilai  evaluasi Penawaran teknis dari tiap
peserta/konsultan yang hadir berdasarkan berita acara evaluasi

penawaran . teknis sebagaimang juga dicantumkan dalam
undangan.

re-4
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. Panitic membacakan don menuliskan ketentuan pembobotan
~nilai. evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran

biaya sebogaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.

. -Panitia membuka sampul penawaran biaya darni seluiuh peserta
. konsultan peserta yang diundang dihadopan peserta.

Panitiac membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiop

. peserta yang dapat didengar dan dilihat oleh seluruh peserta.

. Panitia membuot berita acara pembukaan penawaran bioya

yang mencontumkan biaya penawaran, nilai penawaran teknis,
nilai penawaran biaya dan nilai gabungan penawaran teknis dan
penawaran biaya dari peserta yang diundang serta ditandao-
tangani oleh panitia dan 2 [dua) orang wakil peserta.

Evaluasl Gobungan Teknls dan Blaya

0. Pada rapat pembukaan biaya. panitia menghitung langsung nilai

kombinasi dari nilai penawaran teknis dan nilai pencwaran biaya
dihadapan peserta dengan cara perhitungan sebagai berikut :

| JN‘ILAI AkHIR = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran

Teknis} + {Nilai (score} Penawaran Biaya x Bobot
Penawaran Biayal}

. Catatan :

- Bobot penawaran teknis antara 0.60 sampai 0,80

- Bobot penawaran biaya antara 0,20 sompai 0,40

- Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score)
. penawaran biaya tertinggi

b. Hasil dari peringkat gabungan tersebut akon dijadikan dasor untuk

penetapan peringkat konsultan.

é. ‘f"Kldrlﬁkasl daﬁ Negoslosl' '

Q. Berdasarkan berita acara evaluasi gabungan penawaran teknis

dan penawaran biaya, ponitia mengundang konsultan dengan
nilai gabungan terbaik untuk hadir dalom rapat Klarifikasi teknis
dan negosiasi biaya. Konsultan peringkat pertama agar diberikan
wakiu yang memadai untuk mempersiapkan klarifikasi teknis dan
negosiasi biaya.
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b. Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi  teknis dc_n biaya
kepada konsultan yang mempunyai nilai gabungan terbaik.

C. Prosedur klarifikasi mengikuti ketentuan sebagaimana klarifikasi
pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi teknis.

d. Prosedur negosiasi mengikuti ketentuan sebagaimana negosiasi
pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi teknis kecuali
biaya satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi bilg
dapat dibuktikan berdasarkan daftar gaji yang telah diqudit dan
atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang
bersangkutan.

E.  PENGADAAN JASA KONSULTANSI DENGAN SISTEM EVALUAS! PAGU
ANGGARAN

1.  Ketentuan Umum

Sistem  evaluasi PAgu anggaran adalah evaluasi  pengadaan
konsultan berdasarkan pPenawaran teknis terbaik dari konsultan yang
menawarkan biaya dibawah atay sama dengan pagu anggaran.

Urutan proses adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreks;
aritmatik,

b. Dipilih konsultan Yang menawarkan biaya lebih rendah atav sama
dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik.

c. Dilakukan penilgian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang
lulus dari persyaratan penawaran biaya tersebut pada butir 1.b.

d. Penentuan Pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan
nilai penawaran teknis terbaik

e. Diadakan klarifikqasi teknis terhadap konsultan pemenang. Klarifikasi
tidak boleh merubah sasaran kerangka acuan kerja dan merubah i
biaya langsung konsultan, Biaya langsung personil  dapat |
dinegosiasi apabila biaya langsung tersebut tidak wajar.
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i i luast pagu anggaran
Pengadaan josa konsultansi dengan carg eva
digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana can dano
lerbaltas.

Prosedur Umum

Prosedur umum pengadaan jasa konsultansi dengan evolt{osi pagu
anggaran mengikuti prosedur pengadaan jasa kgqsultonm dengan
evaluasi teknis kecudli dijelaskan lain pada sub bab ini.

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengon sistem satu
sampul dan disampaikan kepada panitia sesuai dengan temp'o‘t dop
jadwal waktu yang ditetapkan, berisi kelengkapan data administrasi,
teknis yong disyaratkan dan, data penawaran biaya. Pada sampul
tersebut ditulis “Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi ...
{yang mencantumkan : jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal. bulan,
tahun, dan jom pemasukan penawaoran)” dan alamat panitia.

Pembukaan Dokumen Penawaran

Hal-hal yong peru diperhatikan pada saat pembukaan dokumen
penawaran :

a. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia setelah

menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan
dokumen penawaran telah ditutup.

b. Panitia membuka sampul penawaran yang masuk, memeriksa,
menunjukkan dan membacakan dengan disaksikan para wakil
konsultan peserta mengenai kelengkapan data administrasi, teknis,
dan biaya sesuai persyaratan dokumen pengadaan.

€. Panitia membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap
peserta yang dapat didengar dan dilihat oleh seluruh peserta,

d. Panitia mélckukon koreksi aritmatik dihadapan konsultan peserta
yang diundang.

e. Panitia  mengumumkan konsultan yang penowaran biayanya

dibawach atau sama dengan pagu anggaran, untuk selanjutnya
dilakukan evaluasi penawaran teknis.
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(. Panitiac membuat benta acara pembukaan penawcran biaya
yang mencantumkan penawaran biaya (berikut koreksi aritmatik)
dari peserta yang diundang serta ditanda-tangani oleh panitia
dan 2 (dua) orang wakil konsultan peserta.

Evaluasi Teknis

Berdasarkan berita acara  pembukaan penawaran,  panitia
melakukan evcluasi penawaran teknis dari konsultan peserta yang
penawaran biayanya dibawch atau sama dengen pagu anggaran.
Tata cara evaluasi penawaran teknis mengikuti ketentuan dalam
pengadaan jasa konsultansi dengan sistem evaluasi kualitas.

Klarifikasl

Q. Berdascrkan evcluasi penawaran teknis panitiac menetapkan
urutan konsultan yang dituangkan dalam berita acara evcluasi
penawaran teknis. Panitia mengundang konsultan dengan nilai
teknis terbaik uniuk hadir dalam rapat klarifikasi teknis.

b. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kemantcpan dan kejelasan

teknis dan bioya dengan tidak mengubah sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja dan tidak
mengubah total biaya penawaran.

c. Panitia membuat berita acara hasil klarifikasi penawaran teknis
dan menyusun rsalah hasil klarifikasi serta menyampaikan laporan
kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejobat yang
berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang
seleksi melalui pengguna barang/jasa. Laporan tersebut disertai
usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain
yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk
mengambil keputusan.

Pengumuman Pemenang

Berdasarkan ketetapan pengguna barang/jasa. panitia
menyampaikan pengumuman tertulis hasil pemenang pengadaan
josa konsultansi kepada seluruh peserta pengadaan. Dalam
pengumuman, dicantumkan masa sanggah dan  alamat
penyampaian sanggahan atas putusan panitia pengadaan jasa
konsultansi.

F. _ PEN
TER.
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{ F.  PENGADAAN JASA KONSULTANSI DENGAN SISTEM EVALUASI BIAYA
TERENDAH :

1.

Kefenfuon Umum

Sistem evoaluasi biaya terendah adalch evaluasi pengadaan konsultan
berdasarkan penawaron biaya terendch dari kqnsulton yang
memenuhi penilaian teknis minimum yang .dipersycrotk‘cr_\.

Urutan proses adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan penilaion kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih
penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grode).

b. Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang
mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis diatas batas lulus
(passing grade) serta pengembalian penawaran biaya darn
konsultan yang tidak lulus. ’

c. Dilakukan penilgian - penawaran bioya termasuk koreksi
perhitungan pada hari yang sama dengon hari pembukaan
penawaran biaya.

d. Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan
nilai penawaran biaya yang paling rendah.

e. Diadakan klarifikasi teknis terhadap konsultan pemenang. Klarifikasi
tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja dan
mengubah biaya langsung konsultan. Biaya langsung dapat
dinegosiasi apabila biaya langsung tersebut fidak waqjar.

Peseﬂa bengcdoon jasa konsultansi dengan cara evaluasi biaya
terendah tidak boleh dipersaingkan antara penyedia jasa/konsultan

- perusahaan,” LSM, lembaga perguruan tinggi/penelitian atau unit

penelitian dan pengembangan lainnya yang mengakibatkan evaluasi
biaya terhadap peserta tidak adil karena adanya perbedaan
perlakuan pajak, biaya pembinaan tenaga ahli, biaya administrasi
(over-head) dan keuntungan;

Pengodoon jasa konsultansi dengan coro.evoluosi biaya terendah
digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang bersifat standar atau

 secara teknis dapat ditangani dengan metode yang sederhana.
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Prosedur Umum

Prosedur umum pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi biaya
terendah mengikuti prosedur pengadacn jasa konsultansi dengan
evaluasi teknis kecuali dijelaskan lain pada sub bab ini.

Penyusunan Daftar Pendek Konsultan

Daftar pendek konsultan harus terdiri dari penyedia jasa konsultansi
yang mempunyai jenis badan uscha yang sama. Penyedia jasa
konsultansi yang berbentuk perusahaan, LSM, lembaga perguruan
tinggi/penelitian, unit penelitian dan pengembangan lainnya tidak
boleh dipersaingkan satu dengan lainnya.

Evaluasl Teknis

Berdasarkan berita acara pembukaan penawaran teknis, panitia
melakukan penilaicn usulan teknis. Tata cara penilaian teknis
mengikuti ketentuen dalam pengadaan jasa konsultansi berdasarkan
evaluasi kualitas teknis. '

Undangan dan Pembukaan Penawaran Biaya

a. Berdasarkan “ketetapan pengguna  barang/jasa,  panitia
mengundang peserta konsultan yang lulus evaluasi teknis untuk
hadir dalam rapat pembukaan penawaran biaya. Dalam
undangan dicantumkan nama-nama konsultan yang diundang
untuk hadir dalam rapat pembukaan penawaran biaya dan nilgi
penawaran teknis dari masing-masing konsultan tersebut.

b. Konsultan yang tidak Iulus evaluasi teknis dan konsultan yang nilai
teknisnya dibawah nilai ambang batas (passing grade) dapat
mengambil dokumen penawaran.

c. Dalam rapat pembukaan penawaran biaya, panitia menyebutkan
peserfa yang lulus evaluasi teknis dan menyebutkan sertq
menuliskan  nilai  evaluasi  penawaran  teknis  dari tiop
peserta/konsultan yang hadir berdasarkan berita acara evaluasi

penawaran teknis sebagaimana juga dicantumkan dalam
undangan.

d. Panitia membuka sampul penawaran biaya daii peserta yang lulus
evaluasi teknis dihadapan peserta.

L

e e e




Petunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000

e. Panitia membacakan dan menulis biaya penawaran dcri tiap
peserta yang dapat didengar dan dilihat oleh seluruh peserta.

f. Panitio melokukan koreksi aritmatik dihcdoApcn peserta konsultan

qya yang diundang.

FON

j g. Panitia membuat berita acara pembukaan pencworen biaya
! yang mencantumkan biaya penawaran (berikut koreksi aritmatik)
: dar peserta yong diundang serta ditanda-tangoni oleh ponmc
’ | dan 2 (dua) orang wakil peserta.

s

sa

Qr . o

ak EEEE " a. Berdasarkan berita ocara pembukaan penawaran biaya, panitia
mengundang konsultan dengan nilai penawaran terendah untuk
hadir dalam rapat klarifikasi/negosiasi teknis. Konsultan peringkat
pertama diberkan wakiu yang memadai untuk mempersiopkan
Kiarif ikasi/negosiasi teknis.

6. Klquﬂkdsl dan ﬁééoslasl

::g b. Panitic melokukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
n kepada konsultan yang mempunyai penawaran terendah.
- - c. Prosedur. kiarifikasi mengikuti ketentuan sebagaimana kiarifikasi
ST pengodocn jasa konsultonsn dengan cara evaluasi teknis.

d. Prosedur negos:os: menglkuh ketentuan sebagaimana negosiasi
pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas teknis.

w3 0

G. PENGADAAN JASA KONSULTANS! DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG

s
PSP

| 1. 'Kelentuan Umﬁm

Pengadaan jasa konsultansi dengan penunjukcn lcngsung dapat
dilakukan bnlomcmo

* a. Kebutuhan pengodoqn ‘josa  konsultansi  yang sangat

EEIER “mendesak/khusus dimana apabila tidak segera diadakan, maka
negara akan mengalami kerugian, yang dilengkapi dengan
analisis keuntungon dan kerugian secara profesional yang disetujui
oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Pengadaan konsultan
yang sangat mendesak hanya diberlakukan untuk menghadapi
masa_kritis otau diproses pengadaannya sebelum masa kritis
3 - - berakhir. Pengadaan josa konsultansi yang seharusnya dapat
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direncanakan wakty pengadaannya, tidak dilakukan dengan
penunukan langsung.

b. Penyedia jasa konsultansi tersebut adalah bersifat tunggal atay
hanya satu-satunya penyedia jasa konsultansi Yang dapat
mengerjakan jasa konsultansi spesifik seperti pemegang hak paten,
Pemegang lisensi yang bersifat tunggail.

€. Urutan proses adalah sebagai berikut -

1) Pembukaan penawaran teknis dan Penawaran harga dibukg
sekaligus;

2)  Dilakukan penilaian kualitas Penawaran teknis:

3)  Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis;

4)  Dilakukan kesesuaian Penawaran teknis dan Penawaran

S)  Dilakukan kKlarifikasi dan negosiasi penawaran harga melipyt;
biaya langsung personil, biaya langsung non-personil dan

komposisi biaya langsung personil dan atau biayg langsung
non-personil.

Peserta Pengadaan

Penyedia jasa yang dapat mengikuti Pengadaan jasa konsultansi
dengan penunjukan langsung adalah penyedia jasa Yang memilikj
sertifikat penyedia jasa konsultansi dari asosiasi konsultan.

Penyampalan Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

a. Panitia mengirimkan undangan kepada konsultan berikut
dokuman pengadaan.,

b. Dalam dokumen pengadaan ditetapkan jadwal Yang memadai
untuk rapat penjelasan dan Pemasukan dokumen Penawaran

Evaluasl Penawaran Teknls dan Penawaran Harga

Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan sekaligus
dan  diselesaikan  sebelum dilakukan  kiarifikasi dan negosiasi
pPenawaran teknis dan pPenawaran harga.

Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah - pengalaman konsultan,
pendekatan dan metodclogi, sertaq kualifikasi tenaga anhi. Evaluasi
dilakukan dalam rangka mencarn Kesesuaian antarg usulan teknis dan
biaya dengan kebutuhan josa konsultansi yang dituangkan dalam KAK.

TasTERe
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Klarifikasl dan Negosiasl

Panilia melakukan iic;:ifik(xxi dan negosiasi teknis dan horca kepada
konsultan yang ckan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa
konsultansi dengan sistem evaluasi teknis.

| Aspek-aspek yang perlu dinegosiasi terutama ;

" a. kesesuaian rencana kerjo dengan jenis pengeluaran biaya.

b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran.

. . ¢.-harga satuan dibandingkan dengan harga yang  berdaku di

pasaran/ kewajaran harga.

Negosiasi terhadap unit biaya personil dilakuken berdasarkan daftar
gaiji yang telah diaudit dan atau bukti setor pajak penghasilan tenaga
ahli konsultan yang bersangkutan. Harga satuan dari biaya langsung
personil maksimum 3,2 kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap
daon maksimum 1,5 kali penghasilan yang diterima tenaga achli tidak
tetap.

Panitic membuat berita acara klarifikasi dan negosicéi‘ycng ditanda-
tangani panitia dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi
dan negosiasi kepada pengguna barang/jasa. ‘

PENGADAAN JASA KONSULTANS! PERORANGAN

. Ketentuan Umum

o Pengcdoch jasa konsultansi perorangan dilakukan dengan sistem

seleksi umum. seleksi langsung atau penunjukan langsung dan harus

‘memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

0. Pelaksanaan pekerjoan yang ditugaskan tidak memeriukan kerja
. kelompok_{team work) untuk penyelesaiannya. - ‘

b. Jasa konsultansi tersebut bukan merupakan pekerjaan secara utuh
-yang berdir sendiri.

c. Pekerjoan hanya memungkinkan dilakukan oleh seorang yang
sangat ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan
akreditasi dari asosiasi profesi yang. diakui di negara masing-masing
atau akreditasi dari asosiasi profesi yong telah diokui pemerintah
atau lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah,
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d. Jasa konsultansi tersebut harus bersifat tugas-tugas khusus instansi
pelaksana  dalom  memberkan  masukan/nasehat  dalam
pelaksanaan pekerjaan.

e. Pengguna barang/jasa mempunyai kepastian bahwa konsultan
perorangan  yang  ditunjuk  ckan  mempu  menyelesaikan
penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan biaya.

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksl Umum atau
Seleksl Langsung

a. Prosedur Umum

Prosedur umum pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan
seleksi umum atau seleksi langsung mengikuti prosedur pengadaan
jasa konsultansi dengan sistem evaluasi kualitas kecuali ditetapkan
lain pada sub bab ini.

b. Peserta Pengadaan

Rekanan yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi
perorangan adalch penyedia jasa konsultansi perocrangan yang
memiliki sertifikat dari asosiasi profesi.

¢. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pengadaan

1) Panitia harus mengumumkan secara luas melalui media cetak
dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta
bilamana memungkinkan melalui media eletronik, serta
menyampaikan kepada lembaga . dan asosiasi
perusahaan/profesi  terkait dengan mencantumkan jenis
penyedia jasa yang diperlukan;

2) Setiop calon peserta pengadaan yang berminat ikut dalam
seleksi umum harus mendaftarkan dir kepada panitia;

3) Calon peserta pengadaan waijib menycmpoikbn data-data
pendidikan dan pengalaman di bidang jasa konsultansi untuk
diikutsertakan dalam seleksi yang dilaksanakan oleh panitia.

d. Daftar Konsultan Yang Diundang

Seluruh calon penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat
tenaga konsultan perorangan wajib dikutsertakan dalam seleksi
pengadaan jasa konsuitansi perorangan.

P
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e. Evaluvasl Penaworan Teknis

Evoluasi penawaran teknis dilokukon dengan sistem evalugsi
kualitas. Pemenang ditetapkan hanya berdasarkan nilai
penawaran teknis terbaik.

Peniloion penawaran teknis dilakukan dengon cora memberikan
nilai angka terhodap dokumen penaworan teknis dengan
memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai.

Unsur pokok yang dinilai adalah kualifikasi dan pengaloman tenagqg
ahli calon penyedia josa. Kualifikasi tenoga ahli harus didukung
sertifikat yang otentik atau telah dilegalisir. Pengalaman tenaga ahii
yang dihitung harus berdasarkan referensi dari pengguna jasa
sebelumnya. Bilomana diperiukan, penilaian penawaran teknis
dapat ditambahkan dengan metoda kerja yang diusulkan.

Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing unsur
dan rentang pembobotan masing-masing  unsur ditetopkan
berdasarkon tingkat pengaruh unsur yang diperiksa terhadap
keberhasilan penugasan. Bobot kualifikasi dan pengolaman tenaga
ahli tidak boleh kurang dari 80% {delapan puluh per seratus),

Sub unsur yang diniiai dari kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli
serta metoda kerja mengikuti penilaian sistem evaluasi kualitas.

Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalul Penunjukan
Langsung

a.

Prosedur Umum

Prosedur umum pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan
penunjukan longsung mengikuti prosedur pengadaan josa
konsultansi dengan  sistem penunjukan langsung kecudli
ditetapkan lain pada sub bab ini.

Peserta Pengadaan

Rekanan yang dapat mengikuti pengadoan jasa konsultansi
perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang
memiliki sertifikat dari asosiasi profesi.

. Klarifikasi dan Negosiasi

Panitio melakukan Kiarifikasi dan negosiasi teknis dan hcfgo
kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada
pengadaan jasa konsultansi dengan sistem evaluasi teknis.

?1
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Aspek-aspek yang perlu dinegosiast terutama :

1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;

2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di
pasaran/ kewajaran harga;

Negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan
daftar gaji yang telah dioudit dan atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga chli konsultan yang bersangkutan. Biaya
langsung personil tidak boleh dibebankan biaya overheod dan
keuntungan perusahaan.

Panitia membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi yang
ditanda-tangani oleh panitia dan konsultan serta membuat
laporan hasil  klarifikasi dan  negosiasi kepada pengguna
barang/jasa. :
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- . BABIV

PENDAYAGUNAAN PRODUKS! DALAM NEGERI,
USAHA KECIL DAN KOPERASI ‘

Ly

| A KETENTUAN UMUM

Produksi daloam negeri acdaloh semua jenis barang dan jasa yang
dibuat otau dihasilkon di dalam negeri.

D‘dl‘cm proses pembuatan produksi dalom negeri baik terupa barang

maupun jasa dimungkinkan penggunaan komponen yang tidak

a.

" berasal dari dalam neger (import).

- Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri adalah :

Barang yang bahan bckﬁ dan pembuatannya di Indonesia, terdir

dari:

1) borang jodi, barang setengoh jadi, - peralatan, suku
cadang. komponen utama, dan komponen pembantu:

2) bahon baku bahan pelengkap. dan bohan pembantu.

Josa yong dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia
meliputi jasa pemborpngan. jasa konsultansi dan jasa lainnya.

B. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGER!I - BERKAITAN DENGAN
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA DALAM NEGERI

1.

Dalam hal melokukan pengadaan barang/josa diupayakan
menggunakan hasil produksi dalam negeri :

a. Dalam dokumen‘pengddodn barang/jasa dimuat secara jelas

ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri

~ dan dijelaskan kepado semua peserta.

Dalam bengodoon barang/jasa supaya diteliti sebaik-baiknya
agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan
bukan barang/jasa impor yang dijual di dalom negeri.

Apabila Sebogion “bahan uniuk menghasikan barang/jasa
produksi dalam negeri berasal dan impor, dipilih barang/jasa yang

- komponen dalam negeri paling besar.
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d. Dalam mempersiopkan pengadaan barong/jasa. sejauh mungkin
digunckan standar nasional dan memperhatikan kemampuan
atau potensi nasional.

Dalom pelaksanaan pengadoan  barang/jasa diupayakan agar
penyedia barang/jasa nasional bertindak sebogai penyedia
barang/jasa utama, sedangkan penyedia barang/jasa asing dapat
berperan sebagai sub-penyedia barang/jasa  sesuai dengan
kebutuhan.

Apabila sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlaly
besar, atau jenis keahlian yang diperdukan untuk menyelesaikan
kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa
nasional, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa:

a. Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia
barang/jasa nasional saling bergabung dalam suatu konsorsium
atau bentuk kerja sama lain.

b. Diberkan  kesempatan yang memungkinkan  penyedia
barang/jasa nasional, atau konsorsium penyedia barang/josq
nasional untuk menggunakan tenaga ahli asing sepanjang hal ity
diperiukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang benar-
benar belum dimiliki don benar-benar untuk meningkatkan
kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

Penggunaan tenaga ahli asing yang kechliannya belum dapat
diperoleh di Indonesia harus disusun berdasarkan keperuan yang
nyata dan divusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin

terjadinya alih pengalaman/keahlian dar tenaga ahli asing ke tenaga
Indonesia.

Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang/jasa yang terdii
atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian ataqy
komponen yang masin harus dimpor, maka harus dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
menceminkan bagian atau komponen yang teloh dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang
masih harus dimpor.

b. Pekerjaan pemasangan, fabrikasi, pengujian, dan lainnya sejauh
mungkin dilakukan di dalam negeri.

c. Dalam rangka pengadoan  barang yang terdin atas

PENI
PEN(
LUAF
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bagian/komponen produksi dalom negeri don impor. peserta

D ‘pengadaan diwajibkan membuat doftar barong yong diimpor,

)Qiin L dan melampirkan pado penawarannyo. Daftar barang tersebut
" dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumiah, dan hargonyo.

)pgn
_ 6. Pengadaan barang impor dopat dimungkinkan bilamana :
agor i - .
adia j ~ a. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan atou
pat ; . D e e .
gpon f b. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalom negeri belum
. ‘ memenvuhi persyaratan; dan atau
Agly | c. Wakiu penyerahannya fidak memenuhi ketentuan yang
ikofy ‘ dipersyaratkan; dan atau '
iQsa
? d. Horgo penawaran produksi dalam negeri melebihi harga barang
impor setelah ditambah preferensi harga. =
'dio Co ’
¥m 7. Prinsipol lvar negeri yong memasok barang-barang yang
membutuhkan pelayanan purna jual harus mempunyai agen resmi
pemegang merek yang ditunjuk dan berkantor di Indonesia.
q?Q ‘ R C ‘ o : R
89 8. Penyedia barang/jasa yang melcksanakan pengadaan barang/jasa
ify ~ yang dimpor langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin
Qr- menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa
on asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.
at C. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI- DALAM  NEGERI BERKAITAN DENGAN
1g PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN
qn . LUAR NEGERI .
o '
1. Dalam kegiatan perencanaan dan perumusan peranjian/
. - kerjasama/pinjaman, perumusan  KAK/dokumen - pelelangan dan’
Jr dokumen kontrak peru memperhatikan penggunaan spesifikasi,
J kualifikasi dan standar nasional, serta kemampuan/potensi nasional
n . yang diatur sebagai - berikut ;-
_ a. Dalam tahap perumusan dan negosiasi Naskah Pinjaman Luar
Are Negern (NPLN) agar diusahakan memasukkan persyaratan
d}* o “‘pengodcon dcn evaluasi yang berkaiton dengan pengguncon
9 | o produksi dalom negeri. L
<. b. Dalam tahap studi dan rancang bonguri proyek (design ond
R ~engineering) telah diperhitungkan adanya produksi dalam
'negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional
3 dan standar nasional. L
1%
| L
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c. Dalorri p,embuoiori harga perhitungan sendiri (owner's estimate)
sudah harus diperhitungkan penggunaan produksi dalam negeri
sesuai -dengan bagian/komponen dalam. negen yong akan
dicopai.

d. Dalom dokumen pengodaon/KAK telah mencantumkan

syarat semaksimal mungkin menggunakan barang/jasa produksi
dolom negeri.

e. Dalom menetopkan kriteria dan tota .cara evaluasi agar
secara jelas mencantumkan rumusan peran serta penyedia
barang/jasa nasional, preferensi harga yang ditetapkan. don
menjelaskan kepada semua peserta pengadaan:

f. Dalam tahap penyusunan kontrak peru diteliti dan dicantumkan
kewajiban penggunaan -produksi dalom negeri sesuai dengan

penawaran peserto yang bersangkutan serta sonksi bila yang

- bersangkutan tidak memenuhinya,

Apobild Suofu pekerfjaan harus dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa asing, dalam dokumen pengadaan agor disyaratkan:

Q. Adcmyo kerjasama .antara penyedia barong/jasa asing dengan
penyedia barang/josa nasional. c
) | ‘ S
b. Adanya keteniuon yang jelas dan tegas mengenai keharusan
kerjasoma tersebut dan cara pelaksanoan  pengalihan
kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan.

c. Sejouh mungkin harus melaksanakan seluruh kegiatan di Indonesia,

D.  KOMPONEN DALAM NEGER| BARANG/JASA

1.

96

Jenls Komponen Dalam Neger Barang/Jasa

a. Komponen dalom neger untuk barang adalah pembuatan
barang  di dalam negeri deng’cn'm‘enggunqkqn bahan baky,
rancang bangun dan rekayasa dalam negeri yang mengandung
unsur manufactur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaion

pekerjaan.

b. Komponen dalom negeri unfuk jasa odalah josa yang dilakukan di
‘dalam neger dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat
lunak dari dalom negeri. o

I
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Komponen dalom negeri untuk gabungan borang don jasa
odalah penggobungan antara butir o dan b.

Tingkat Komponen Dalom Negerl Barang/Jasa

a.

Tingkat komponen dalom negeri unituk barong adalah
perbandingan ontara horga barang jadi dikurangi harga
komponen luar negeri terhadap harga barang jodi.

Tingkat komponen dalom negeri untuk josa adalah ‘perbcmdingon
antara harga jasa yang diperiukan dikurangi harga komponen jasa
lvar negeri terhadap harga seluruh jasa yang diperiukan.

. Tingkat komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa

adalah penggabungan antara butir a don b dalom satu paket
kontrak.

PétnYaiaan Pehggunaan Komponen Dalam Negeri

o‘

Para  penyedia barang/jasa ' yang mengikuti pengodaan
barang/jasa menyatakan sendii besarnya komponen dalam
negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assesment).

Para penyedia barang/jasa harus dapat membuktikan kebenaran
pemyoataon besornyo komponen dalam negeri barang/jasa dan
melampirkan rincian dan nilai bahan baku/bahan penolong, baik
dari dalom neger maupun impor, nilai barang jadi keseluruhon
serta daftar nama pemasok.

Besarnya komponen dalam negeri borang/jasa yang ditawarkan
oleh penyedia barang/fjasa dapat diklarifikasikan oleh panitia
pada saat evaluasi. Jika dilakukan klarifikasi, hasil klarifikasi tersebut
dijadikan dasar untuk menghitung preferensi.

Billo peralotan yang akan disewa teloh dimiliki oleh penyedia
barang/jasa dalam negeri dan peralatan. tersebut pada soat

- pembukaan penawaran telah berada di Indonesia, maka jasa

perclaton dumoksud dianggap sebagai komponen dalam negeri.

Formulir yang berkaitan dengon caro perhitungan tingkat
komponen dolam negeri barong/jasa, sesuai- ketentuon dari
instansi  yang berwenong dicantumkan dalom dokumen
pengodaan.

97



Palunjuk Teknis Keppres Nomar 18 Tahun 2000

98

f. Dalam setiap kontrak dilampirkan rincian barang/jasa dilengkapi
- dengan spesifikasi teknis dan besornya komponen dolam negeri.

PREFERENSI HARGA

.

Preferensi harga diberikan untuk barang/jasa produksi ‘dolom negeri

| terhadap harga terendah ‘Penawaran. barang/jasa  luar negeri

(impor): \ |

a. Untuk barang produksi dalam negeri (ex-work) setinggi-tingginya
15% (lima belas per seratus) dari harga Cost, Insurance, and Freight
(CIF) penawaran terendah barang impor.

b. Unfuk jasa pembdrongon yang dikerjckan oleh penyedia

. barang/jasa nasional selinggi-tingginya 7,5% (tujuh setengah per

- seratus) dari harga penawaran terendah penyedia barang/jasa
asing. ‘ :

Besarnya preferensi terhadap komponen dalom neger barang/jasa
adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferenisi harga.

Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran

yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk
koreksi aritmatik. ‘

Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) :

100

HEA = - x HP
100 + KP
dimona:
HEA = Harga Evaluasi Akhir y
KP . = Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
-+ dikali Preferensi) | g
HP © = Harga Penawaran (Harga penawaran Yang memenuhi

persyaratan lelang don telah dievaluasi)

Catatan : apabila ada d;uo chu,lebih penawaran dengcn HEA yang

‘sama maka penawar dengan tingkat komponen dalam
negeri terbesar adalah sebagai pemenang.

o g
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F.  PEMBINAAN PENGGUNAAN PRODUKS! DALAM NEGERI

1. Pémbinoon teknis penggunoan produksi dalam neger diloksanakan
oleh:

. @.. Departemen ‘Perindustrian dan Perdagangon untuk barang-
barang hasil industri, rancang bangun dan perekayasaan pabrik,
dan jasa-asa yang berkenoan dengan bidang industi dan
perdagangan.

b. Menteri Negora Pekefoan Umum Untuk pekerjaan  bidang
konsiruksi.

¢. Departemen/lembaga/instansi teknis lain di luar butir o dan b
. untuk bidang-bidang/tugas di bawah pembinaannya.

2. Pembihoan sebagaimana dimaksud pada angka | meliputi :

a. ‘Menggali dan menghimpun masukan sebanyak mungkin

-~ mengenai komponen; dalam negeri barang/josa, baik dari
produsen, importir, instansi pengguna bcrong/josc. maupun
" lembagaindependen. . |

b. Melakukan pengkajion secara mendalom don bekerja sama
dengan instansi terkait loinnya dan lembaga profesional
independen untuk menyusun daftar inventarisasi komponen dalom
_negeri barang/josa berdasarkan kriteria tertentu, secara sistimatis
menurut bidang/sub-bidang dan kelompok barang/jasa.

c. Meny‘usuﬁ dan ‘menyiopkon sistem informasi yong handal yang
dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam
penggunaan produksi dalom negeri.

d. Menyebaruaskan informasi produksi dalam negeri seébrc periodik.

e. Memberikan - bimbingan teknis kepada pelaksana pengadaan
-barang/jasa di instansi pemerintah, asosiasi/ perusahaan jasa

pemborongan, jasa konsultansi don pemasokan barang serta jasa
lainnya. .

- f. Melakukan kegioton promosi produksi dalom negeri.

g. Departemen  Perindustrion  dan Perdogangon melakukan
koordinasi antar instansi teknis terkait dalam rangka meningkatkan
produksi dalam negeri,
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h. Memberikan pembincan secara dini kepada para penyedia
barang/jasa yang telch menunjukkan kemampuan dan kinerja
yang baik serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan di
waktu mendatang, untuk memungkinkan yang bersangkutan
meningkatkan kemampuan/keahlian/ kualifikasinya.

I. Mendorong penyedia barang/jasa nasional untuk meningkatkan

kemampuannya sehingga mendapat pengakuan oleh lembaga-
lembaga internasional.

PENGAWASAN PENGGUNAAN PRODUKS! DALAM NEGERI

1.

Pelaksanaan Pengawasan

Aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan pemeriksaan
terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam
pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansinya masing-masing,
dan segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat
kuratif/perbaikan  bilamana tefjadi  ketidoksesuaian  dalam
pPenggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical
audif) berdasarkan dokumen pengadaan dan kontrak pengadaan
barang/jasa yang bersangkutan.

Sanksl

Bila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan
adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi
dalom negeri, maka dikenakan sanksi finansial dan atau administrasi
berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

a. Sanksi bagi penyedia barang/jasa
1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi, diberikan kepada penyedia barang/jasa
yang bersangkutan dalam bentuk pernngatan tertulis dan
dilaporkan kepada asosiasi perusahaan terkait serta
bilamana terbukti dengon sengaja memalsukan  data
komponen dalam neger, maka calon penyedia barang/jasa
yang bersangkutan dilaporkan kepada asosiasi perusahaan
yang mengeluarkan sertifikat penyedia barang/jasa untuk
dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar hitam
(black list).
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2}  Sanksi finonsial
a} Sanksi perubahan tingkat komponen dalom negeri tidak
merubah peringkot pemenang.
Besarnya sonksi adalah selisih perhitungan normalisasi
- harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas
tingkat komponen dalom negeri yang sebenarnya.
Contoh :
wyedio Pénowdrén Yang Seharusnya
wong/josa ‘
Horga TKDN HEA Peringka! | TKDN HEA Peringkal
Penaworon | - {Rp) : (Rp)
_ (Rp.)

A 1.100.000.000 80% 982.142.857.14 I 75% 988.764.044.94 {
8 1.050.000.000 | 40% 990.566.037.74 [ 40% | 990.566.037.74 ]
C 1.200.000.000 | 80% | 1.071.428.571.43 n 80% | 1.071.428.571.43 It |

‘ 100.
Cotaton: HEA = —————xHP
100 + KP
KP = TKDN x Preferensi
Besarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia
barang/jasa A adalah :
Rp. 988.764.044,94 - Rp. 982.142.857.14 = Rp. 6.621.1 87.80
Sanksi perubchan tingkat komponen dolom negen yong

3)

. merubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaron - yang
dimenangkan dengan penawaran terbaik yang dikalahkan
ditombah selisih perhitungan nomailisasi harga yang
dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat
komponen dalam negeri yang sebenamya.
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Contoh :

Penyedia
barang/

Jaso

Penawaran

Yang Seharusnya

Harga

Penaworan (Rp.)

TKDN

HEA
(Rp)

Penngkal

TKDN HEA
[Rp)

Pam.:-

1.100.000.000

80%

?82.142.857,14

|

40% 1.009.174.311,93

Qj=|>

1.050.000.000

40%

$90.566.037,74

40% 990.566.037.74

1.200.000.000

80%

1.071.428.571,43

Il

80% 1.071.428.571,43

H.
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Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia
barang/jasa A adalah :

(Rp. 1.100.000.000,00 - Rp. 1.050.000.000,00) + (Rp.
1.009.174.311,93 - Rp. 982.142.857,14)

= Rp. 50.000.000,00 + Rp. 27.031.454,79

= Rp. 77.031.454,79

b. Sanksi bagi pengguna barang/jasa

Sanksi bagi pengguna barang/jasa berupa tindakan odministrasi
sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan
atau ganti rugi sebesar kerugian negara yang dickibatkan oleh
tindakan penyimpangan.

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA

T

Peruasan Peluang Usaha Kecil dan Koperasl

Untuk meningkatkan pemberdaycan Usaha Kecil dan Koperasi

setempat dalam rangka pengadaan barang/jasa instansi pemerintah,
ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam perencanaan dan penganggaran proyek maupun

kegiatan
Departemen/
mengkoordinasikan

rutin,

Menteri/Ketua

Lembaga Pemerintfah  Non

Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi  BUMN/BUMD

penentuan

paket-paket pekerjaan

pengadaan barang/jasa instansi pemerintah untuk Usaha Kecil
dan Koperasi Kecil.

PP . e 2 e e S B TR BRI I ST s
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b. Setiagp owal {chun onggaran, pengguna barong/jasa atau

pejabat berwenang lainnya wajib membuat rencanc pengadaan
borang/jasa sesuai dengon keperuannya berdosarkan dona yang
tersedia don ogar sebanyak mungkin menyediakan paket-poket

~ pekerjaan bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, selonjutnya segera

melaporkan kepoda pimpinan instansinya, serta instansi yong
membidangi Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM)
di propinsi/kabupaten/kota setempat.

Setiap in§tdnsi yang membidangi Koperasi dan PKM di

propinsi/kabupalen/kota wajib menghimpun loporan rencana
pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di wilayohnya dan
menyusun direktori peluang bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil,
untuk disebarluaskan kepada para Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
setempat melalui kerjasama dengan asosiasi  perusahaan
setempat, serta memantau pelaksanaannya berdasarkan

" pedoman teknis dari Menteri Negara Koperosi dan Pengusaha

Kecil dan Menengah.

- Unftuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi

Kecil, di dalam kontrak ogor dicantumkan : “"Kepada rekanan
pengusaha besar dan menengah yang terbukti
menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan
bagi Usaha Kecil dan Koperasi setempat sebagaimana diotur
dolom Undong-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang

'berscngkuton dikenakan sanksi sebagaoimana ‘termaktub dalam

pasal 34, 35 dan 36 Undang-Undang tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan
mengaku atau memakai noma usaha kecil sehingga
memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringonan tarif,
tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atou pengadaan
barang don jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah
yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang
secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian
bagi Usaha Kecit dioncam dengan pidana penjora paling
loma lima tahun aotou pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 {dua miliar rupiah);

2) Perbuatan sebogcimono dimaksud pada butir 1) diatas
adalah tindak pidona kejahatan:;

3) Jiko tindok pidano sebagaimana dimaksud pada butir 1)
yang dilakukan oleh atau atas noma badon usaha, dapat
dikenakan sonksi administratif berupa pencabutan sementara

atau pencabutan tetap @n uscha oleh instansi yong
berwenang.”

103



Petunjuk lokna Koppres Nomor 18 Tahun 2000

104

. - . Pemblinaan dan Pengawasan

a. Setiap Usaha Kecil yang bergerak dibidcng‘pengodoon borang,

josa pemborongan, don jasa loinnya don Koperasi yong memiliki
unit usaho dalom bidang tersebut, wajib mendaftarkan dis
kepoada ososiasi perusahaon setempat, sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yong telah ditetapkan. ‘

. Menteri/Kepala  Lembaga  Pemerintah Non Departemen/

Gubernur/Bupati/Walikota agar membebaskan segcla bentuk
pungutan biaya yang berkaitan dengan perizinan usahaq,
registrasi Usaha Kecilidan Koperasi Kecil, serta pungutan lain dalom
pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada Usaha Kecil
dan Koperasi Kecil di wilayahnya. o

. Menteri/Kepala . ‘Lembcgc Pemerintah Non Departemeny

Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jowab otas pengendalion
pelaksanaon  pengadoan barang/josa - termasuk upayaq
peningkatan pelaksanaan kemitraon antara  usaha besar,

‘menengah don Usoha Kecil dan Koperqsinecil dilingkungon

instansinya, o

. Usaha Kecil/Koperasi Kecll 'yang ditetapkan’ sebagai penyedia

barang/jasa (pemenang - pengadaan  barang/josa) dilarang

mengalihkan pelaksanaan pekerjoan kepada pihok lain dengan
alasan apapun. ‘

.
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BABV
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK '

A. PETUNJUK UMUM

1.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dan pelaksonoan kontrok adalah
untuk menyamakan pola pikir, pengertian, dan memberi pedoman
sehingga memudahkan bagi pengguna barang/jasa dan pengawas
untuk menyusun, memeriksa, dan melaksanakan kontrak pengadaan
barang/josa sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Lingkup Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak

Ruang lingkup penyusunan dan pelaksanaan kontrak untuk pekerjoan
jasa pemborongan,. jasa konsultansi, dan pengadoon barang/jasa
lainnya dirinci sebagai berikut:

a. Penyusunan Kontrak, yaitu :

-1} Kerangka kontrak:
2) Bentuk dan susunan kontrak;
3) Prosedur pembuatan kontrak:
4) Isidokumen konirck

b. Peloksanoan Konfrck .
Ruang lingkup pelaksanaan kontrak mencakup/meliputi pekerjoan

josa pemborongan, jasa konsultansi- dan josa pengadaan
barang/jasa loinnya.

B. PENYUSUNAN KONTRAK

2 B

Kérongkd Kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa sebclknyo mempunyai kerangka
sebagai berikut ;

a. Pembukoan

Pembukaan adalah bagian kontrak yong merupakan pembukaan

dar suatu kontrak atau perjonjian. Pembukoon kontrak meliputi
. boguon ‘
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1) Hon. tanggal dan bulan serla fahun kontrak ditandatangani:
2) Identitos dari para pihak yang menandatangani kontrak:

3) Jenis pekerjaan yang akan dikontrakkan.

. Isi

Isi kontrak sekurang-kurangnya meliputi :
1) Pernyataon kesepakatan para pihak untuk membuyat kontrak:

2) Pernyatoan kesepakatan para pihak mengenai harga
kontrak;

3)  Pernyataan bahwa seluruh ungkapan dalam perjanjian harys
mempunyai arti dan makna Yang sama seperti yang
tercantum dalam kontrak;

4)  Pernyataan lampiran dokumen apa saja yang dianggap
sebagai yang tidak terpisahkan dari kontrak:

5)  Pemyataan apabila terjadi pertentangan pada dokumen

dalam kontrak:

8)  Pernyataan kesepakatan darn  para pihak  untuk

melaksanakan kewdijiban sesuai dengan ketentuan dalam
kontrak;

7)  Pemyataan jangka wakty pelaksanaan kontrak:
8)  Pemyataan efektifnya kontrak:
?)  Pemyataan kesepakatan  dari Para  pihak  untyk

melaksanakan kontrckfperjonﬁcn menurut  ketentuan
Undang-Undc:ng dan peraturan yang beraku di Indonesia.

. Penutup

Penutup adalah bagian kontrak yang ditc:ndctcngc:ni oleh para
pihak,

. Lampiran Kontrak

Lampiran kontrak adalah daftar dokumen-dokumen Pendukung
dari kontragk Yang menjadi satu kesatuan dengan kontrck.

e ————w
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Isl dan Susunan Dokumen Kontrok Pengadaan Barang/Jasa

Poda dcsornya isi den susunan dokumen konfrok pengodoon
borong/josc ciurut sesuoi cengon tingkat kekuaton pengikaton poro
pihak. Konirak cdoiah ikatan yong poling kuct kemudion diikuti
denaan lompiran-lampiran berikutnya.

Prosedur Pémbuoion Dokumen Kontrak

Surol  keputuson  penunjckon  pemencng ' lelang, keputuson
penetlcpon, penyedia borong/joso, Berito Acaro Hasil Pelelangon,
Berita Acoro Pembukocn Pelelangon, don Berita Acora Penjeloson
serta dokumen pengodaan merupakan dasar dan bagion yang tidok
terpisahkon dari perjanjion/konirak yang akan ditondatangaoni.

Prosedur pembucton kontrok meliputi tahopan-tahopan sebogoi
berikut :

as Penondolongonon'komrok dilokukan selombot-lombaotnya 14

(empat belos) hari kerjo setelah diterbitkonnya surat keputuson
penunjukon penyedia borang/joso don penyedio barang/jaso
teloh menyerchkan jominan pelaksanoon yong jumiohnya sesuai
dengan yang ditetapkon dolom dokumen pengadaan kepado
pengguno borang/joa.

b. Sebelum menandotongani kontrak, hendoknya terlebih dahulu
- dilakukan hal-hot sebogoi berikut :

1} Meneliti dengon cermot mengenci kebenaran konsep
konirak boik dori segi bahosa, isi/substansinya maupun
redaksi, angka-angka don hurutnyo;

'2)  Dolom dokumen kontrok fidak memuat hal-hal yong
~ bertentongon denggn ketentuan yang berlaku;

3) Adanya pengo1uron bila Ierjodn hal-hal yang duluor dugoon:

4)  Meneliti dengon cermcf lampiran- |omp|rcn yang menjadi
- bagion dokumen kontrok;

5) . Konfrok untuk pengodoon borong/josa yang bersifot
_ kompleks don ofou bernilai di alas Rp. 50.000.000.000.00 (lima
puluh  miiar rupioh} ditondotongani  oleh pengguno
borang/josa  setelah memperoleh pandopot ohli hukum
-kontrak yong profesional.
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4.

Rinclan Isl Dokumen Kontrak

D1 dalam suatu kontrak sekurang-kurangnya memuat :

a. Ketentuan Pokok

Ketentuan pokok ini diberlakukan untuk semua jenis kontrak.
Ketentuan-ketentuan pokok yang dapat diterapkan pada kontrak
sekurang-kurangnya meliputi ;

)

2)

3)

4)

5)

6)

Judul Kontrak

a) Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan
ditandatangani;

b) Menjelaskan jenis pekerjoan (pekerjaan pemborongan/
sipil. pengadaan barang, dan jasa konsultansi).

Nomor Kontrak

a) Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani;

b) Bilamana kontrak berupa kontrak lanjutan maka nomor
kontrak harus berurut  sesuai dengan berapa kali
mengalami perubahan.

Tanggal Kontrak
Menjelaskan hari, tanggal. bulan, dan tahun kontrak
ditandatangani oleh para pihak;

Kalimat Pembuka

Merupakan  kalimat pembuka dalom  kontrak yang
menjelaskan bahwa para pihak pada har, tanggal. bulan
dan tahun mereka membuat dan menandatangani kontrak;

Penandatanganan Kontrak

Kontrak ditandatangani setelah ada keputusan penetapan
penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, tanggal
penandatanganan  kontrak  tidak  boleh  mendahului
keputusan penetapan penyedia barang/jasa.

Para Pihak Dalam Kontrak

a) Menjelaskan  identitas dard  para  pihak yang
menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi :
nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak
dalam kontrak tersebut, apakah sebagai Pihak Pertama
atau Pihak Keduag;

b) Para Pihak dalam kontrak terdin dari dua pihak yaitu :

A g R
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Pihak Pertama adalah pihak pengguna barang/jasa;

Pihak Kedua adalah pihak penyedia barang/jasa
atau pelaksana pekerjaan. Pihak ini adalah
perusahaan yang telah ditunjuk atau dipilih sebagai
pemenang pengadaan wuntuk  melaksanakan
pekerjaan tersebut; '

Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak
untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak:

Menjelaskan bahwa kedudukan para pihak dalom
kontrak tersebut, yoitu apakeh ia sebagai Pihak
Petama vyang bertindak sebagai pengguna
barang/jasa, atau Pihak Kedua yang bertindak
sebagai pelaksona afau penyedia barang/jasa;

Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas
dan terinci dan menerangkan hal yang seberarnya;

Apabila Pihck Kedua dalam kontrak tersebut tidak
terdifi dari satu perusahaan atau merupakan suatu
konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk
kerfjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama
bentuk kerfasamanya, siopa saja anggotanya, dan
siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama
tersebut.

Y

Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau
setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek
yang . dikontrakkan/sesuai - dengan jenis
pekerjaannya;

" Pemyataan bahwa para pihak telah menyetujui

besamya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis

~dengan angka dan huruf, sefa diperinci sumber

pembiayaan untuk kontrak tersebut;

Pemyataan - behwa - ungkapan-ungkapan  dalam
perjanjion harus mempunyai arti dan makna yang

. sama seperti yang tercantum dalam kontrak;

" Pemyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi

beberapa dokumen dan merupckc.n satu kesatuan
yang disebut kontrak;
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(5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan
-antara  ketentucn yang ada dalam dokumen-
dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai
adalah dokumen yang pertama menurut urutan
tersebut di atas;

(6) Pernyataan bahwa persetujuan para pihak untuk
melaksanakan kewajiban yaitu Pihck Pertama
membayar harga kontrak don Pihak Kedua
melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam -
kontrak serta melaksanakan perbaikan kekurangan
sesuai dengan ketentuan dalam kontrok;

(7) Pernyataan bahwa jangka wakiu pelaksanaan
pekerjaan, dijelaskan kapan dimulainya pekerjaan
tersebut dan kapan diakhirinya pekerjaan tersebut:

(8) Pernyataan kapan mulainya perjanjian atau kontrak
ini berlaku;

(?) Pernyataan bahwa para pihak dalem perjanjian inj
telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian
sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-
peraturan yang beraku di Indonesia pada hari dan
tanggal penandatanganan perjanjian tersebut:

(10) Tanda tangan dar para pihak dalam kontrak dan
dibubuhi dengan materai.

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak

Dalam syarat-syarat umum dibedakan menjadi :

1) Ketentuan Umum
Ketentuan-ketentuan umum ini diberlakukan untuk semua
jenis kontrak. Ketentuan-ketentuan pokok yang daopat
diterapkan pada semua jenis kontrak di atas adalah :

a) Definisi. _
- Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-
‘istlah  yang digunackan dalam kontrak. Istilch-istilah
tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga
isi kontrak mudah dipahami oleh setiop orang yang
membacanya dan tidak ditafsickan atou diartikan lain.

b) Penerapan. -
Penerapan adclah ketentuan bahwa syarat-syarat
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umum dalom kontrak ini diterapkan seccra luas tetapi

‘tidok boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada

dalam kontrak:

" Asal Barang don Jasa.

Asal Barong don lJasa adalah ketentuan mengenai
penjelasan dori negara mana asal barong atou jasa
yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak.

Asol barong adaloh tempat dimona barang itu
ditambong, tumbuh, atou diproduksi.

Daloam ketentuan ini juga horus diperinci komponen
dalom negeri barang/jasa don komponen impor
barang/jasa. Asal barang harus dibedakan dengan
negara penjual. Penjelasan dan rincion komponen
dalam neger dan impor barang/josa dielaskan pada
Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi.
Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumen-
dokumen  kontrak "atau dokumen Ilainnya yang
berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-
ketentuan kontrak, spesifikasi tehnik, gombar-gambor,
pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitan
dengan kontrak oleh penyedia barang/josa dengan ijin
tertulis dari pengguna barang/josa:

Hak Paten, Hok Cipta, dan Merek.
Ketentuan yong mengatur kewajiban penyedia
barang/josa untuk melindungi pengguna barang/jasa

~dari segala tuntutan atau klaim dori pihak ketiga atas

pelanggaran hak paten, hak cipta. dan merek.

Jaminan.

Jaminan adalah ketentuan jominan yeng disediokon
oleh penyedia barang/jasa. yaitu :

(1) Jominan uvang muka adalah jaminan yang
diberikan kepada pengguna barang/jasa dalam
rangka pengambilan vang muka dengan nilai

minimal 100% (serotus per seratus) dari besarnya
uong muka:; |

(2) Jaminan peloksanoon adcloh jominan  yang
diberikon kepada pengguna barang/jasa sebelum
dilakukan penanda-tanganan kontrak dengan
besar jominan ditentukan dalom syarat-syarat -
khusus kontrak.

11
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gl

h)

(3) Besarnya jominan pelaksanaan bagi penawaran
yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% HPS),
dinaikan menjadi : x % (80 % HPS) dimana x adalah
persentase jaminan pelaksancan Yyang telah

ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

(4) Jominan pemeliharaan adalah  jaminan yang
diberikan kepada Pengguna barang/josa setelah
diselesaikannya pekerjaan, dengan masa jaminan
pemeliharaan ditentukan oleh kedua belah pihak,

(5) Besarnya jaminan, bentuk dan jangka wakty
penyerahan serta pengembalian jeminan tersebuyt
di atos disesuaikan dengan ketentuan dalam
dokumen pengadaan.

Asuransi,

Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang
disediakan oleh pihak penyedia barang/jasa dalam
rangka pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak :

(1) Pihak penyedia barang/jasa harus
mengasuransikan semua barang, dan peralatan-
peralatan yang dipakai, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekera-pekerja untuk pelaksanaaon pekerjaan
kontrak atas segala resiko  yaitu kecelakaan,
kerusakan-kerusakan, kehilangan, sertq resiko lain
yang tidak dapat diduga.

(2) Mengenai besarnya asuransi tersebyt diserahkan
pada kesepakatan para pihak tetapi tidak boleh
bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pembayaran.
Pembayaran adalah ketentuan mengenci cara-carg
pembayaran dan termin Pembayaran serta mata vang
yang digunakan dalam pembayaran tersebut.

Cara pembayaran harus disesuaikan dengcn ketentuan
dalam dokumen anggaran

Harga.

Harga adalah ketentuan mengenai harge Yang harus
dibayarkan oleh pengguna barang/jasa kepada
penyedia berang/josa atas pelakscnaan pekerjaan
dalam kontrak.

Harga kontrak harus jelas dan pasti diperingi sumber
pembiayaannya.

-
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veran ). Amandemen Kontrok. _

HPS). g Amandemen konirak adalah ketentuan mengenai

iqloh : perubchan kontrak. o .

telah | Perubahan kontrak dapat terjadi opabila :

; (1) Perubahan pekeriaan karena disebabkaon oleh

‘/éng sesuatu hal yang dilakukan oleh_ para pihak dalam

relah kontrak sehingga merubah lingkup pekerjoan

inan dalom kontrak:

ak. (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerican okibat

aktu adanya perubahan pekerjaan/pesanan;

>

,.2,‘;: (3) Perubahon harga kontrak  akibat  adanya

perubahan pekerjaan dan perubahan
pelaksanaan pekerjaan.

ang Amandemen bisa diloksanakan apabila disetujui

am : . oleh para pihak yang membuat kontrok tersebut.

k) Hok don Kewgijiban Para Pihak. .

s Hak dan kewaqjban para pihak adalah ketentuan

an- mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-

Qn. kewajiban yang horus dilaksanakan oleh pengguna

on borong/jasa dan penyedia boarang/jasa dalam

an, : meloksanakon kontrak ini. Hak dan kewgjiban para
ain pihak adalah :

v (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pengguna Barang/Jasa:

?n (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang

8h dilaksanakan oleh penyedia barang/josa;

" (b) Meminta laporan-laporan  secara  periodik
mengenai  pelaksanaan  pekerjaan  yang
dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa;

‘o (c) Membayar pekerioan sesuai dengan harga

\Eg kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak

"f penyedia barang/jaso;

h {d) Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan

. prasarana  yang dibutuhkan oleh pihak

X penyedia barang/jasa untuk  kelancearon

;! pelaksanan pekerjaan.

g [2) Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa

n . {0) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan

] pekerjaan sesuai dengan harga yang telgh

sr ditentukan dalam kontrak;

(b} Berhak meminta fasilitas-fosilitas dalam bentuk
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sarana dan prasarana dari pihak pengguna
barang/jasa  untuk kelancaran pelaksanaan
pekeraan;

(c) Membuat  dan melaporkan pelaksanaan
pekerjaan  secara periodik kepada pihak
pengguna barang/jasa:

(d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak;

(e) Memberikan keterongon-kererongon yang
diperlukan  untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan pihak Pengguna barang/jasa:

() Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerachan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak,

I} Jadwal Peloksanaan Pekerjaan.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan
mengenai ;

(1)  Kapan kontrak mulai berlaku:
(2) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan:

(3) Kapan penyerahan hasil pekerjaon dari pihak
penyedia barang/jasa kepada pihak pengguna
barang/jasa.

m) Pengawasan.

Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan
Pengguna barang/jasa melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak penyedia
barang/josa.

Apabila diperlukan oleh Pengguna barang/jasa karenqg
Pengguna barang/jasa  tidak dapat  melakukan
pemeriksaan atauy pPengawasan, maka penggung
barang/jasa dapat memerintahkan kepada Pihak Ketiga

n) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Ketedambatan pelaksanaan pekerjaan adalah
ketentuan mengenai :

(1) Bagaimana jka terjadi keterlambatan dalom
pPelaksanaan pekeriaan oleh pihak penyadiq
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barang/josc atau pengguna barang/josa  dari
jadwal yang ditentukan dalam kontrak;

Sanksi yong diberkan kepadc pihak penyedia
barang/jasa atau pengguna barang/jasa  jika
terjadi keterlambatan pelaksanacn pekeraan;

Pengecualian dari ketentuan (2) karena terjadi
keterlambatan pelaksancan pekerjoan akibat
keadcan kahar.

o) Keadaoan Kahar.

(1)

(1)

Yang dimoksud keadaan kahar adaloh suotu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pinak

sehingga pekerjoan/jasa yang telah ditentukan
dalom kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

{2) Yang digolongkan keadaaon kahar adalah :

(o) Peperangon;

(b) Kerusuhan;

(¢} Revolusi;

(d) Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai.
gunung meletus, tanch longsor, wabah
penyakit, dan angin topan;

(e} Pemogokan:;

(f) Kebakaran;

(g) Gangguan industri lainnya.

(3} Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hat yang
merugikan yang disebabkan olen perbuatan atau
kelalaion para pihak;

(4} Keterlombaton peloksanacn pexericon ycng
diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar
tidak dapat dikenai sanksi:

[5) Siopa yang menanggung Kerugian  ckibat
teriadinya keadaan kahar, ciserahkan pcda
kesepakatan para pihak:

{6) Hal-hal yang diombil untuk mengatasi terjadinya
keadaan kahar, diserahkan keocda kesepakatan
dari para pihak.

p) ltikad Baik.

Para pihak bertindak berdascrkan  asas - saling
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qa)

)

percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdopat dalam kontrak;

(2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak. Jika selama kontrak. salah
salu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.

Pemutusan Kontrak.
Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan
kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaity :

(1) Pemutusan kontrak oleh pihck  penyedia
barang/jasa;

(2) Pemutusan konitrak oleh  pihak pengguna
barang/jasa.

Penyelesaian Perselisihan.

Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak dalam kontrak. Cara yang diambil diserahkan
kesepakatan para pihak, dapat melalui pengadilan
atau dilvar pengadilan yaitu melalui  musyawarah,
mediasi, konsiliasi atau Badan Arbitrase, di Indonesia.

Bahasa dan Hukum.

Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa
dan hukum yang digunakan dalam kontrak.

Bahasa dalam kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

Hukum vyang digunakan adalah hukum Negara
Indonesia.

Perpajakan.
Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpagjakan

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di
Indonesia.

Korespondensi.

Korespondensi adalah ketentuan mengenai semua
korespondensi dalam kontrak daopat berbentuk surat,
telex, atau kawat dan ditujukan kepada alamat dari
para pihak.

Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai
alamat korespondensi.

el LTI 1
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v} Penggunaan Penyedia Barang/Jasa Usaha
Kecil/Koperasi Kecil.

(1

(2)

(3)

Apabila penyedia baraong/jase yang ditunjuk
adalah penyedia barang/jasa Usaha Kecil/Koperasi
Kecit maka dalom kontrak dimuat ketentuan
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan dilarang
diserahkon kepada pihak lain;

Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah
penyedia barang/jasa bukan Usaha Kecil/Koperasi
Kecil, maka dalam kontrak dimuat :

(o) Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama
dengon penyedia barang/jasa Usaha
Kecil/Koperasi Kecil setempat, antara lain
dengan mensub-kontrakkan sebagian
pekerjoannyaq;

(b) Dalam  melaksanakan  kewaqjiban  diotas
penyedia barang/jasa terpilih tetap
bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan
pekerjaan tersebut;

(c) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk
sebagian  pekerjaan, dilorang mensub-
kontrakkan seluruh pekerjoan tersebut;

(d) Membuat laporan periodik mengenai
pelaksanaan ketetapan diatas.

Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka
kontrak ckan batal don penyedia barang/josa
dikenakan sanksi sesuai pasal 33 ayat (2) Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 2000.

2) Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus ini adclah ketentuan-ketentuan yang
hanya beraku untuk salah satu jenis kontrak saja, jadi
ketentuan khusus ini tidak bisa diberlakukan untuk semua
jenis kontrak karena ketentuan khusus ini disesuaikan
dengan jenis pekerjaannya.

a) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Barang

(1

Standar.
Standor adalah ketentuan mengenai barang yang
disediakan oleh pihak penyedia barang/jasa harus

sesuai dengan standar yang teloh disebutkan
dolem spesifikasi teknis.

117



Felunjulk Teknls Keppros Nomor 18 Tohun 2000

118

(2)

(3)

(4)

(5)

(é)

Pengepakan.

Pengepakan  adalah  ketentuan mengenai
kewajiban penjual untuk melakukan pengepakan
atas barang-barang yang dikirim dari asal barang
sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan
dalarn kontrak.

Tujuan pengepakan ini adalah supaya barang-
barang yang akan dikirimkan terlindungi dari resiko
kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman
dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir
yang telah dicantumkan dalam kontrak.

Pengiriman.

Penginman adalah ketentuan mengenai
pengiiman barang yang dilakukan pihak penjual
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh

Pihak  Pembeli disesuaikan dengan jadwal
kebutuhan.

Transportasi.

Transportasi adalah ketentuan mengenai
fransportasi yang  digunakan untuk  pengiriman
barang (melalui laut, darat atau udara). Pemiiihan
alat  transportasi  ini diserahkan kepada
kesepakatan dari para pihak yaitu pihak penjual
dan pembeli. Biaya fransportasi pada wakty

pengiiman barang dimasukan dalam harga
kontrak.

Pemeriksaan dan Pengujian.

Pemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan
tentang pihak penyedia barang/jasa mempunya
hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian
atas barang untuk memastikan kecocokannyaq
dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah
ditentukan dalam  kontrak. Pemeriksaan dan
pengujian dapat dilakukan sendiri olen Pihak
Pembeli atau diwakilkan kepada Pihak Ketiga.

Layanan Tambahan.

(a) Penjual mungkin diperlukan untuk menyediakan
beberapa atau semua layanan lanjutan,
termasuk  penambahan layanan, yang
dituangkan dalom syarat-syarat khusus kontrak:

(b) Harga yang telah dibayarkan kepada penyedia
barang/jasa untuk pelayanan lambahan, jika
tidak termasuk dalam harga kontrak untuk
barang, sebaiknya disetujui terlebih dahulu oleh
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para pihak dan lidok melebihi harga rata-rata
yong dibayarkan untuk pihak loin sebagai
penyedia barang/jasa untuk pelayonan yang
sama.

b) Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi

(1)

(2)

Kewenangan Anggota Konsultan.

Kewenangan onggota penyedia jasa adaolah
ketentuan yang mengatur mengenai opabila
penyedia jasa adalah sebuah Joint Venture yang
beranggotakan lebih daori sebuah penyedia jasa.
anggota joint venture tersebut memberi kuaso
kepada salah satu anggota joint venture untuk
dapat bertindck dan mewakii hak-hak dan
kewajban anggota penyedia jasa lainnya
terhadap pengguna jasa.

Kewagjiban Penyedia Jasa.

(o) Umum

- Standar pelaksanaan jasa
Penyedia jasa ckan  melaksanakan
perjanjion dan kewagijiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya dengan penuh
tanggung-jowab, ketekunan, efisien dan
ekonomis serta memenuhi kriteria teknik
profesional dan melindungi secara efekdtif
peralatan-peralatan, mesin, matericl yang
berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

- Hukum
Penyedia jasa dalam melaksanakan jaso
sesugi  dengan hukum dari  negaro
pengguna jasa. Pengguna jasa secara
tertulis akan memberitahukan kepadao
penyedia josa mengenai kebiasaan-
kebiasaan setempat.

(b) Pertentangan Kepentingan

- Penyedia jasa tidak mengambil keuntungan
Penyedia jasa tidak akon menerima
keuntungan untuk mereka sendiri dan komisi
usaha (trade commision), rabat (discount)
atau pembayaran-pembayaran lain yang
berhubungan dengan kegiotan
pelaksanaan jasa.

119



Petunjuk Tekns Keppres Nomor 18 Tahun 2000

120

- Penyedia jasa dan anggotanya  tidek
bertentangan dengan kegiatan tertentu.
Penyedia jasa setuju bahwa selamaq
pelaksanaan kontrak, penyedia jasa
dinyatakan tidak  berwenang  untuk
melaksanakan jasa maupun mengadakan
barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

- larangan atas kegiatan yang bertentangan,
Penyedia Jasa, sub konsulton dan personil
tidak akan menentang secara langsung
atau tidak langsung kegiatan yang akon
menimbulkan  pertentangan kepentingan
(conflict of interest) dengan kegiatan yang
merupakan tugas penyedia jasa.

(c) Tanggung-jawab Penyedia Jasa

Tanggung-jawab  penyedia jasa  adalah
ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-
jawaban penyedia jasa sesuaqi dengan hukum
negara pengguna jasa.

(d) Pemeriksaaan keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
mengenai hal-hal dimana penyedia jasa akan
merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan perjanjian.  sehingga
dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain
itu, dengan ijin dari penyedia jasa atau
kuasanya, pengguna jasa dapat memeriksa
dan menggandakan dokumen pengeluaran
yang felah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah
berakhirnya kontrak.

(e) Tindakan yang perlu mendapat persetujuan

Pengguna barang/jasa sebelum dilakukan oleh
penyedia jasa.

Ketentuan mengenai findakan yang perlu
mendapat persetujuan penggunc barang/jasa
sebelum dilakukan oleh penyedia jasa dalam
nal :

- Memobilisasi keanggotaan personil  yang

terdapat dalam daftar:

- Membuat subkontrak dengan pengaturan (i)
cara seleksi, waktu, dan kudlifikasi dari
subkensultan harus mendapct persetujuan
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tertulis sebelum pelaksanaan, (i) penyedia
jasa bertanggung-jowab penuh terhadop
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukon oleh
subkonsultan dan personiinya;

(f) Dokumen-dokumen yang disiopkan oleh

penyedia josa dan menjadi hak milik pengguna
barang/josa.

Ketentuan ini mengenai semua rancangan,
gambar-gambar, spesifikasi, disoin, laporan dan
dokumen-dokumen lain serta software yang
disiapkan oleh penyedia jasa untuk pengguna
barang/jasa menjadi hak milik pengguna
barong/jasa. Penyedia josa tidak lama setelah
pekerican selesai atau berakhirnya kontrak
harus menyerahkan seluruh dokumen dan data
pendukung lainnya kepada pengguna
barang/jasa. Penyedia jasa dapat menyimpan
copy dari dokumen-dokumen tersebut:

(g) Peralatan dan bahan yong disediakan oleh

pengguna barang/jasa

Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan
dan bahan yong disedickan oleh pengguna
barang/jasa untuk kebutuhan pelaksanaan
pekeriaan oleh penyedia jasa. Pada saat
berakhirnya kontrak, penyedia jasa  harus
menyerahkan peralatan-peralaton dan bahan
sisa sesuai dengan instruksi pengguna jasa.

Personil Konsultan dan Subkonsultan

(a) Umum

Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan
penyedia josa akan mempekerjakan personil
atau sub konsultan sesuai dengan kualifikasi dan
pengolamannya.

{b) Personil Inti

Personil inti adalah ketentuan yang mengatur
mengenai :

--nama personil dan uraion pekeriaan,
kualifikasi  minimum,  perkiraan waktu
pelaksanagn;

- penyesuaian terhadap perkiraan waokiu
pekerjaan personii akan dibuat oleh
penyedia josa melalui pemberitahuan
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secara tertulis kepada pengguna barang/
jasa:

- jika terdopat pekerjaan tambah., maka
perkiraan  waklu  pelcksanaan  harus
ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

(c) Persetujuan Personil "

Tenaga kerja inti dan sub konsultan yang telah
disetujui oleh pengguna jasa, harus memberikan
data dirinya, dan surat keterangan tidak
mengidop penyakit berbahaya dan menular
(medical certificate) serta terdaftar atau tertera
dalam daftar personalia.

(d) Waktu kerja dan lembur

- jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja
inti ditentukan dalam dokumen kontrak:

- wakiu kerija tenaga kerfa asing yang
dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak
kedatangannya di Indonesia sesuai dengan
surat perintah mobilisasi;

- tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas
pekerjaan lembur ataupun sakit atau liburan,
karena perhitungan upah sudah mencakup
hal tersebut.

(e) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja

- penggantian dan perpindahan tenaga inti
hanya dapat diaksanakon  dengan
persetujuan pengguna baorang/jasa. Jika

memang terdapat hal-hal penting yang.

mengharuskan penggantian, maka atas
persetujuan pengguna bcrang/jasa, dapat
dilakukan penggantian tenaga kerja dengan
tenaga kerja yang setara atau lebih baik
tanpa menambah biayaq;

- jika pengguna bcarang/jasa menemukan
tenaga kerija yang melakukan kesalahan
serius atau terlibat tindak kejahatan, atau
mengabaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya, maka pengguna bcarang/jasa
dapat secara tertulis mengajukan
penggantian tenaga kerja tersebut.

122

B Ay L S e R b T TR ¢

S UL FEE s s WL




ang/

a
naka
"\p&us

glah
lkan
igak
Wigr
tera

€rja

ang
ljak
jon

JLOS
fan,
kup

int
an
ka
Ing
tas

15Q

R

(1)

(2)

Pelunjuk Teknis Kepores Nomor 18 Tahun 2000

c) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemborongan

- Personil

Personil adaloh  ketentuan mengenai pihak
pengguna barang/jasa (employer) dapat menilai
dan menyetujui penempatan/pengganticin personil
atau tenaga ahli menurut  kualifikasi yang
dibutuhkan.

- Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengguna

. Borang/lJasa

9

7

Peniloian pekerioan sementara oleh pengguna
barang/jasa adalah ketentuan mengenai pihak
pengguna barang/jasa dalam masg pelaksanaan
pekerjcan dapat melakukan penilaian atas hasil

pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia
barang/jasa.

Penemuan-Penemuan
Penemuan-penemuan adolah ketentuan

. mengenai penemuan-penemuan benda/barang
- Yang mempunyai nilai sejarah otau penemuan

kekayaan yong menurut Undang-Undang dikuasai
oleh negora di lokasi pekefjcon pada masa
pelaksanaan kontrak. Pihak penyedia barang/jasa
wajib memberitahukan kepada pihak pengguna
barang/jasa dan kepada pihak yang berwenang

~sesuai  dengan peraturan perundangan yang

beroku di Indonesia.

Kompensasi

Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia
barang/jasa bilamana dapat dibuktikan merugikan
penyedia barang/jasa dalam hal sebagai berikut :

(@) Pihak pengguna barang/jasa memaodifikasi atou

-mengubah jadwal dengan pihak lain yang
dapat  mempengaruhi pekerjaan penyedia
barang/jasa; :

(b) Keterlambat pembayaran kepada penyedia
barang/jasa;

(c) Pihak pengguna barang/jasa tidak memberikan
- gambar-gambar, spesifikasi atay instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkon untuk pelaksanaan
pekerjaan;

(d) Pihak penyedia barang/josa belum bisa masuk
ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan
dalom kontrak: 7

- {e) Pihak pengguna bdrong/joso menginstruksikan
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(5)

()

(7)

(8

ke pihak penyedia barang/jasa  untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan penguijian ternyata tidak
diketemukan;
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

(f) Kompensasi lain yang terinci dalom syarat
khusus kontrak.

Kompensasi dapat diberikan berupa penambahan
harga kontrak dan atau jangka waktu penyelesaian
pekerjaan.

Penangguhan

Pihak pengguna barang/jasa secara tertulis
memberitahukan kepada pihak penyedia
barang/jasa tentang penangguhan hak
pembayaran sesuai dengan proporsi, jika pihak
penyedia barang/jasa tidak melakukan kewajiban
sebagaimana mestinya, termasuk melaksanakan
jasa-jasa, disertai  alasan-alasan  yang  jelas
mengenai penangguhan tersebut, dan dibed
kesempatan kepada pihak penyedia barang/jasa
untuk memperbaikinya tidak lebih dar waktu
tertentu.

Hari Kerja

Hari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal :

(o) Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh pihak penyedia
barang/jasa dalam lembaran untuk dinilai oleh
pihak pengguna barang/jasa. masing-masing
lembaran ditanda-tangani oleh pekerja:;

(b) Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja
kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah
ditanda-tangani;

(c) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus
dilampirkan.

Pengambil-alihan

Pengambil-alihan adalah ketentuan mengenai
pihak pengguna barang/jasa akan mengambil alih
tempat dan pekerjoan dalam jangka wakiu 7
(tujuh) hari setelah dikeluarkannya keterangan
selesai/ pengakhiran pekerjaan.

Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
(a) Penyedia jasa diwajibkan memberikan petunjuk
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kepada pihak pengguna barang/jasa tentang
pengoperasian dan petunjuk perawatan,
~ sebagaimana yang ditetlapkan dalom kontrak:
(b) Jika penyedia barang/josa tidak melakukan hal
lersebut butir {a), pengguna barang/josa dapat
~ memperhitungkan  pembayaran  kepada
penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuon
dalam kontrak.

(9) Penyesudian Biaya

Penyesuaian biaya adalah ketentuan mengenai
harga kontrak dapat berubah akibat adanya

- eskalasi biaya. ‘

‘Perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku termasuk mata
vang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai
dengan kesepakatan para pihak.

c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
. Syarat-syarat khusus konptrak adalah ketentuan-ketentuan yang
merupakan tambahan dan penjelasan dari ketentuan-ketentuan
yang ada pada syarat-syarat umum kontrak. Dalam syarat-
syarat khusus kontrak dibagi menjadi dua yaitu :

1). Ketentuan Umum
Karena hanya bersifat tambahan, maka ketentuan ini
hanya berupa tambahan-tambahan dari ketentuan yong

ada pada syarat-syarat umum kontrok. Tombahan-
- tambahan ketentyan itu, misalnya :

a) Oefinisi (Tambahan Ketentuan 1 Syarat Umum Kontrak)
Oalam definisi ini dijelaskan tambahan dari istilah-istilah
Kontrak yang masih perly diberi arti atay ditafsirkan

~ artinya. | ' '

b) Asal Barang dan Jasa (Tombahan Ketentuan 3 Syarat
Umum Kontrak)

Dijelaskan lebih terinci mengenai dari mona asal barang
atau josa yang menjadi obyek konirak.

c) Jaminan (Tambahan Ketentuan & Syarat Umum Kontrak)

Dijelaskan mengenai besarnya jominan, bentuk dan

- jangka wakiu pemberian jaminan dari pihak penyedia
barang/josa kepada pihak pengguna barang/jasa.

d) Asuransi (Tambahan Ketentuan 7 Syarat Umum Kontrak) -

-~ Dijelaskan mengenai apa saja yang periv diasuransikan

dan besarnya premi, serta siapa yang menanggung
premi asuransi tersebut.
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2).

i

e) Pemboyaron (Tombahon Ketentuon 8 Sycrat Umum
Kontrak)

Dijelaskan lebih ferinci mengenoi :

(1) Termin pemboyaron dari pembaoyocron pertoma
sampai dengon pembayaran terakhir:

{2) Rincion mengenaijumich pembayarcn;

{3) Penjeloson mengenai moto vang yong digunokan.

f) Horga (Tambohan Ketentuan 9 Syarat Umum Kontrak)
Penjelosan lebih terinci mengenai harga kontrak sertq
dijelaskan mengenai sumber pembiayaon.

g) Haok dan Kewojibon Para Pihak {Tambaohon Ketentuan 11
Syarat Umum Kontrak)

Tombahan penjelason mengenai hok dan kewajiban

dari paro pihak dalom kontrak (pihak pengguna jasa _

don pihak penyedia josa).

h) Penyelesaion Perselisihan (Tambohan Ketentuan 16
Syarat Umum Kontrak)
Penjelason mengenai pengadilan mano atau badan
orbitrase mana yang dipilih  untuk menyelesaikan
perselisihan antara para pihak dalam kontrok.

Ketentuan Khusus

Ketentuan-ketentuan tambahan yang masih  perly
dicontumkan, sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk
mosing-mosirl\g jenis pekerjaan :

a) Kontrak Péngodoon Barang: ’ ,

Layanan *;Tcmbohon : menjelaskan jenis peloyanan
1ombqhqn yangq diperiukan. o

b) Kontrak Pengadaaon Jasa Konsultonsi:
c) Kontrak Pengadoan Pekerjaan Pemborongon/Sipil

(1) Kompensasi (Tambahan Ketentuan-Ketentuan
Khusus Syarot-syarat Umum Kontrak)
Menjelaskan hal-hal lain yang lergolong terjadinya
kompensasi.

(2) Pedoman - Pengoperasion dan  Perawotan
- (Tambahan ketentuan-Ketentuan Khusus Syarat-
syarat Umum Kontrak)

{o) Hakhal yang disyaratkan dalom petunjuk
pengoperasion dan perawatan;

- B dem e

[P P P VIR SR )

- 7]

™



Palunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000

(b) Jumioh *~ yang fidok dimasukkon  dolom

nufn kelentuon  petunjuk  pengoperasian  don
perawalan. :

)

ma d. Lampiran-Lampiran

Lampiron-lompiran kontrak menjadi satu kesatuon yong fidok
terpisahkan dori kontrak, ferdiri otas :

aQn.
1) Uniuk pengadaan jasa pemborongan, terdin dori :
wd o) Spesifikasiumum:
° b) Spesifikasi khusus:
v 1
c) Data penawaran;
)Pn
%Q . d) Gambar-gombor; o
e) Adendum-qdendum proses penaowaran;
16 : | o
. f) Dokumen lainnya : _
lan : : - Surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa;
'qn - - Jominan pelaksanaan;
: - Jaminan uang muka.
2) Uniuk pengadaanjasa konsultansi, terdiri dori :
flu - ‘
tuk a) Syarat umum kontrak:
0 : | ' o b) Syorat khusus kontrak;
an c) Kerangka Acuan Kerja;
i . ) ‘ R
‘d) Hasil negosiasi;
j ' e) Gambar-gambar;
¢ ‘ |
b - - 1) Adendum-odendum proses penawaran;
n

.+ g) Dokumen lainnya : |

/0 | - Surat keputuson penetapan penyedia borang/jasa;
-~ Jominan vuang muka. '

n 3) Pengadoan Barang/Jasa Lainnya, terdin dari:

a) Syorat umurﬁi

b) Syorat khusus;
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c) Dala pendworon:
d) Gambar-gombar;
e) Adendum-adendum prosesbvenow'orcn; )
f) Dokumen loinny;o: |
- Surat keputusan penetapan penyedio borang/jasa;

- Jaminan pelaksanoan;
- Jaminon vang muko.

PELAKSANAAN KONTRAK

1. Ketentuan Umum

a. Surat Peﬂntoh Murl"ol Kerja (SPMK)

1)

2).

3)

Selambaot-lambatnya 14 (empat belas) hari sejok tanggal
penanda tanganan kontrak, pengguna barang/jasa sudah
harus menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK});

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lombat dimulainyo

pelaksanaan kontrak yang okan dinyatakan Pihak Kedua
dolom pernyataan dimulainya pekerjaan;

Untuk kontrok - sederhana, tanggal mulai kerja dopat
ditetapkan sama dengan tanggal penandatangon kontrak.

b. Penggunaan Progrojm Mutu

1)

2)

Progrom mutu pengoid‘oérvi’ borchg_/jdso harus disusun oleh
penyedia borang/jasa  dan = disepakoti pengguna
barang/jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak

-dan daopat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan;

Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi :

a) informasi pengadoan barang/jasa;

b} organisasi proyek, pengguna barang/jasc dan penyedia
barang/josao;

¢) jadwal peloksanaan;

d) prosedur peloksonoan pekerjaon;

e) prosedur instruksi kerja;

f) pelaksana kerjo.

[ ——
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. Mobilisasi

Mobilisasi paoling lambal horus sudoh mulai dilo'.sonokan
dalom waktu 30 {tigo puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

Mobilisasi meliputi : _ .
o} mendatongkan  peraloton-peralatan terke’t ycng
~ diperlukan dalom pelaksanaan pekerjaan;

b) mempersiopkan fosilitas seperti kantor, rumah, gedung

loboratorium, bengkel, gudang. dan sebagainya;
c) mendatongkan personil-personil.

Mobilisosi  peralaton  terkait dan  personil  penyedio
barang/joso dapat dilokukan secoro bertahap sesuai dengan

kebutuhan.

. Pemeriksaan Bersama

Pada tahap owal periode pelaksanoan kontrak dan poda
pelaksanaan pekefjoan, pengguna borang/josa bersama-

sama  dengon  penyedioc  barangfjasa  melakukan
pemeriksaan bersama;

- Unluk -pemeriksaan  bersama ini, pengguna borong/josa

dopat membentuk panitio peneliti pelaksonaan kontrak;

Apabila dolom pemeriksaan bersama mengokibatkan

- perubahan isi kontrak maka horus dituangkan dolam bentuk

adendum kontrak.

. Pembayaran Uang Muka

Penyedio barang/jasa terlebih  dahulu rnengajukan
permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada
pengguno  barangfjosa  diserfai  dengan  rencona

penggunaan uang muka untuk melaksanokan pekerjoan
sesuai kontrak; a

Pengguna barang/jasa menyelesaikan proses permohonon

“tersebut ‘pada butir 1) ‘yang nilainya sesuai dengon yang

- ditetapkan‘dalam kontrak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

‘ ‘3)

4)

jaminan vang muka diterima dari penyedio barang/josa:

Besornya ‘jominan uang muka horus bernilai sekurang-

~ kurangnya sama dengan jumlah vong muka yang diberikan:

Jominan vang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau
peruschoon asuransi yang mempunyaoi program asuransi
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5)

é)

kerugion (surety bond) don harus direasuronsikan kepada
perusahoan asuransi luar negeri yong bonafid:

Pengembalian vang muka diperhitungkan berangsur-angsur
secara proporsional padao setiop pembayaron prestasi
pekerjoon dan paling lombat horus lunas pada  sact
pekerjoan mencapai prestosi 100 % (seratus per seratus):

Nilai jominan uang muka secaro bertchap dopat dikurangi
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjoan.

Pembayaran Prestas! Pekerjaan

)

2)

3)

4)

5)

1)

2).

Pembayaran prestasi hasil  pekerjoan yong disepakati
dilakukan oleh pengguna borang/jasa, apabila penyedia
barang/jasa telah mengaojukan tagihan disertai laporan
kemaojuan hasil pekerjoan:;

Pengguna bqrdﬁg/joso dalom kurun waktu 7 (tujuh) hari harus

.sudah mengajukan Surat Permintaon Pembayaran (SPP)

untuk pembayaran prestasi kerja;

Pembayaran prestasi hasil pekerjoan yang disepakati dapat
dilokukon dengan sistem bulonan atau sistem termin yang

didasarkan pada prestasi pekerjoan sebagaimana tertuang
dalam dokumen konirak;

Pembayaran bulanan/termin  harus  dipotong  jominon

pemeliharaan, angsuran uang mukao, denda (jka ada), don
pajak; ‘ ‘

Untuk kontrak yang  mempunyai subkonirak, permintaon
pembayaraon kepada pengguna barang/josa  harus

dilengkapi bukti: pembayaran kepada seluruh subkontraktor - - .

sesuai dengan perkembangan {progress) pekefiaannya.

. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Untuk kepeniin‘éon pemeriksoan, pengguna barang/jasc
dapat membenfuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak:

Apabilo terdopat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gombar dan
spesifikasi yang ditentukan. dolom dokumen kontrak, maka
pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa

dopat melakukon perubahan kontrak yarig meliputi antara
lain: ‘
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a) menombah atau ‘mengurangi volume pekeriaan yang
- tercantum dalam kontrak;

b) mengurangi atau menambah jenis pekefjaan;

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lopangan;

d) melaksonakan pekerjaan tambah yang belum tercantum
dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh pekerjaan. '

-Pekerjaan tambah dalam rangka penyelesaian pengoddcn

josa pemborongan dan barang/josa lainnya dengan
pertimbangon satu kesatuan tanggung jowab teknis dengan
nilai tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang
tercantum dalam surat perjanjion/kontrak asal;

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna

-barang/josa secara tertulis kepada penyedia barang/josa,

ditindaklonjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan
tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercontum

© dalam kontrak awal;

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acora
sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada

penyedia barang/jasa dan atau pengguna barang/jasa
karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak:

‘Besarnya denda kepaao penyedia barang/jasa otas

keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu
per seribu) dari harga kontrak otau bagian kontrak uniuk

,;s.eticpj,‘hgri.Aketerlomboton. Besarnya denda maksimum
- adalah sebesar nilai jominan pelaksanaan;

Besarnyo denda yang dibbycr oleh pengguna barang/josa
atos keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat

- suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan
- Bank Indonesia. .atau dapat diberikan kompensasi sesuai

ketentuan dalam.-dokumen kontrak:

Tata cara pembayaran denda dan atau kompensasi diatur di
dalam dokumen kontrak.
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I. Pembayoran Kontrak dengan Perhitungan Penyesuaion Harga

1) Pemboyaran kontrak dengaon rumus penyesuaian horga dopot
dulokukon opob'lo telah tercontum di dalam dokumen kontrak:

2) Rumus penyesuonon horga duberlokukon terhadop kontrak
- jangka ponjong {lebih dari 12 bulan). ‘

j. Keadaan Kahar (Force Majeur)

Apabila terjadi keadaon kohor moka penyedia barang/josa
memberitahukan dolom wakiv 14 {empat belos) hari dari har
teriodinya keadoon. kohar dengan menyertokan pernyataan
keadaon kohor dori mstonsu yang berwenong

k. Penghentian dan Pemutuson Kontrak

1) Penghention konirok dapat dilokukan karena pekerjoan
sudah seleson )

2) Penghenhon kontrak dilakukan kareno terjodinya hal-hal
dilvar kekuasaon kedua belah pihak sehingga para pihak
tidak dopat meloksonokon kewagjiban yang ditentukan di

- dalom kontrak antara lain :
a) timbulnyo perang;
b) pemberontakon di wilayah Republik Indonesia:
c) keributan, kekacauan dcn huru-horo
d) bencono alam.

A L Tl B WA Ykl SV Mo Biis L e L ot B

‘Dalam hal kontrak di henhkon maka pengguna barang/jasa
wajib membaoyar kepada penyedia barang/josa sesuaqi

dengan prestasi atau kemo]uon pelaksanaan proyek yang ‘
teloh dicapoi: | 7 !

3) Pemuiuson kontrak  dilokukan  bilamana penyedia
baraong/jasa cidera jonji, tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jowabnyo sebagaimana diatur di dalom kontrok.
Kepada penyedia borang/jasa dikenackan sanksi sesuai
- ketentuan dalom dokumen kontrak; -

4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti
melokukan kolusi, kecurangan atau tindak korypsi baik dalam

proses pengadaan maupun pelaksonaan pekerjaan, dolom
halini:

a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu

{1} jominon peloksanaan dicairkan dan disetorkan ke
kas negara/daerah/BUMN/BUMD;
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(2) siso uong muka horus dilunasi oleh penyedia
 barong/jasc;

(3) pengenocon daftar hitam uniuk jongko woktu
terteniu.

b} Pengguno barong/josa dikenokan sanksi berdasorkan
Peraturan  Pemerintich  Nomor 30 Tohun 1980 atau
peraturan perundangan yang berlaku.

Jasa Pemborohgon
a. Ketentuan Umum

" Ketentuan umum pddo Bob V butir C.1. diatas dinyotokon beriaku

untuk peloksanaan konirak jasa pemborongan kecuali dinyatakan

lain pada ketentuan berikut ini.
. Surat Perintah Muicl Kerja (SPMK)

~ Selombat-lambatnya 14 {empat belos) hari sejok tanggal penanda

1ohgdncn kontrok, pengguna barang/josa sudah  horus
menerbitkan Sural Perintah- Mulai Kerja (SPMK) yang sebelumnya
didahului dengan penanda tanganan Berita Acara Serah Terima
Lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/josa.

. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1) Sebelum pelaksanaan kontrak, pengguno barang/joso
bersama-somo dengon penyedia barang/jasa.  unsur
perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu
menyusun rencana pelaksanaan kontrak;

2) Pengguna barang/jasa harus menyelenggarakan rapat
persiopan pelaksanaan kontrak selombat-lambatnya 7 {tujuh)
hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK;-

3) Beberopa hal yang dibohas dan disepakati dolom rapat
persiapan pelaksanaan kontrok adalah ;.
a) organisasi kerjo;
b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan:;
¢} jodwal pelaksanaon pekerjaan;
- d) jodwal pengadaan bahan, mobilisasi peralaton dan
personil;
e) penyusunan rencana dan peloksanoon pemeriksaan
lapangan;
f) pendekatan kepada masyarakat don pemerintoh daerah
setempat mengenai rencana kerjo;
g) penyusunan program mutu proyek.
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d. Laporan Hasll Pekerjaan

1)

2)

3)-

4)

J)

é)

)

2)

~Untuk  kepentingon pengendolion  don pengawoson

pelaksonaon pekerjaon, seluruh aklivitas kegiotan pekerjoan
di lopangan dicatot di dalom buku harian sebagai loporan

harion pekefjoon berupa rencano don reolisasi pekerjaon
harian.

Loporan harian berisi :

Q) kuantitas dan macam bahon yang berodo di lopangan;

b) penempaton tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

¢) jumiah, jenis dan kondisi peralatan:

d) kuontitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan: ‘

e} keadaon cuoca termasuk hujon, banjir dan peristiwa alam
lainnya  yong berpengaruh terhadop  kelancaron
pekerjoan; ' | '

f) cotaton-cotatan  lain yong berkenoan dengan
peloksonan.

Laporon harion dibuat oleh penyedia barang/joso, bilomang

perlu diperikso oleh konsultan, dan disetujui oleh pengguna
barang/josa; '

Loporan mingguan dibuat setiop minggu yang terdir dan
rangkuman loporon harion dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerioon dolam periode satu minggu, serla hal-hal penting
yong periu ditonjolkan;

Loporon bulonan dibuat setiop bulon yang terdin dari
rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjoan dalom periode satu bulan, serta hal-hal penting

- yang perlu ditonjolkon;

Untuk merekom kegiatan pelaksanoan proyek, pengguna
barang/jasa membuat foto-foto dokumentasi peloksanaon

- pekerjaan di lqungon, :

Perpanjangan Wakiu Pelaksanaan

Perponjangon ' wakiu pelaksanaan dapat diberikan oleh
pengguna barang/jasa atas pertimbongan yang layak dan
wajar; ,

Yang dimaksud hal-hal yong Ic:yck dan wajar untuk
perpanjangan wakiu pelaksanaan adalah sebagai berikut
a) pekerjaan tombah; -

b) perubohan disain:

¢) bencana alom;

!
|
|
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d) kelerlombalon yong disebabkan oleh pihok pengguna
- barang/jasa:
e) mascloch yong fimbul diluar kewenangan penyedia
borong/jasa:
f) keadoon kahor {force majeur].

Pengguna borang/joso dopal menyetujui perpanjangon
wakiu  pelaksonaon alas konlrak  seteloh  melakukan
penelition don evaluasi terhadap usulan tertulis yang digjukan
oleh penyedia barang/josa:

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanoan diluangkan di
dalom adendum kontrak.

Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontroktor

1)

2)

3)

4)

N

2)

3)

Penyedio borang/josa yang mempunyai harga kontrak diotos
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milior rupich} waijib
bekerja somo dengan penyedic barang/josa golongan
Usaha Kecil/Koperasi Kecil di doerah kabupaten/kota
setempat, yoitu dengon mensubkontrokkan sebagion
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama:

Bagion pekerjoon yang disubkontrakkan tersebut harus diatur
dalam kontrak dan disetujui tedebih dahulu oleh pengguna
barang/jasa;

Penyedia barang/josa tetap bertanggung jowab otos bogian
pekerjoan yang disubkontrakkan tersebut:

Ketentuan-ketentuon dalom sub kontrak harus mengacu
kepada kontrak serto menganut prinsip kesetaraan.

. Serah Terima Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100% {seratus per seratus), penyedio
barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjoan;

Pengguna barang/jasa melakukan penilaion terhadap hasil
pekerjoon yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/
jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan daon atau
cacat hasil pekefjaan, penyedia barang/jasa  waijib
memperbaiki/menyelesoikannya;

Pengguna borang/jasa menerima penyerahon pekerjaan

setelah seluruh hasil pekerjaan diloksanakan sesuoi dengan
ketentuan kontrak;
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4)

5)

é)

7)

8)

Pembayaoran dilakukan sebesar 95% {sembilan puluh lima per
seratus) dari nilai kontrok, sedangkon yang 5% (ima per
seratus) merupakan retensi selomo masa pemeliharaan atou
pembayaran dilakukan sebesor 100% [seratus per seratus) dari
nilai kontrak dan penyedia barang/jasa horus menyerahkon
jominan bank sebesar 5% (limo per seratus) dari niloi konirak
yang diterbitkan oleh Bank Umum otau oleh perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety
bond) dan direosuransikan kepada perusahoan asuronsi di
luar negeri yang bonafid;

Penyedia barang/josa wajib memelihara hasil pekerjaan
selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti
pada saat penyerchan pertama pekerjaon;

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedio barong/joso
mengajukan permintaan secora tertulis kepada pengguna
borong/jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;

Pengguna barang/josa menerima penyerahan  gkhir
pekerjaan seteloh penyedia barang/jasa melaksanakan
semua kewajibannya seloma maso pemeliharoan dengan
baoik don wajib melakukan pembayoron sisa nilai kontrak
yang belum dibayar;

Apabila penyedic barang/jasa  fidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebogoimana mestinya  makg
pengguna barang/jaosa berhak menggunakan uang jaminan
pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Jasa Konsultansi

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada Bab V butir C.1. dinyatakan berlaku untuk
pelaksanaan kontrak jasa konsultansi kecuali dinyatakon lain pada
ketentuan berikut ini.

Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pengguna josa bersoma penyedia jasa melakukan persiapan
pelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi, mobilisasi,

rencana pengadaan perolatan, bohan, wakiv dan tata cora -

- pelaksanaan pekerjoan serta pelaporan kemajuan pekerjaan.
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c. Pemeriksoan Personil dan Peralatan

)

2)

3)

‘Pemeriksaon (inspeksi) peralatan dan tenoga kerfja horus
diloksanokon seteloh personil ofou peralatan tibc dilokasi
pekerioon don dibuotkan berita ocara hosl inspeksi/
pemeriksaan yong ditondatongani oleh penggun:a borang/
jasa don penyedio jaso:

Bilo hasil inspeksi/pemeriksaan  personil  dan peralatan
ternyata  belum memenuhi  persyaratan ncmun  tidok
mengganggu kelancoran operosi, maka penyedia josa
dapot melanjutkan pekerjaan dengan catatan personil dan
peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera digonti
sesuai dengan waktu yang disepakati bersama:

Poda wokiu penyedio josa mulai melaksanakon tugasnya,

~ pengguno borang/jasa  horus melakukan pengecekon
~ apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak.

Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh penyedia

jasa

1)

2)

| .3),

Penyedia josa tidok dibenarkon m‘elcku‘kcn penggantion
personil dan otou peralatan tanpo’ persetujuon pengguna
barang/josa;

Apabila personil don atau perolotan dori penyedio josa
tersebut akan diganti moko penyedio jasa horus mengojukan
permohonan terlebih dahulu kepada pengguna barong/jasa
sebelum melaksanakan penggantian personil don atau
peralatan tersebut;

Untuk ' 'mengajukan  permohonan penggantian personil,
penyedia  josa diwagjibkan melompirkan riwayact hidup/
pengalaman kerja personil yang diuvsulkan dan disertai olosan
penggantion personil yang tidak dapat melaksanakan tugaos
sebagaimana tertuang dalam Igontrok.

B e, Penggahtion Personil Penyedla Josa yang Dimintakan Pengguna

Jasa

1)

Apabila pengguna borang/josa menilai bohwo personil dori

" 'penyedia barang/josa tersebut tidak mampu atau tidak

‘dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuon
tidak baik, pengguna josa harus segero memerintahkon

kepada penyedio josa untuk mengganti personil dengan
kualifikosi keahlion yong soma;
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2) Dalam wakty fidak lebih dari 15 (imo belos) hari penyedio

josa menggaonti personil dengon keaohlian yong setora atau
lebih boik tonpa penambahan biayo;

3) Apobila woktu 15 {lima belas) hari teriompaoui, maka
penyedia jasa horus melaporkan kepada pengguna
barang/jasa.

~ Pembayaran Uang Muka

Uang muka diberikan untuk membiayoi mobilisasi peralatan don
personil dan pengelgoron bulon pertama. Besoran vong muka
maksimum 20% (duo puluh per seratus) dari niloi kontrok untuk
penyedia jasa golongah menengoh dan besar. Sedangkan untuk
penyedia josa golongon usaha kecil, vang muka maksimum
sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak. Uang muko
diberikan seteloh penyedia jaso yang bersangkutan menyerahkan
jominan uang muka senilai uang muka yang diminta.

Penyelesalan Pekerjoan

Pekerjaon dinyatakan selesoi apabila penyedia jasa teloh
menyerahkan loporan okhir pekerjaon dan diterima oleh
pengguna barang/jaso.

Pengadaan Barong

Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada Bab V butir C.1. dictas dinyatakan berlaku

untuk peloksanaon  kontrak - pengadaon  borang  kecudli
dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.

Surat Pesanan

1} Pengguna bordngf;oso harus menerbitkan surat pesanan
(SP)/Purchase. Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat

 belas) hari ‘kefo sejok tanggal keputusan penetapan
penyedia barang/jasa;

2) Selombat-lambatnya 7 (tujuh) hori sejak tanggal penerbitan
surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO}, surot pesanan
(SP)/Purchase Order [PO) tersebut harus sudah disetujui/
ditanda tangani diatos kertas segel/bermaterai  oleh
penyedia barang/jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan;

3) Tonggal penanda tanganan surat pesanan (SP)/Purchase
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Order (PO} oleh penyedio barang/josa ditetopkan sebagoi
langgal owal perhitungon waktu penyerchan;

4) Pesanon barong yong teloh diserahkan sebelum diterbitkan
surat pesanon/purchase order, harus dinyatokon secara jelos
dalom surat pesanan (SP)/Purchose Order (PO).

. Petsiopan Pelaksanaan Konirak

Persiapan pelol&sonoon Kontrak berupao :

1). Penyedio barang/josa membuat penjelasan detil terhadop
borang yong akan dikiim untuk pabrikasi sesuai dengan
pesanan;

" 2).  Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan “Sistemn

harga satuon” maka harga sotuon, jodwal don iempot
‘pengiriman serta perkiraan jumloh barang harus ditetapkan.

Inspeksi Pabrikasi

1) Penggunc barong/jasa otau jdsc inspeksi yang ditunjuk
pengguna barang/josa dapat melokukan inspeksi atas proses
pcbrikqsi borong/peroloton khusus yang nilainya besar:

2)  Jadwal, iémpot. dan ruang lingkup inspeksi harus disepakati
kedua belah pihak: '

3)  -Biaya p‘eloksonoon‘ inspeksi termasuk ddlom harga kontrak.

Perubahan lingkup

Berdasarkan pertimbcng’on‘eﬁsiensi. ekonomis dan kesempurnaan
hosil, pengguna barang dopat menguboh  surat pesanan

{purchase order) dengan persetujuon penyedia barang/jaso

sepanjang tidak mengurangi kualitas dengan mempertimbangkan

tersedianya onggaran dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh per
seratus) dari nilai kontrak.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual
Pehyedio borong/ioso harus menjamin pengguno barang/josa
bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar hok otas

kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan dalom peraturan
don perundang-undangan yang berlaku.
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g. Pengliiman

1)

2)

3)

Penyedia barang/josc memberi informasi kepada pengguna
barong/josa tentong jodwal pengiimeon borang serto
menyampaikan dokumen pengiriman barong:

Sarana transportosi yang dipokci sesuci dengcn dokumen
kontrak;

Untuk barang-barong yang mudah rusak atau berisiko tinggi.
penyedia borang/jaso harus memberikon informasi secara ringi
lentang cara penanganannya. :

h. Serah Terima Barang

1)

2)

3)

4)

3)

Pada soat penyerahan barang harus dilokukon penelitian atas
spesifikasi, mutu, kglengkopon don kondisi nyata dicocokkan
dengan yong tertuong dalam surat pesanan/purchase order

dan otou dokumen yang menyeriai penyerohon barang;

Hosﬂ penelition dituangkan dolcm Berita Acoro Seroh Terima
yong ditondatongoni oleh penyedia barang/josa dan
pengguna barang/josa;

Berita Acoro serah terima merupakan dokumen yang harus
dilampirkan dolom surat permintoon pembayoran, kecuali
dalom hal digunokan letter of credit(LC);

Pengguno barong/josa dapat menunjuk wakil untuk memeriksa
barang yong okan  diserahkan sebagai  petugas
penerimo/pemeriksa dan menandatangani berita acara;

Apabila hasil pemenksocn barang tidak sesuai dengon jenis
don mutu bcrong yang ditetopkan dalam kontrak/P.O,
penggunc barang/josa berhak menolak borang tersebut dan

~ penyedio bdrang/jasa harus menggonti barang yang tidak

sesuai fersebut dengan biayo sepenuhnya ditanggung
penyedia barang/josa.

I UjiCoba

1)

2)

3)

o

Setelah barang dikiim, barang divji-coba oleh penyedia
borongljcso disaksikan oleh pengguna barang/jasa:;

Hasil uji coba dituqngkon dalam berita ocaro;

Apabila pengoperasian borang tersebut memerlukon keahlian
khusus maka horus dilakukan pelatihan kepada pengguna

i e o e £ e A
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‘barong/josa oleh penyedio barong/josa. bioya pelatihan
termasuk dalom horgo borang:

4) Apabilo uji coba fidok sesuai dengan spesifikasi yong
ditentukan dalom konfrok, moka penyedio borang/jaso
-memperbaiki otou menggonti perolatan/berong  tersebut
dengaon biayo-biaya sepenuhnya ditonggung penyedia
barang/jasa.

.} Asuransi

1) Penyedio borang/josa harus mengasuransikan barang-barang
‘yong akon dikirm sesuoi dengon aturan yong berioku don
ketentuan yang tercantum dalom kontrak:

2) Penerima moanfaat horus dijelaskon dalom dokumen asuransi
yang disesuaikan dengan kontrok.

©"" 'k pembayaran -

' 1) Penyelesaion pembayaran hanya dapat diloksanakan seteloh
borang dinyatakan diterima sesuoi dengan berita ocara serah
terima borang dan. biomona dianggop periu dilengkapi
~dengan berita acara hasil uji cobo;

~ 2) Pembaycran dengan lefter of credit mengikuti ketentuan
umum yang beroku dibidong perdagongan.,

‘5. Pengadaan Jasa lolhnyo
a. Ketentuan Umum

~ Ketentuan umum pada Bab V butir C.1. diatas dinyatakan berakuy
- untuk - pelaksanaan kontrak pengadaan jasa lainnya kecuali
dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.

b. Pemerksaan Personil dan Peralatan

1) ‘Pem'eri‘ksocn‘ (inspeksi) perolatan don tenoga kerjo horus
dilaksanakan setelah personil atau peralatan dilokasi pekerjaan
siap  diperksa dan  dibuatkan  berita ocara  hasil
inspeksi/pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyedia jasa
dan pengguna barang/joso:

2) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil don peralatan ternyata

belum memenuhi persyaratan namun tidok mengganggu
kelancaran operasi, maka penyedio jasa dopat melanjutkan
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BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGER|

1. Umum

a. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari
lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain, baik daloam
bentuk devisa dan otou devisa yang dirupichkan maupun dalom

bentuk barang dan atau jasa yang harus dibayar kembali dengon
persyaratan tertentu.

. Hibah luar negeri adalah penefimaan negara yang diperoleh dari
lembaga keuangan internasional maupun negara-negara sahabat
dalom bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun
dolom bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan
pelatihan yang tidak perlu dibayar kembaili.

C. Pinjoman dengan fasilitas kredit Ekspor (export credit) maupun trede-

reloted aid odalah pinjoman luar negeri yang diberikan oleh lembaga
kevangan suatu negara yang didukung oleh negara yang
bersangkutan dalam bentuk pemberian pinjoman longsung, subsidi
bunga, bantuan keuangan, jominan dan asuransi dan sebagainya
untuk meningkatkan ekspor Negara yang bersangkutan atau bagian

terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang dari
negara pember pinjoman.

A S T e s S R ST I A S
o

d. Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tohun 2000 dan
Petunjuk Teknis ini beraku bagi pengadaan borang/jasa yang dibiayai
sebagion atau  seluruhnya dengan pinjoman/hibah  luar negeri
sepanjang ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 18
Tahun 2000 dan Petunjuk Teknis ini sesuai cfau fidok bertentangan
dengan pedoman dan keteniuan Pengadaan barang/jasa dari
pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan atau kesepakatan-

kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan
pemberi pinjoman.

4 f. Pengguna barong/jasa yang dibiayai sebagion atau seluruhnya
dengan pinjaman, wajib memahami isi semua dokumen penyiopan,
penilaian dan pelaksanaan proyek, serta Naskah Perjanjian Luar Negeri
(NPLN) atau dokumen kesepahaman (Memorandum of Understanding)
dan ketentuan-ketentuan peloksanocan  proyek dan guidelines
pengadaan yang ada dari pemberi pinjaman bersangkutan.
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Pengadaan Barong/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant = Agreement/
Commitment Pledge

Q.

Kredit Ekspor dan Kerjcsomc Perdagangan

q.

‘Pengadaan barang/jase pade umumnya dilckukan seteloh MPLN/gront

ogreement/commitment pledge disepakoti pemerintah RI dun pemberi
pinjaman/hibah kecuali untuk beberopa pinjomon bilateral:

Pengadoan borang/jaso yang sebagian atou seluruhnya dibiayoi dari
pinjoman/hiboh luar negeri dan dilakukan seteloh penandatangan
NPLN/grant ogreement/commitment pledge. pelaksanoonnya horus
mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines) dari pemberi pinjoman don
alou ketentuan-ketentuan loin yong disepokati oleh pemerintch Rl
dengan pemberi pinjaman dalom NPLN/grant agreement/commitment
beseria dokumen persiopan maupun dokumen-dokumen proyek dolam
rongka peloksanoan proyek terkait.

Kelentuon dolom Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 don
Pétunjuk Teknis ini beroku sepanjong sesuci don alou tidok
berteniangan dengan ketentuon-ketentuan (guidelines) dori pemberi
pinjoman don otau ketentuan-ketentuan lain yong disepakati oleh

~ pemerintah Rl dengon pemberi pinjomon  daolam NPLN/grant
“ogreement/commitment beserta dokumen persiagpan moupun

dokumen-dokumen proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait.

!

Pengadaan barang/jasa yong okon dibiayai dengan kredit expor harus
melalui cara pelelangon internasional.

Pengadaan borang/josa yang dibioyai sebagion atau seluruhnya dari
kredit ekspor harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalom
buku biru {blue book) yong diterbitkan Boppenas don baru dapat

-diloksanakan seteloh alokasi pembiayaan kredit expor disetujui Menteri

Koordinator bidong EKUIN.

Pembioycan yong diperukan untuk pembelanjocn lokal (local
expenditure): yong tidak dibiayai kredit ekspor horus  dijomin
ketersediaan dana pendampingnya oleh instansi peloksana proyek dari
bagiaon anggarannya.

. Peserta pelelangan internasional memasukon penowaran administratif,

teknis, harga don penaworon sumber pendanaannya yong
. persyaratannyo sesuai dengan ketentuon QECD menyangkut antaro
- lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaon

dori  kredit ekspor maupun trade-reloted cid; jangka waokiu
pengembalion maksimum yang dapat diberikon: besornya insurance
premium; interest rote: don sebogainyao.
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e. Penawaran

f.

1

2)

Tahap-tahop penylopon pelelongan sepenuhnya mengacu
kepada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dcn Petunjuk
Teknis;

Penawaran disompaikan dalom dua tahap, yoitu persyaratan
administrasi  dan tekms disompaikan pada tchop pertama,
sedangkan harga penawaran dan penawaran sumber
pendanaanya (kondisi dan syarat pinjaman) disampaikan ‘pada
tahap keduo seteloh ditetopkan penawar yang memenuhl syarat
teknis.

Evaluasi Penawaran

1)

2)

3)

4)

5)

-

Metoda evaluasi teknis maupun harga dan pembiaycan {termasuk

~ syarat- syorot finansial yang yang dikehendaki) harus sudah

dicantumkan dolam dokumen pelelangan;

Evaluasi penawaran  teknis dopat  dilakukan . dengan
membandingkan spesifikasi teknis disain atau kinerja disain antara
spesifikasi teknis yang dicanfumkan dalom dokumen lelang
dengan spesifikasi teknis atau kinerja disain yong diajukan

penyedia barang/jasa;

Setelah dilokukan evaluasi teknis, ditetapkan dan dlumumkon
penawar yang memenuhi persyaratan;

Evaluasi penawaran harga dan penowaran pembiayaan
dilakukan setelah penawaran tahap. dua  diterima. Evaluasi
penawaran harga dilakukan dengan memperhitungkan harga
dan kondisi pembiayaan ke dalam perhitungan-perhitungan yang
mendasari  kelayakan proyek yang bersangkutan dengan
menggunakan metode - perhitungan biaya efektif diantaranya
discounted cost/net present value;

Penyedia barang/jasa yang menawarkan biayo efektif terendah
mencerminkan biaya pendanaan yang termurah, dnetopkon
calon pemenang; :

Sebelum kontrak ditandatangani oleh pemenang lelang yang telah
ditetapkan, penawaran pembiayaan dievaluasi kemboli dan kaiou
peru dinegosiasikan kembali oleh Departemen Keuangan untuk
meneliti komponen- komponen maturity, groce period, repayment

- period, interest rate, commitment fee dan management fee dikaitkan

kemampuan membayar kembali dan pgoyeksi keuvangan negora,
khususnyo berkaitan dengon besarnya cicilon don jatuh tempo
pinjaman.
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Monitoring dan Moi'ioj'éme’n'ﬁrc')))el‘c' Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Dalom rangka memperloncar komunikasi dengan lender/donor, terutama
proyek-proyek pinjaman yong pelaksonaannya tersebar di beberapa
propinsi, ginstonsi.penonggung jowab [executing agency) di tingkat pusat
dapat membentuk unif mancjemen dan monitoring pelaksanaan proyek
yang membanty pengguna barang/jasa dengan tonpa mengurangi
tanggung jowab dan wewenangnya sebagaimana diatur oleh Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 2000.

147



Petunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2000

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

1. Peloksanaan pengadaon barang/jasa harus dilakukan pengawason don
pemeriksaon. Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga
Pemaeriniah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi
BUMN/BUMD dan pengguna barang/josa dengan menciptakan sistem
pemantauan  terhadop pelaksancan  pengadaon barang/jasa.
Pemeriksaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/8upati/
Walikota/ Direksi BUMN/BUMD dan pengguna barang/jasa harus
mempedomani prosedur pengadoan barang/jasa yang diatur dalom
Petunjuk Teknis ini dan menciptakan sistem pengendalion mangjemen
sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

3. Inspektorat Jenderal/Unit Pengawason Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pengawasan
Internal  BUMN/BUMD  melakukan pemeriksaan  terhadap proses
pelaksanaan pengadaan borang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dan menyompoikan laporan pemeriksaonnya kepada
Menteri/Pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Ketentuon dalom butir 3 tidak mengurangi kewenangan BPKP untuk
melaksanakan pengawasan don  pemeriksaon  terhadap  proses
peloksanaan pengodoon barang/jasa, sebagoi bagion integral dori
penilaion kineria peloksanaan anggoran secara menyeluruh yang

dilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang
beraku.

3. Pengawasan dan pemeriksoan atas pengodoan barang/jasa
dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah untuk :
a. meningkatkan kinerja aparatur pemefintah, mewujudkan aparatur yang
profesional, bersih dan bertanggung-jawab.
b. memberaontas penyalahgunoan wewenang dan praktek KKN.

c. menegakkan peraturan yang beraku dan mengamankan kevangan
negara.

o

Tindak lanjut pengaduan masyarakat agar dimanfaatkan untuk :

Q. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional; bogi

semua pihak yang melonggor ketentuon yang bericku dalam
pengadaan barang/jasa.

b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan
bertanggung-jowab.
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Menumbuhkembangkan partisipasi mosyaraka! dalam konirol sosial,
lerhadop pelaksanoan pengadoan barang/josa.

Membangun sensitifitas  fungsi-fungsi  manajerial para pejabaot
pemerintah dalom pengodaen barang/jasa.

. Memberbaiki kelemahon-kelemchan dalam pengorgaonisasion, metode

kerja don ketataloksonaan dalam pengodaon barang/jasa don
pelayanan masyarakat.

Menggiatkan don mendinamisasi pelaksanaan aparat pengawasan
fungsional,

7. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dopat berfungsi :

Q.

b.

Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan
publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam
pengadaan barang/jasa.

Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara
berfikir don perilaku pejabot birokrasi yang menyimpang dalam
pengodaan barang/jasa.

Memberikon  masukan-masukan yang bermoanfaat sekaligus
mendinamisasi  fungsi-fungsi  perumusan kebijakan perencanaan, .
penganggaran, peloksanaan, laporan pertanggung-jawaban dan
pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion)
dalam pengadaan barang/jasa.
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 BAGIAN PERTAMA
© KETENTUAN UMUM

Sertifikasi ' meliputi kegioton registrasi, klasifikasi dan kuoliﬁkosi dengon
ketentuan sebagai berikut ;

a. Registrasi adalah pencatatan penyedia barang/josa yang melfpuﬁ
klasifikasi, kualifikasi, dan data administrasi, ‘keuvangan, personalia,
peralatan/ perlengkapan, serta pengalaman kerja ;

b. Kiasifikasi adalah penentuan/kompetensi usaha penyedia bci'ong/]oso
menurut bidang, sub bidang dan khusus untuk jasa konsultansi termasuk
lingkup layanan ; " ‘ i

c. Kualifikasi adalah penggolongan penyedia barang/jasa  (kecil,

menengah, besar) dan . penilaian menurut tingkat kemampuon

' keuangan (KK), kemampuan paket (KP), dan Kemampuan Dasarnya (KD)

pada masing-masing bidang, sub bidang, dan untuk jasa konsultansi
termasuk lingkup Icyonon‘. : ‘

Penyedia barang/jasa yang mendapat sertifikat, waijib dimuat dalam Daftar

Registrasi Penyedia barang/jasa yang dikelola oleh LPJK /KADIN.

Serfifikat penyedia borcn'gfjoso.benaku dan dapat digunakan di seluruh
wilayah Indonesia, dengan ketentuan : ‘

a. Untuk bidcng _jasa - pemborongan konstruksi dan josd .k‘onsulionsi
konstruksi, sertifikat dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah diakreditasi oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau yang dikeluarkan

. oleh LPJK dalam hal asosiasi yang ada belum terakreditasi atau belum
ada asosiasinya

b. Untuk bidang jasa pemborongan non konstruksi don jasa konsuitansi non
konstruksi serfa pemasokan barang/jasa lainnya, serfifikat dikeluarkan
oleh Asosiasi yang telah dickreditasi oleh Kamar Dagang dan Industd
(KADIN) atau oleh Panitia Sertifikasi yang:dibentuk dan dikoordinasikan
‘oleh KADIN dalam hal asosiasi yang ada belum terakreditasi atau belum

~ada asosiasinya. | - : | '

- Prakualifikasi - dimaksudkan untuk - mengetahui - kemampuan penyedia

barang/jasa pada saat akan mengikuti pengadaan barang/jasa.

Penyelenggaraan prakualifikasi  dilaksanakan oleh panitia  pengadaan
barang/jasa untuk setfiap pengadoan barang/jasa. ‘ '

Panitia pengadaan méldkukon prakualifikasi dengan memperhatikan data

yang terdapat pada serfifikat dan informasi lainnya yang dikeluarkan oleh
LPJK/KADIN, ‘

L1-1
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10.

1.

12.

13.

14,

1S.

L1-2

Colon peserta penyedia barang/josa yang diperbolehkan mengikuti proses
pengadoan barang/jasa adaloh penyedia barang/jasa yang feloh Iulys
prakualifikasi untuk setiop paket pengadaan barang/jasa .

Konsultan orbng perseorangan adalah tenaga ahli yong mempunyoi
keahlian langka / khusus ‘untuk melakukan pekerjaan jasa konsultansi
penasehatan dan harus memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh

Asosiasi Profesi/LPJK. |

Penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi, wajib dicantumkan dalom

Daftar Calon Penyedia Barang/Jasa .

Penggolongan calon penyedia barangfjasa menurut pangsa pasor
(segmen pasar) mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal
10 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yakni usaha kecil/koperasi
kecil, perusahaan/koperasi menengah, perusahaan/koperasi besar.

Penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pengadaan barang/jasa pada
propinsi yang berlainan dengan domisili asal penyedia borang/jasa maka
penyedia ' barang/jasa  tersebut wajib  memiliki/membuka  kantor
perwakilan/cabang. :

Klasifikasi dan Kudiifikasi cabang dari penyedia barang/jasa golongan besar
harus sama dengan induknya .

Panitia pengadaan yang melokukan prakualifikasi wajib mengumumkan
hasi  prakualifkasi pada papan pengumuman  proyek dan
menyompaikannya kepada sefiop penyedia barang/jasa yang ikut
prakualifikasi. ’ ' - '

Pengumuman hasil prakualifikasi tersebut sekurang-kurangnya memuat hql
sebagai berikut :

a. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;

b. Nama dan alamat coion penyedia barang/jasa, dan nama pengunus
- yang berhak menandatangi kontrak pekeraan;

c. Nama dan niloi maksimum pengalaman paket pekefjoan yang telah
dilaksanakan dalom sub bidang yang sama/sejenis dalom kurun waktu 5
- fahun terakhir ;. S | I '

d. Lulus atau ﬁdcknyo bagi setiap calon penyedia barang/josa.

Daoftar calon’ penyedia barang/jasa ditandatangani oleh Panitiq
Pengadaan dan disyahkan aleh pengguna barong/jasa .

I
i

16.

t7.
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Dalam hal lertentu daon bilomano dianggap peru, Panitioc Pengadoan
dopat melakukon prakualifikasi  tersendii  bogi  Ltembaga Swadaya
Mosyorokct ( LSM ) dan penyedia barang/jasa orang- perseorangan.

Penyedia bcrcngljoso yang tidak lulus prakualifikasi dapat menyatakan
keberatannya / mengajukan sanggahan kepada pengguna barang/jasa.

BAGIAN KEDUA'
TATA CARA SERTIFIKASI

Serm” kosu

Q. chsnhkcm dcn kualifikasi otas kompetensn serta kemompuon uscho yang
hasilnya berupa Sertifikat.

Seriifikdt sekurong-kurongnyo memuat informasi yang térdiri otoﬁ .
1) - Nama penyedia barang/jasa ;
2)  Alamot penyedia barang/jasa ;
- 3) Nama pengurus penyedia barang/jasa ;
4) Klasifikasi usaha yang terdin atas bidang. sub bidang dan untuk
konsultansi

5)  konstruksi termasuk lingkup layanan ©

6) Kualifikasi usaha yang dikatogorikan pada golongan besar,
menengah, atou kecil;

~7)  Untuk jasa pemborongan dilengkapi dengan informasi Kemampuaon

' Keuangan(KK), Kemampuan menangani paket pekerjoan / proyek
(KP) don Kemampuan Dasar (KD} untuk setiop sub bidang
pekerjaan;

8) Untuk josa konsultansi dan pengadaon barang/josa lainnya
dilengkapi dengan informasi Kemampuan Dasar (KD) untuk sefiap
) ”sub bldong/hngkup peker]oon :

9} " Doftar lampiran pengclcmcn pekerjaan § (llmo) tahun terakhir per

‘ . -sub bidang dan untuk jasa konsultansi termasuk lingkup layanan.
Daftar pengalaman pekerjoan mencakup nama paket, sub
bidang/lingkup layanan, nilai akhir kontrak, nama pemberi
kerja/pengguna jasa, fanggal mulai/selesai pekerjaan.

b. Pedoman Sertifikasi dikeluarkan oleh LPJK / KADIN.

L1-3
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LI-4

Tugas dan Wewenang Asosiasi/LPJK/KADIN dalam Sertifikasi.

‘ Dalom pelc:ks‘oncu:n’sertifiicc:si.i Asosiasi / LPJK / KADIN dopat mer‘nbenfuk Tim

Sertifikasi yang mempunyai fugas dan wewenang sebogai berikut :
a. Merencanakan jadual dan menyiapkan dokumen sertifikasi :

b. Mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya  sertifikasi
melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum , asosiasi terkait dan bila memungkinkan media elektronik :

c. Mengadministrasi penyedia barang/jasa yong mengikuti sertifikasi ;

d. Melakukan evaluasi dokumen serlifikasi yang telah dilengkapi oleh
penyedia barang/jasa;

e. Menyusun dan menetapkan Daftar Registrasi Penyedia barang/jasa
untuk disahkan oleh Asosiasi/LPJK/KADIN ;

f. Mengumumkan hasil sertifikasi dan menyiapkan Sertifikat/Surat Tanda
Registrasi  Penyedia  barang/josa  untuk ~ ditandatangani  oleh
Asosiasi/LPJK/KADIN ; ‘

g. Menenma.meneliti, don melakukon findak lonjut atas sanggahan
terhadap hasil sertifikasi.

Pengumuman Sertifikasi
Pengumuman sertifikasi sekurang-kurangnya memuat ;

a. Jadual pelaksanaan sertifikasi ;

b. Tanggal 'muloi, alamat jtempct pengambilan dan pengembalian
dokumen sertifikasi ; o |

c. Bioya sertifikasi.
Tata Cara Sertifikasi

Tatacara Sertifikasi untuk Jasa Pemborongan konstruksi dan Jasa Konsultansi
konstruksi ditetapkan oleh LPJK, sedangkan Tatacara Sertifikasi untuk Jasa
Pemborongan non konstruksi dan Jasa Konsultansi non konstruksi serta
Pemasokan Barang/Jasa lainnya ditetapkan oleh KADIN don dapat
mengacu pada Tatacara Sertifikasi pada Bagian Keempat.



Lompkon 1 Petunjuk Teknis Keppres 18 Tahun 2000

S. 'Penetopan Kemompuan Nyata untuk Jasa Pemborongan

Kemampuan Nyata adalah kemempuan penuh / keseluruhan penyedia
josa saat  melakukan sertifikasi meliputi Kemampuon Keuangan (KK),
Kemampuan menangaoni paket pekerjoop / proyek (KP), dan Kemampuon
Dasar (KD) untuk setiop sub bidang pekerjaan .

Cara perhitungan KK, KP, dan KD dapat menggunakan rumusan berikut ini
atau rumusan lain yang ditetapkan oleh LPJX / KADIN.

a. Perhitungan Modal Kerja (MX)

MK =1fl.KB

K8
fi

Kekayaan Bersih

faktor likuiditas

fl = 0.3 untuk penyedia jasa golongan kecil

. = 0.6 untuk penyediajasa golongan menengah
i = 0.8 untuk penyedia jasa golongan besar

b. Penetapan Kemampuan Keuangan (KX)

KK = fp . MK
MK = ModoalKera (hasil hitungan di atas)
fo -~ = faktor perputaran modal

fp = 5 untuk penyedia jasa golongan kecil (K2)
fp = 6 untuk penyedia jasa golongan kecil { K1 )
fo = 7 untuk penyediajasa golongan menengah
fp =

8 untuk penyedia jasa golongan besor

¢. Penelopan Kemampuan menangani paket pekerjaan (KP)

Dengan memperhatikan kemampuan manajemen proyek yang dapat
dilakukan oleh penyedio jasa maka KP maximum ditetapkan sbb

- Penyedia jasa golongan kecil kP =3,

- Penyedia josa golongon menengah KP =5,

- Penyediajasa golongon besar KP=8atau KP=1,2 N

L1-5
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N adalch jumiah paket pekerjoon ferbanyak yang dapot ditangani
pada saat yang bersomaan selama kurun waktu § tahun terakhir.

d. Penetapan Kemampuan Dqsar (KD)

KD = 1.5NPt

NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani
pekerjaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Untuk nilai pekerjaan yang lebih dari 2 tahun, dapat dikonversi nilai
pekerjaan sekarang dengan menggunakan perhitungan “present value”,

Penetapan Kemampuan Dasar untuk Josa Konsultansi dan Pemasokan
Barang/Jasa Lain

Penetapan kemampuan dasar untuk josa konsultansi dan pemasokan
barang/jasa lainnya dapat menggunakan rumusan benkut ini atau rumusan
lain yang ditetapkan oleh LPJK/KADIN.

a. Kemampuan Dasar untuk Jasa Konsultansi

KD = 2NPt

b. Penetapan Kemampuan Dasar untuk pemcsékon barang/jasa lainnya

KD = 3 NPt

Nilai Konversi Pengalaman-Pekerjaan -
Pengalaman pekerjaan dopct dllokukon konversi dengan menggunakan
rumus berikut ; ‘

a. NPt = Nilai paket tertinggi berdosarkan pengalaman menangani
peker)ocn dclcm kurun waktu 5 tahun terakhir,

l.l-6
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Merencanakan jadual don menyiopkan dokumen prokuoh.xqu

Mengumumkon seluos lucsnyo tenicng okon diadakannya prakudalifikasi
melalui media ceiok popan pengumuman resmi untuk penerangan
umum, papan pengumuman kantor proyek, asosiosi penyedia
barang/jasa terkait, LPJK/KADIN don bila memungkinkan melctui media
elektronik;

Mengadministrasi  calon penyedto borang / jasa yong menglkuh

- prakualifikasi;

Melakukan evaluasi dokumen prakudlifikasi yang telah dilengkapi oleh
penyedia barang/jasa;

. 'Menyusun don menetopkon Daftor calon. penyedlc bcrcngljosc: yang

lulus prakualifikasi untuk dlmlntckon pengesahan pada pengguna jasa ;
Mengumumkan hasil prakualifikasi ;

Meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadop hasil
prakualifikasi untuk dlloporkon kepodo pengguno borong/josc

3. Pengumuman Prakualifikasi L

Pengumuman prckUbliﬁkosi sekurang-kurangnyo memuat :

a.

b.

dv

Jadual peloksoncdn prokuoliﬁkbsi .

Paket peker]ocn yang akan diloksanakan, sumber dana, dan perkiraan
mlan pekerjaan /proyek. serta lokasi pekerjaan ;

Golongan, Kasifikasi, dan kuollﬁkom calon penyedia barang / jasa yang
diperiukan; L

Wakiv, alomat, dan tempat pengcmb‘lon serta pengembohan dokumen
prckuouﬁkcsx.

Ookumen - prokuohﬁkoss disediakan oleh pcnmo pengodoon don tfidak
‘ dnpungut biaya.

Penqgo!qnggn dan j‘S;e‘g'me'h Posor Cdoh’ Penyedia Barang/Jasa

Penggolongan dan segmen pasar penyedia barang /jasa ditetapkan
' sebagai berikut :

Y - K

Penyedia jasa pemborongan dikelompokkan dalam :

L1.9
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L1-10

1) Golongan kecil dua (K-2) yokni penyedia josa baru atau yang
kurang pengolaman, dapat melaksanakan pekerioon sompqi
- dengan Rp 400.000.000.00 (empaf ratus juta rupioh) ;

- 2) Golongan kecil soiy (K-1} yakni penyedia jasa yang dapat

melaksonakon pekerjaan di atas Rp 400.000.000.00 (empat ratus
- juta rupiah) sompai dengan Rp 1.000.000.000,00 {satu milior rupiah);

3) ' Golongon ‘menengah yakni penyedia josc': yang dapat

melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar”

rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.00 {sepuluh miliar rupiah)
dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnyg;

4) Golongaon besar yakni penyedia josa yang dapat melaksanakan
pekeriaan di ‘atas §Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya. ‘

. Penyedia jasa konsultansi dikelompokkan dolom :

1} Galongan- kecil yakni penyedia jasa baru atau yang kurang
-~ - pengalaman, dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2) Golongan menengah yakni penyedia josa  yang dapat
meldksanakan pekerjoan di otas Rp 200.000.000.00 {dua ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.00 {satu .miliar ‘rupiah),
dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya ;

3) Golongan besar y&khi penyedid jasa yang dapat 'melckscnckon

pekefjoan di atas Rp 1.000.000.000.00 {satu miliar rupiah), dengan
memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

. Penyedia borang/jasa lainnya dikelompokkan dalam :

..1). -Golongan kecil dud-f(K-z) yakni penyedia barang/jasa Ioinn?o baru

atau yang kurang pengaloman, dapat melaksanakan pekerjaan
sampai dengan Rp 200.000.000.00 {dua ratus juta rupich): ‘

'2) Golongch kecil satu (K-1) yakni penyedia jasa ycmg mampu

melaksanakan pekerjaan di atas Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta
. rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

3) Golongan menengah yakni penyedia barang/josa lainnya yang
mampu melaksanakan pekefiaan di atas Rp 500.000.000,00 {lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000.000.00 (empat milior

rupaih) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya;

L2 XY
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_ 4) Golongcnb'ésor yakni penyedia barang/jasa lainnya yang mampu

melaksanakan pekerjaan di atas Rp 4.000.000.000.00 (empat milicr
rupiah) dengon memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

Persyarotan dan Kriteria Calon Penyedia Barang/Jasa

Persyaratan dan kriteria untuk menilai calon penyedia barang/jasa yang
diperukan, disiapkan oleh panitia pengadaon dengan memperhatikan
informaosi yang terdapat di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi/
LPJK/KADIN dan informasi loin melalui internet yang dikelola oleh
LPJK/KADIN.

Persyaratan dan kriteria tersebut antara lain :

c.

b.

Memiliki sertifikat ; ..

Memiliki Surat lzin Uscha ychg dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
domisili penyedia barang/josa yang masih beriaku;

Memiliki golongan, sub bidang/jenis pekerjaan /lingkup loyanan dan
Kemampuan Doso_r (KD) yang sesuai;

Teloh melunasi kewqjibon pgjak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki
laporan bulonan PPh pasal 25 atou Pasal 21/Pasal 23 atau PPN
sekurang-kurangnya 3 (tigo) bulan yang lalu  dengon menunjukan
aslinya; g

. Memiliki Surat Keterangan dukungan keuangan dari bank atou rekaman

rekening koran dari bank .dengan jumich saldo yang cukup selama
periode 3 (tiga) bulon terakhir;

Menyampaikan bukti pengalaman tertinggi sub bidang/jenis pekerjoan
yong sesuai dan untuk jasa konsultansi termasuk lingkup layanon disertai
rekaman bukti pembayaran PPN untuk kontrak yang bersangkutan dan
dapat menunjukkan aslinyq;

. Menyampaikan Daftar Perolehan Pekerjaan yang sedang dilaksanckan

khusus untuk jasa pemborongan;

Dalom hal penyedia josa melakukon kemitraan, menyampaikan
rekaman perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat pula
persentase kemifraan dan perusahcan yang mewakili  kemitroon
tersebut;

Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan
persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang
diperiukan, atau pengaloman tertentu ;

L-1
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s

j-  Memiliki Kinerjo baik dan fidok masuk dalam Daftar sanksi atau Doftar
- Hitom sesuai informasi yang dikeluarkan oleh LPJK/KADIN,

6.  Evaluasi Kelulusan Prakualifikasi
Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus ‘pro‘kuolifikosi apabila :

a. Memenuhi peréyoroton don kriteria tersebut pada angka 5 huruf a, b, c,
‘d.e.h.don j; | S

b. Masih memiliki Sisa Kemompbcn ’Keuongcn (SKK), dan Sisa Kemampuan
menangani paket pekeriaan/proyek (SKP) untuk jogc pemborongan :

SKK =KK - 5 Nilai paket pekerjaan /proyek yang sedang diloksanakan
SKP = KP - Jumich paket pekerjoan/proyek yang sedang dilaksanakan

C. Memenuhi Kem_ompuon Dasar yang ditetapkan ;

1) Memiliki Kemampuan Dasar {KD) sama atau lebih tinggi dari nilai
perkiraan pekerjaan yang ditawarkan berdasarkan pengaloman
tertinggi (NPt) penyedia barang /jasa selama § (lima) tahun terakhir:

2} Penghitungan Nilai KD diberiakukan untuk pengodaan jasa
pemborongan daon pemasokan barang/jasa lainnya pada
golongcn menengah dan golongan besar, dengan nilai KD untuk

Jasa pemborbngan

KD = 1,5 NPt

Jasa Konsultansi pemasokan barang/jasa Ialnnya

KD =2 NPt

[

" Pemasokan barahg/]asa )alnnya.

KD = 3 NPt

L-12
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Memiliki modal kerjo, unfuk jaso pemborongan minimal 10 % (sepuluh
per seratus) dan untuk pemasokan barang/jasa lainnya minimal 5 % ({lima
per seratus) darn perkiraan nilai pekerjoan berdasarkan surat keterangan
dukungan keuangan dari bank atau saldo rekening koran selama 3 (tiga)
bulan terakhir ; ‘

Memenuhi persyaratan perpajakan, kinérjo (untuk jasa pemborongan)
dan tidok masuk dalom Daftar Sanksi Perusahaan maupun Daftar Hitam
Perusahaan;

Memenuhi Persyaratan tambahan lain yang ditetapkan .

Cadlon Penyedia borang/jasa dinyatokan gugur bilomana salah satu
persyaratan/kriteria hasil evaluasi tidak terpenuhi/cacat/tidak benar/palsu;

Peserta prakualifikasi 'ycng lulus . dimuat dalom doftar calon peserta
pengadaan barang/jasa dan dapat diundang untuk mengikuti proses
pengadaan selanjutnya. \

Ketentuan Lain

qa.

Panitig pengodoon wajib melakukan konfirmasi kepada Sistem Informasi
yang dikeluarkan oleh LPJK/KADIN sebelum menunjuk - penyedia

barang/jasa sebagai pemenang.

Penyedio barang/jasa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
kontrak ditanda tongani wajib menyampaikan ‘laporan kepada
LPJK/KADIN . ‘

Pengguna jasa selambatdambatnya 15 (ima belas) hari setelah kontrak
ditanda tongaoni waijib melakukan pemeriksaan/konfirmasi pada sistem
informasi yang dikeluarkan oleh LPJK/KADIN bahwa penyedia fcso teloh
melaporkan perolehan pekerjaannya kepada Asosiasi/LPJK/KADIN.

."_‘;stch;per‘nborongoh selambat-lambatnya  sefiap tanggal 15 bulan
berjalan wqjib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada

LPJK/KADIN,

.‘Penggx‘mc josa selombatdambatnya setiap tanggal 15 bulan berjalon
wajib melakukan pemeriksaan /. konfirmasi pada sistem informasi yang

dikeluarkan oleh LPJK/KADIN bahwa penyedia jasa’ telah melaporkan
kemajuan pekerjaan yang diperolehnya kepada LPJK/KADIN.

4
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Prakualifikasi Masa Transisi

Sebelum sertifikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000
diberlakukan, ' ditetapkan masa transisi  yakni masa persiopan bagi
Asosiasi/LPJK/KADIN melakukan sertifikasi yang harus sudah selesai selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember 2000. : : ‘

a. Daftar Rekanan Mampu (DRM)

1)

2)

Daolam masa transisi ini maka seluruh DRM atau TDR {Tenda Daftar
Rekanan) yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa berdasarkan
penerbitan DRM periode terakhir yong dihasilkan dari Panitia

- Prakudlifikasi yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 16

tahun 1994 dinyatoken masih tetop  berlaku. Bagi penyedia
barang/jasa yang TDRnya telah habis masa berakunya, dinyatakan
tetap beraku dan panitia wajib menerimanya dan fidak boleh
ditolak. TDR secara otomatis akan tidak berlaku seielah 3]
Desember 2000;

Penyedia barang/jasa yang baru didirikan tidgk peru mempunyai
TDR dan dopat melakukan kegiatan usahonya berdasarkan Surat
iZin Usaha yang sesudi bidang usahanya dan dikeluarkan oleh
instansi berwenang serta dikualifikasikan pada golongan kecil dan
khusus jasa pemborongan don pemasokan barang/jasa lainnya
pada golongan Kecil Dua (K-2). ) :

b. kegiaton prokuoliﬁdsi

Li-14

Kegiatan prakuaiifikasi dilakukan oleh ponitia ’dengcnmemperhoﬁkon
ketentuan sebagai berikut : - ‘

)

Jasa pemborongan.

Untuk jasa pemborongan dilakukan penghitungan KK dan KP, serta
penggolongan dan segmen pasar berdasarkan Kemampuan
Dcscmyo dengan mengikuti ketentuan sebagai berikyt : ‘

a) calon penyedia jasa golongan Kecil Dua / K2 adalah
perusahaan golongan C2 (Keppres 146/94), ‘atay perusahaan
baoru dapat mengikuti pengadaan dengan nilai 0 sampai
dengan Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);

b) calon penyedia josa golongan Kecil Satu / K1 adaloh
Perusahaan golongan C (Keppres 16/94) don golongan 8
yang baru dikeluarkan tahun 1999 atau tahun 2000, dapat
mengikuti pengadaan dengan nilai di atas Rp 400.000.000.00
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[empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00
{satu milyar rupiah):

calon penyedia jasa golongan menengah adalah perusahaan
golongan B [Keppres 16/94) otau golongan A yang baru
dikeluarkan tahun 1999 atou tahun 2000, dapat mengikuti
pengadaan dengan niloi di atas Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar
rupiah) sompai dengan Rp 3.000.000.000.00 {tiga miliar rupiah).

calon penyedia jasa golongan besar adalah perusahaan
golongan A (Keppres 16/94), dapat mengikuti pengadaan

~dengan nilai di atas Rp 3.000.000.000,00 {tiga miliar rupiah)

dengan syarat memiliki Kemampuan Dasar (KD} sesuai dengan
nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

KD = 1.5 NPt

NPt = nilal pengalaman pekerjaan tertinggi yang diperoleh dalam
kurun wakiu § (lima) tahun terakhir dikonversi menjadi nilai
sekarang/ present value.

Jasa Konsultansi

Untuk jasa konsuitansi ditetapkan sebagai berikut :

a)

)

calon penyedia josa golongan kecil adalah perusahaan
golongan C ( Keppres 16/94) dan perusahaan baru, dapot
mengikuti pengadaan dengan nilai 0 sampai Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah):

calon penyedia jasa golongan menengah adalah perusahaan
golongan B { Keppres 16/94 ), dapat mengikuti pengadaan jasa
dengan nilai Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah) sampal
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

calon penyedic jasa golongan besar adalah perusahoan

‘golongan A (Keppres 16/94), dopat mengikuti pengadoan jasa

dengan nilai pekerjaan yang lebih besar Rp 300.000.000.00 (tiga
ratus juta rupiah) dengon syarat memiliki Kemompuan Dasar
(KD) sesuai dengan nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

KD =2 NPt
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-NPt = nilai pengalomon pekerjoan lertinggi yong diperoleh
dalam kurun wakiu § (limo) tahun terakhir dikonvers; menjadi niloi
sekarang /presgnt value

3) Pemasokan barang/jasa lainnya.
Untuk pemasokan barang/jasa lainnya ditetapkan sebagai berikut

a) calon penyedia josa golongan kecil dua (K-2) adalah

~ perusahcan golongan C2 ( Keppres 16/94 ) atou perusahaan
barv, .. dapot mengikuti pengoadoan dengon nilai sampai
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b} calon penyedia jasa golongan kecil satu  (K-1) adaloh
perusahaan golongan C1 (Keppres 16/94), dapat mengikuti
pengadaan dengan nilai Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah) sampai Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

C) calon penyedia jasa golongan menengah adalah perusohaon

. golongan B (Keppres 16/94) dapat mengikuti pPengadaan

dengan nilai di atos Rp 500.000.000.00 {lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 {dua miliar rupiah);

d) calon penyedia jasa golongan besar adoiah perusahaan
golongan A (Keppres 16/94),  dapat mengikuti pengadaan
dengan nilai di otas Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
dengan syarat memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuqi dengan
niloi pekerjoan yang akan dilaksanakan.

KD;'-‘rSNPt

NPt = nilai pengalaman pekerjaan tertinggi yang diperoleh dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dikonversi menjadi nilai sekarang
/presentvalue - |

C. Sanksi

L1-16

Bilomana  penyedia barang/jasa menyerahkan Rekaman Kontrak

Pekerjaan yang telah pernah dilaksanakan ternyata tidak benar, makg-

pengguna ‘jasa  wajib | menggugurkan dan mengumumkan sertq
menyampaikan informasi tersebut’ pada  Asosiosi/LPJK/KADIN yang
bersangkutan dan Asosiasi /LPJK/ KADIN wajib memberikan sanksi
kepada penyedia barang/jasa tersebut.
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.. BAGIAN KEEMPAT
TATACARA SERTIFIKASI

JASA PEMBORONGAN NON KONSTRUKSI, JASA KONSULTANS!

NON KONSTRUKS! SERTA PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

KETENTUAN UMUM

Serifikasi bagi .jasa pefnborongcm non konstruksi, jasa konsultan non

1.

konstruksi, dan pemasokan barang / jasa lainnya dopat mengikuti
ketentuan dalam Bagian
oleh KADIN,

i

Keempat ini atou ketentuan lain yang dikeluarkan

Penanggung jawab Penyedia barang/jasa .

a.

Penanggung jawab Penyedia barang/jasa adalah: pimpinan
usaha/badan usaha/koperasi yang harus bertugas penuh dan tidak
dibenarkan merangkap menjadi - pengurus penyedia barang/jasa

(dewan direksi) lain yang usahanya sejenis. o

Penanggung jawab penyedia barang/josa  harus bertempat

~ finggol di wilayah daerah Kabupaten/kota domisili penyedia

" barang/jasa atau daerah kabupaten/kota yang berdekatan.

a.

Tenaga Ahli / Inti Penyedid barang/Jasa.

Setiap penyedia barang/jasa woiib memiliki Tenaga Ahli/Inti terkait
yong jumiah minimalnya ses_uoi dengon persyaratan serifikasi.

Tenaga Ahli / Inti Penyedia barang/Jasa adalah tenaga profesional

‘yang bekerja ‘penuh wakiu dan terdoftar sebagai tenaga

profesional penyedia barang/Jasa sesuai persyaratan sertifikasi.

Tenaga Ahl / Inti Penyedia barang/jasa hanya dibenarkan bekerja
pada satu penyedia barang/Jasa dalam satu kegiatan usaha.

Tenaga Ahlifinti Penyedio bororig/.lcsc harus bertempat tinggal di
wilayah doerah Kabupaten / Kota domisii penyedia barang/Jasa
cth gheroh Kabupaten/Kota yang berdekatan.

Penyedinbcrdng/Jqsc pérwokﬂan.

a. Penyedia barang/jasa golongan besar yang akan mengikuti

pengodaan barang / jasa pada propinsi yang berdainan dengan
domisii asal Penyedia barangfjosa wajb membuka kantor

 perwakilan.
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b. Penyedia barang/jasa golongan besar tidok boleh membukg

cabang pada propinsi domisili penyedia borong/joso

c. Penyedia bordng/josci cabang dapat beHindck sebogai ‘Kontor

perwakilan.
4.  Penyedia borong/quo cabang

.a. Penyedia Sorong / jasa golongan besar dapat membuka cabang
di luar domisili propinsi asal penyedia barang/jasa. :

b. C‘obong Penyedia barang / jasa memiliki golongan sama dengan
induknya, '

Il.  SERTIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

1. FRP/AO) : Surat Permohonqn
2. FRP/AO? :Surat pernyataan kebenaran dokumen
3. FRP/AO3 :Surat pernyataan keterikatan dengan kode efik asosiasi,

4. FRP/A04 :Data administrasi yang meliputi :

- a. legalitos, SRR o . ..
1) rekaman akig /surat pendirian Penyedia barang/jasa :
2) dlamat kantor Penyedia borqngfjcso yang jelas;

'b. Pimpinan Penyedia. barang/jasa .. ‘ | |

' 1) namadan alomat komisaris penyedia barang/jasa; -
2) nama don alamat pemilik penyedia barang/jasa ;- o
3) nomadan alamat pengurus penyedia barang/jasa:

C. tanda keanggotaan Asosiasi yong be;scngkuton .

S FRP/AOS :  surat 1pernycto§n pimpinan Perusahaen bahwa yang

bersangkutan tidak berstatys Pegawai negeri kecuali BUMN/ BUMD

dan Koperasi Pegawai Negen.

Li-18
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FRP/8 : Data keuangan yang meliputi :
nomor pokok waijib pajok:

susunan pemilik saham dan modal usaha;
kekayaan bersih penyediao barang/jasa ;
referensibank; -

neraca penyedia barang/jasa terakhir,

®Qa000

FRP/C : Dota personalio yang meliputi:

o. nama tenaga ohli/inti penyedia barang/josa

b. surat pernyataan sebagai tenaga ahli /inti;

c. riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga ohli / infi dengan disertai
bukti rekaman ijozah don pemilikan serlifika! kechlion dan
keterampilan yang dipunyai. ,

d. Riwayat pekerjoan dan pendidikan pimpinan perusahaan

FRP/D1 : Data peralatan utoma yang dimiliki oleh penyednc jasa
pemborongon dan pemosok borcng/ asa yang meliputi antara lain ;
jenis ; y

A]umlch

kapasitas/output ; :

merk, tipe, nomor seri dan nomor mesin ;

tahun pembuatan ;

keadoan (baik/rusak) ;

lokasi sekarang ;-
. harga sekarang.

Fereponga

FRP/D2 : Data peralaton dan perlengkapan untuk jasa konsultansi yang
meliputi antara lain :

a. Luas ruang kantor;

b. Komputer;, =

c. Mesin fotocopi/mesin ketik:

d. Ruang studio dan perdengkapan lainnya.

FRP/E : Data pengalaman pekerjoan yong pernch dilaksanakan

selama lima tahun terakhir meliputi :

‘Subb:dong/' enis pekerjoan ;

lokasi;

pembern tugas:

nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukan;

nilai kontrak/penunjukan;

tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tonggcl menurut berita

acara penyerahan pekerjaan.

g. Jenis tenaga ahli dan ;umloh "man month” dalam setiap kontrak
untuk jasa konsultansi.

~eano0
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Dokumen serlilikasi disediokan oleh Asosiasi yang leloh diokreditasi yang
dikoordinasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau oleh Panitia
Sertifikasi yang dibentuk dan diko?rdinosikon oleh KADIN. o
Kelengkopon dan sahnya data ‘fodministrosi dan data kevangan sifatnya
muliak sehinggo hanya Penyedia barang/jasa yang data administrasi dan
daila keuangannya lengkap, jelos dan sah seperti dimaksud dalam angka
Romawi Il nomor 4 dan 6 yang dapat dinilai lebih lanjut.

KLASIFIKAS! BIDANG DAN SUBBIDANG PEKERJAAN
SR

Klosifikasi bidang dan sub bidong pekerjaan dapat ditentukan sebagai
berikut : :

. Klasifikasi Jasa Pemborongan non konstruksi terdiri atas :

a. Bidang Logam, kayu, plastik yang dapat meliputi “subbidang :
k 1)  Pembangunan kapal dan reparasi:
2) Pengangkatan kerangka [salvage) kapal;
3) Pembersihan kapal (Scrapping);
4)  Karoseri, peti kemas dan lain-lain;
§) Pengecoran dan pembentukan :
é) Logam, kayu, plastik lainnya .

b. Bidang Pertanian yang dapat meliputi subbidang :
1) Proses pembibitan/pembenihan tanaman Pangan, perkebunan
peternakan perikanan, kehutanan; ,
2) Reboisasi/penghijauan; '
3) Pertanian lainnya.

¢. Bidang Pertambangan Umum Yang dapat meliputi subbidang :
1) Pengeboran; ‘
2) Pengupasan: :
3) Penggadiion/ Penambangan;
4 Pertambangan Umum lainnya.
d. Bidang Perfombongon minyak, gas bumi, dan Panas bumi yang
dapat meliputi subbidang : ‘ o
1)  Pengeboran; ' S
2) Pengeboran berarah; - v
3]  Pengukuran kemiringan sumur:
4)  Pengeboran int;; o
5)  Pekerjaan pancing;
6)  Mud logging; o o
7} Welllogging dan perforating;
8) Penyemenan sumur
?) Pengujian lapisan bawah tanah;
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10} Pengupon produksu sumur ; ~

11)  Stimulisasi sumur dan penombongon sekunder

12) Perawaton sumur;

13) Pengeboran hidrolik; "

14) Pekerjaon ulong/ work over;

15) Pengeboran seismik;

16) Peleyanan cosing dan tubing:

17} Mud Engineering;

18) Perawatan fasilitas produksi; '

19) Pertambangan mlnyok gas bumi don panas buml lonnnyo

Klasifikasi | josa kOﬂSU"OﬂSI non Konstruksi terdm ctcs :

Bidang Periomon yang dopat melupuh subbndcng

1) Perkebunan Tanaman Keras: .

2) Pertanian Tanaman Pcngon

*3) ' Peternakan;

4) - Perkanan;
5) Kehutonan;

" 6) ' Konservasi dan 'Penghucuon.

7) Pertonlcn Lainnya.

Budong Penndustnon yang dopot meliputi subbidang.
1} “Industi Mesin dan logam;

2) IndustriKimia; :

3) Industri Hasil Pertcmon

4) ° Industri Blektronika; _

5} Industri Bahan Bongunonz

6) Penndustncn Iomnyo

Bldcng Pertambangan dan Energl ycng dopof mellpuh sub bidang
1) Perminyakan:;

2) Pencmbongon Umum

3) . Mineral:*

- 4) Peﬁombongan dan energu lomnyo

. Bidang Pembangkitan Tenaga ycng dopot meliputi sub bidang :

1)  Distribusi dan Transmisi;
2} Pembongkﬁon tenogc losnnyo

Bidang Lom-lcnn yang dapat mel’putl subbldang

1) Asuransi, Perbankan, Keuangan ;

2) Kesehatan, Pendidikan Sumber Doyo Manusia, Kependudukon.
3) Hukum Penerangdn; ‘ ‘ ‘

. 4)  Sub bidang Lainnya. °
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Lr-2

. Nasibkasi menuiut lingkup layanan pekerjaon terdiri alas :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jasa Survey. o
Perencanaan Umum.
Study kelayakan.
Perencanaan Teknis.
Penelitian :
Pengawasan.
Mangjemen.

3. Klasifikasi Pemasokan barang/jasa lainnya.

Q. Bidong Pemosokcn' barang yang dapat meliputi subbidang :

1)
2)
3)

4)
9)
é)
7)
8)

o 9

"10)
)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)

“kapaliaut); =

Alat/peralatan/suky: cadang tulis, barang cetakan, kantor
pergudangan, dan perlengkapan pegawai;
Alat/peralatan/suku' cadang teknik mekanikal, elektrikal, ukur,
survei laboratorium, dan timbangan khusus; ‘
Alat/peralatan/suku cadong radio, pos, telekomunikasi,
navigasi, elektronikq, meteorologi, geofisika, klimatologi, dan
hidrologi; '

Alat/peralatan/suku . cadang teknik pendidikan, peragaan,

visualisasi, olah raga, dan kesenian: |
Alat/peralatan/suku cadang ' pertanian, perkebunan,
petemakan, perikanan, dan kehutanan; o
Alat/peralatan/cuku cadang kesehatan kedokteran, dan
farmasi; o :
Alat/peralatan/perabotan rumah tangga;
Alat/peralatan/suku  cadang  konstruksi (alat-alat  besar,
kompresor, generator dan lain-ain, bahan bangunon dan
logam); . '
Alat/peralatan/suku cadang kendoroan bermotor dan
penguijian (termgsuk%untuk kereta api, pesawat terbang, dan

Alat/peralatan/suku cadang  keselomatan " angkutan
darat/laut/ udara (termasuk peralatan untuk SAR): -
Alcf/peroloton/suku .cadang instalasi/distribusi zat cair dan
gas; e

Alat/peralatan/suku cadang keselamcton;;::kerja dan

‘Pemadam kebakaran:

Alat/peralatan/suku _codor'ig senjata api dan amunisi;
Alat/perolatan/suku cadang komputer:

Bahan bakar, pelumas, minyak dan caf;. : o

Bahan makandn temak. pestisida, obat pertanian, dan pupuk;
Bahonpangan; | o :

Bahan kimia, bahan baku obat dan obat jadi;:

Bibit dan usoha pertanian, . peternakan, perikanan dan
kehutanan;

Bahan kemasan;

Bid Sub bidang Pemasok barang lainnya.

Y
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b Bidang jasa lainnya yang dopot melnpuh subbndong

1} Percetakan:.

2) Pemelnhoroon/perboukon olot/peroloton kantor;
3) ‘Pemeliharaan/perbaikan alat/peralatan’ angkutan darat, laut

 danudora;
4) Pemeliharoan/perbaikan alat/peralatan pustaka (termasuk
| Pemelihara an pengawetan barang-barang awetan florq,
- founa dan lain-lain): ‘
5). Jasa pembersin (cleanning services), pest control, termite
control dan fumigosi;
&) Pengepakan, pengangkutan, pengurusan don penyompclcn
... .barang darat, laut dan vdara:
- '7) penjahit/konfeksi;

8) Jasa boga, (catering);

9) Jasaimportir/eksportir; ‘ o

10) Peraowatan komputer, alat/peralatan elekironik dan

telekomunikasi; '
11) Iklon/reklame. Film, dan pemotretan;
12) Jasa penulisan dan pener]omohcn
13} Penyediaan tenaga kefja:

14) Penyewaan alat angkutan darat, laut dan udara;

15) Penyewaan peralatan kerja, produksi, dan konstruksi;

16) - Jasa penyelaman/pekerjaan bawah air; |

17) Jasa asuransi;

18) Sub Bidang jasa lainnya.

c. Bidang pertambangaon minyak, gas bumi dan panas bumi yang
dapat meliputi subbidang :
1} Alat/peralatan/suku cadang pemboron dan pokmg,
2) Alat/peralatan/suku cadang dan mesin-mesin; -
3) Alot/perolotan/suku cadang angkutan dan paking:
4) Kelengkapan mesin dan instrumentasi;
5). Alat/peralatan/suku cadang bangunan, tangki dan peralatan
bengkel; - ‘
6) Pipakatup, sambungan, dan paking;
7) Alat-alat kerja:
8) Pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi lainnya.

) IV. PERSYARATAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKAS! PENYEDIA BARANG/JASA
2 1.

Kudlifikasi penyedia barang/jasa berdasarkan penggolongan adalah
sebagai berikut :

a. Jasa pemborongan non konstruksi
1) Usaha kecil dan  Koperasi kecil [K2) yang mampu
melaksanakan pekeraan sampai dengan Rp 400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah);

L1-23
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2) Usaha kecil don Koperasi kecil (k1) Vo mampo

3) Badon - usaha/Koperasi menengah Yang  mompy
‘ melaksanakan pekerjaon di alqs Rp 1.000.000.000,00 (saty
- miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
- miliar rupich); | o
" 4)  Badan usohc/Koperosi besar yang ‘mcmpu]me‘loksonokon
Pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000.00 {sepuluh milior rupiah);

b. Josa Konsultansi non konstruksi ‘ '

1) Uscha kecil dan Koperasi kecil yang mampu melaksanakan
pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); e et '

2) Bodan usaha/Koperasi . menengah yang mampuy
melaksanakan pekerjaon di atas Rp 200.000:000,00 (dua ratus

3) © Badan usohq/Kopérosi besar yang mampu ‘melokscnokon

€. Pemasokan barang./ jasa lain |
1)  Usaha -kecil dan Koperasi  kecil (K2) Yang mampy
melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000,00
(dua ratus jutarupiah); . - S u
2) Usaha  kecil dan. Koperasi kecil (K1} -yang mampuy
meloksqnokpn pekerjaan sampai-dengan Rp -500.000.000,00
(ima ratus juta rupiah); Sl B
. 3) Badan . Usaha/Koperasi - - -menengah. . Yang  mampy.

diberikan. untuk jasa- Pemborongan ‘dan pemasokan’ borang/jasa
lainnya sebonyak-bonyoknyq 2 sub bidang . o

V. . KRI
BAF

”
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V.. xmem‘A“ DAN PERSYARATAN. DAN PENILAIAN PERUSAHAAN PEMASOKAN
" BARANG/JASA ‘ .

1.

Asosiasi/KADIN menetapkan kiteria dan persyaratan untuk setiap
golongan penyedia barang/jasa yang dapat dikatagorikan sebagai
besar ., menengah dan kecil. ’ :

Kriteria dan persyaratan

a. Pengalaman ' ‘ :
Pengalaman pekerjaan penyedia barang/jasa ditentukan

. berdasarkan pekefidon yang felah diselesaikan dengon baik
selama lima tahun terakhir yang telah dibuktikan melalui :

"1} surat Perintah Kerja / Kontrak pekerjaan;

2) Berita acara penyelesaian pekerjaan; '
3) Subkontrok yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik
pekerjaan.
4) Bogi penyedia barang/jasa golongan kecil dan menengah
yang = akan meningkatkan kualifikasinya dapat
- dipertimbangkan pengalaman 8 (delapan) tahun terakhir.

b. Personalia
Penilaian kemampuan personalia dilakukan terhadap Tenaga Ahli/
Inti yong bekerja tetap. '
Tenaga Ahli/inti Penyedia barang/jasa yang menjadi persyaratan
sertifikasi :sekurang-kurangnya berpendidikan Safjana/S!  untuk

. .perusahaan - besar/menengah serta D1/STM/SMA  untuk

perusahaan menengah - dan kecil, diengkapi dengan surat
. pemydtaan tenaga iriti/ahli, daftar riwayat hidup, dan bila telah
" memungkinkan memiliki sertifikat keterompildn/kechlion.

c. Keuangan ] ,
Penilaian kemampuaon keuangan penyedia barang/josa dilakukan
terhadap kekayaan bersih berdasarkan neraca keuvangan tahun
terakhir dan laporan keuangan lainnya dengan rumusan sebagai
" berkut: : )

Kekayaan Bersih = (a+b+c) - (d+e] , dalam halini :

' o'= akfiva lancar -
b= aktiva tetap
c = akfiva lainnya
d = hutang jangka pendek
e = hutang jangka panjang

Akliva lancar, akliva tetap, oktiva lainnya, hutang jongka pendek,

dan hutang jongka panjang harus didukung dengan bukti yang
sah, dan dilengkapi antara lain bukti pembayaran pagjak
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penghasilan (PPh) dalom dua tahun terakhir, termasuk di dalamnya
informasi tentang: jumiah pembayaran Pgjok Pertambahan Nilgi
serta Pajak Bumi Bangunan beserta buktinya. -

Cara Penilaian /Penetapan

Penilaian dan penetapan dani kemampuan Penyedia barang/jasa
dilokukan dengan cara sebogai berikut :

a. Menentukan klasifikasi bidang/sub bidang pekerjaan didasarkan
alas pengalamon penyedia barang/jasa; ‘ ‘

1)  Pengaloman, .
Penilaian pengalaman Perusahaan selain dibuktikan dengan
kontrak pekerjaan juga dilengkapi rekaman bukti pembayaran
pajak pertambahan nilai baik berupa rekaman setoran pajak
atau rekaman SPT pajak penghasilan badan untuk kemudion
ditetapkan kualifikasinyga . B

2) Persondlia, , , L

Evaluasi tentang pengurus dan tenaga ahli/ inti Penyedia
barang/jasa yang tidak boleh merangkap pada bidang usaha
yang sama sertq persyaratan - yang telah . ditetapkan
kemudian ditetapkan kualifikasinya. .

Khusus bidang pemasokan barang/jasa lainnya personalia
yang diajukan sekurcng-kurongnyo harus memenuhi empat
unsur personalia yang terdiri atas -

(@) Unsur pimpinan

(b) Unsurtatausaha .

(<) Unsur pemegang buku/keuvangan ;

(d) Unsur tenaga inti/ ahli Yang sesuai dengan bidang
pekenaan Pemasokan barang/jasa lainnya

3) Keuangan.’ ,
Keuvangan dengan menghitung rumus Kekayaan. bersih yang
kemudian dapat ditentukan kualifikasi perusahaan .

C. Untuk Jasa pemborongan non konstruksi 'dihifuhg pula Sisa

Kemampuan Nyata Yang terdii atas Sisa Kemampuan Keuangan

dan Sisa Kemampuan melaksanakan pekerja n/proyek

wl
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d. Menghitung KD peruschaan berdasarkan pengoloman setiap sub
bidongnya :

1) Untuk Josa pemborongan non konstruksi KD = 1,5 NPt
2) Untuk Jasa konsultansi non konstruksi KD = 2 NPt
3) Untuk Pemasokan barang/jaso lainnya KD = 3 NPt

Dengan NPt adalch Nilai paket peker]con sejenis tertinggi dalam kurun

waktu 5 1ohun

e. Penetapon kiasifikasi dan kudlifikasi  dilokukan otas setiop sub
. bidang.

f. ‘Pérusohooh pemasokan barang/jasa mempunyai satu golongan.

Berdasarkan data Penyedia barang/josa maka kualifikasi penyedia
barang/jasa: dapot ditentukan. dengon sistem blok. kualifikasi penyedia

- barang/jasa .ditetapkan sesuai dengan tercapainya persyaratan
. {erendah dari keseluruhan persycroton kemampuan yang dimiliki.

Pada prinsipnyo penyedia barang / jasa dengcn kekoyocn bersuh di
atas ‘Rp* 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidok diizinkan memiliki
kualifikasi golongan kecil

Vi. KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA: LAINNYA

1.

Setiap Penyedia barang/jasa wajb memberikan laporan perolehan
pekerjaan secora periodik kepada asosiasi terkait / KADIN agar dapat
dnhlmpun sebcgcn kumpulon doto pengolcmcn

Penyeduc borong/jcsc onnnyo yong memcsukkcn dctc pengalaman
dalam proses sertifikasi tahap berikutnya maka data pengalamannya
harus tercatat dalam kumpulan data pengclaman Penyedia
barang/jasa tersebut.

Wakiu penyampaian informasi pengalaman perusahaan diatur don
ditetapkan oleh Asosiasi , untuk golongan kecil dapat secara periodik
bulanan, friwulan don golongan menengoh /besar dengan
pembatasan woktu misainya 15 hari untuk kemudian ditampilkan
dalam sistem informasi /intemnet.

Asosiasi /KADIN membuat kriteria sanksi kepada perusahaan.
Penyedia barang/jasa yang mempunyai kudlifikasi golongan besar

dapat- melokukan ikatan usgha kerjasoma (joint operation) untuk
melaksanakan pekerjoon dengan penyedia barang/Jasa asing .
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FRP/AO1
FORM SERTIFIKASI PENYEDIA JASA
Nomor : e rrerteeeierteeenraeaas . 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Registrasi Penyedia jasa

Yth. Ketua Asosiasi
Propinsi ......coceeeeivennnnnn
(o RPN

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti Registrasi,
Klasifikasi, Kualifikasi di Propinsi ........c.ccccceiviiceneneennenn. untuk bidang dan sub
bidang pekerjaan sebagai berikut : | Sesuaikan form dengan kebutuhan bidang
penyedia barang/jasa )

| I, e eerieineanraanns j Kode .....ccoevvvvercnene kualifikasi  .............
R Kode .......ccovvureuue. kuqliﬁkosi .............

Bersama ini komi ldmpirkdh | persycrctdn-pefsyoroton dcn keiérongcn
yang diperiukan beserta rekaman Kortu Tanda Penduduk (KTP) dan pasphoto | 4
x & ) terakhir penanggung jowab perusahaan .

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami Ucopkcn terima

- kasih,
Pemoi'\on,
3 ! RN 4 ORI leesevsssensersrasne
| DwekturUtomo/Penonggung jawab
! Perusahaan
Nama Jelas
Catatan :

1.Perusahaan yang dimaksud dalam form isian ini adalah Penyedia barangl;an
P2 Pemohon harus Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusshaan . -

L1-28
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FRP/AQ2
SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan dibowah ini :
Nama Penanggung jawab  reeeeseeeuisrnseraurestnsanserasrnessrsstenbseesatstonsiasenstes
Alamat PerusahQan = e e e aaa s s aans
TelepOn KANtOr ettt e rne s e s s saseserossensnnans
Jabatan dalam PerusahOan o .e..eeeeiiiirieenieinceriereerr e e a s aaes erraees

menyotci:on dengan sesungguhnya bohwa :

1. ;egclo dokumen yang kami berikan adalah benar.

2. opabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang teich
kami berikan tidak benar, maoka kami bersedia dikenakan sanksi dan
dimasukkan pada Daftar Sanksi Perusohoon don -atau dukeluorkon doni
- Daftar Reglstrosl Peruschaan. ~ -

Demikian pemyataan ini dibuat dengon penuh tanggung jowab.

I
PRI

i POt

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Perusahaan

Nama Jelas

Proses Registrasi ini dituntut kebenaran data, dihimbau jangan sekali-kali memasukkan
| data yang tidak benar
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FRP/AQ3

_ SURAT PERNYATAAN
KETERIKATAN KODE ETIK

Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Noma Penanggung Jawab - -

Alamat Penanggung Jawab

-----------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................

Jabatan Perusahaan -

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nama Perusahaan

-----------------------------------------------------------------------------------------

Alomat Perusahaon

SNt NNeNRe et trtenesetst e utte et tineereerie st sis e naanbea s s sannansenseneterens

Dengan ini kami menyatakan okon memotuhl segolo ketentuon ketenkoton
pada Kode Etik Usaho bldong ‘

----------------------------------------

Kami bersedia dnkenckon sonksn organisasi  bilamana perusachaan  kami

melanggar ketentuan-ketentuan yang telch dltetcpkdn oleh organisasi dalam
Kode Etik Usaha. :

Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

....................... 20..
coL b Yang menyatakan
Materai
Rp..lvune
dan\cap ‘
perusahaan
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FRP/AQO4

I. DATA ADMINISTRASI

A. Umum
1. Nama perusahaan L eresenssreesiniseraesanssaresnssensessasaansstnssnsaatoonene
2. AlamMal PErUSGRAAN  : wcccererrrreerntnsisrnssesssesssssssesnersessssssases
Telepon Tl reevessserierssartisesvesarreesesssasnatasaessensanessensaneane
E-mail L errersrersessee st esasiessassanasesene tereesnsaensneseans

3. Stdtds .;.:eruschocn

4. Nama agsosiasi D eeesarenes corennes erevserassaasstnsaee
No Anggota S —
Berlaku sampaidenga@ : ....cevvvvvenecrsrecsvesssnonne
L
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{

FRP/AQS

B. Londosan Hukum Pendirian Perusahaan )

1. Akta pendiian
a. Notaris
b. Nomor Akie
- ¢.Tg/bl/th berdir perusahaa :

---------------------------------------------------------------
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

...............................................................

G. Pe

1Y
—

No.

2. Akta perubohcn terakhir
a. di .
b. Nomor.
c. Tanggal

---------------------------------------------------------------

3. Pendaftaran akta di Pengodnlon Negern
- Nomor / Tanggal

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..]

4. Pengesohan akta pendmcn oleh Menien Kehakiman
Nomor / Tanggal

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

No.

3. Pengumuman dalam Berila Acorc Negara {untuk PT)
Nomor

Tanggal

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooo

é. Perusahaan PMA / PMDN °)
Nomor Surat 1zin -

Tanggal Dikeluarkan

T etnesesrrsettrnitnststreettertittnsttttnttttntternsennseonee

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

*) Lampirkan rekaman

**) Bila formutr tidak cukup, gunakan formulir isian sendiri seperti contoh ini.

°) Lamr

**} Lam
-]

Lom
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VA0S ~ FRP/AOS
. C. Penguius
3 1. Komisaris / Direksi / Penanggung Jowab Perusahaan
INo. Namo No.KTP *} | Jabetan dalom peruschaon
..)
— 2. ' Pemilik Perusahaan
¥
No.] . . . . Nama ' ‘ No. KTP °) » Keterangaon
~
P
Tt ‘
; *) Lampirkan KTP
X i **) Lompirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan
Nh Lampirkan Daftar Riwayat Hidup -

]

L1-33



Lampuan | Pelunjuk Teknis Keppres 18 1ahun 2000

Il. DATA KEUANGAN

. Susunan Pemilik

FRP/80I
No. Nama Pemilik No. fKTP". Alamat Jumlah TPersentas;
saham Rp
*)
* Lampirkan rekaman
2. NPwP FRP/B02
Nomor Pokok Waijib ch‘ ettt e et er s e st e
3. Modal Tetap FRP/B0O3
I. Bangunan kanfor ‘ | e, M2 = RP e,
2. Bangunan gudang D M2 = RP e,
3. Bongunan bengkel RO M2 = RP e,
4. Bangunan rumah D reeerarennens M2 = RP e,
5. Tanah ! D erreeerenreens M2 = RP e,
6. Kendaraan bermotor D ereterennene buah = Rp e,
7. Peralatan mesin kantor P buah = Rp L
8. Bangunan lginnya ! : vie M2 = RP e
Jumich RP e,
4. Modal Usaha ~_FRP/BO4

1. Kas h - :Rp
2. Rekening koran bank :Rp
3. Tagihan / angsuran :Rp
4. Kredit / pinjaman ‘Rp
3. Garansi / jaminan bank ; :Rp

S. Lampirkan SPT PPH Badan 2 tahun terakhir untuk barang tak bergerak

seperti bangunan kantor
Lampiran SPT - PBB tahun terakhir

L1-34
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FRP/BOS

SURAT PERNYATAAN
Bukan Pegawai Negeri Sipll

Yang bertanda tangan dibawah ini :

o T 3T T PO OO R S
Tempat dan tgl lahir  eereeestee et e et te e be e e e ebrseat e n e et eetesreestensessneeneneae
(o [ 1T | OO
Telepon D rteererererrerenretaneransettestentsananas eereureraeestrestsnarneeraernnnne
Jabatan dim. perusahaoan @ ...t -

Adolah benar-benar bukan Pegawai Negeri Sipil dan saya bekeria penuh wakiu
pada perusahaan :

Noma

................................................................................

Alamot

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Telepon

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Surat pernyataon ini dibuat dengan sebenar-benomya dan sQya sanggup

dituntut di muka pengadilan apabila semua keterangan yang diberikan tidak
benar.

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................................ 20..
" Yong menyata

Materai 9 eny kan

Rp. coeeueys

dancap

perusahaan (
.............................. )
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4. NERACA PERUSAHA/M TERAKHIR **)

FRP/B06

000T uNYD] 81 $XIAOY AUNeL RN | UDadWD)

Per Tgl. BULAN 20...
(dalam ribuan rupiah)
AKTIVA ‘ PASIVA
I. Akliva lancar ) :{ - Y V. Ulang jangka pendek
Kas 4 { o JURTRN Ulang dagang CRP e,
Bank RP v Utang pajak ‘RP e
Pivtang *) HE 1 o RO Utang lainnya j RP v
Persediaan barang - L{ o - Jumiah (d) RP .ooeeeee.
‘Pekerjaan dalam proses RP cevereanns : | )
’ Jumlah {a) > 1] < T V. Utang jangka panjang (e ) RP oo,
N. Akliva lelap IRP e VI. Kekayaan bersih { a+b+c)-(d+e) RP oo
"~ Peralatan dan mesin RPp .o
Invelaris (RP e
Gedung-gedung 34 o JNURUNION '
Jumiah [ b) : RP e
M. Akliva lainnya (c) Rp ...
Jumiah Rp .o Jumlah Rp ...
*) Pivtang jangka pendek RP e s tanggal .....ccovvuenennn.
(s.d. enam bulan ) PT/CV. el
Pivtang jangka panjang 1 o JNRRR Direklur Ulama/Penanggung
| lebih dari enam bulan ) Meterai Jawab Perusahaan,
Juml :Rp ... Rp. coceneenin
: | dan Cap
Perusahaan »
’ Nama Jelas
a o ? -2 (v o
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FRP/C02
SURAT PERNYATAAN TENAGA INTI/AHL PERUSAHAAN -
Yang bertando tangan dibowah ini : ;
NemaTenaga Inti / ARl ®) & ...,
Tempat dantgl lahit it
Aamat tempat INGGAl & e ?
Pendidikan terakhir D e et e rrr e et s e n e e nnae R
KEGhHQN et e e e e e
Adalah benar-benar Tenaga Inti / Ahli *) dan saya bekerja penuh wakiu pada
perusahaan ;
Namao Peruschaan D e ta e e et e aare e ra et b n e e e nn e nans v
Alomat Perusahaan L e bt eearseaer e s h e s b e b e ne s sas sas :
Telepon D e eteeeteieuererrntre ettt bt saetan e raeaen s resnteseonennnnnnnas
Dengan pengaloman kerja sebagaimana Daftar Riwayat Hidup tedampir.
Surat pemyatoan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan saya sanggup
dituntut di muka pengadilan apabila semua keterangen yang diberikan fidak
benar.
Demikian pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
................................ 20.... ¢
- Yang menyatakan .
Materai
Rp. .....p®
dan cap
perusahaan ( |
comaton L] b i
°) coret yang sesuai tenaga inti adalah tenaga yang didaftarkan untuk
memenuhi persyaratan sertifikasi T
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FRP/CO3
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama ( tulis lengkap/gelar ) L eeeessesneesecarienesaenestesstnterrerrtenntiastssessanssanns
Alamat tempat tinggal T eeevesesesseessseraesransanustsesieerrernastosssttettatentiiins
Telepon L i ettsessensessensennsaatronestisaretarettesusititiasarontrentes
Tempat /1gl lahir D oereeenen et
Agama S eeteeeresessessseseseserestestsrEseseeettattartaresesssttrtbinas
Status perkawinan S e eeveessesesscesssesevessetietestetrbottnerarantassasstssises
Keahlion S eeveemeeestesseessssstessesesasisteinseertnnettarasanansorriss
Tahun lulus {[pendidikan akhif)  f .o
Kursus-kursus yang diikuti S 1 verereserernesrirenssestantanterterenerssenannasnssesresaes

2, enerisseassnsverannanratistsassasestsrnsaserausevestranens

Pengalaman kerja °)

3. don seterusnya

*) (tahun s.d tahun, proyek, lokasi, besamya niloi proyek. nama perusahaan
tempat bekerja, jabatan di tempat kerja)

L1-39



Ltampiron | Pelunjuk Teknls Keppros 18 Tahun 2000

TQ/dud

upywad|p npyoM opod UoINfUN|IP odDP snuDy UDXIWSd JOINS INGHPING UDP INQaUS| IDID-DIY : UDIDIDD

ol s g 7 9 g ¥ £ z_ _
1O uDjDidIed  |AK JODS opod .
fupues ypw) | yoidni uonays wojop | Buboyes | yosn: / oq | bjonque |/ yisew JouwioN indjno nojo | yojuinr |1ojv/wooow/suerioN
JOPRLUIO Bunmoies oBioy 1SDY0] uDOPDeY unyo| juop edi “pew! soysodoy | / som

NVIVIV¥Id ViVa DAl

L1-40



-1l

IVb. DATA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

FRP/D2

wwas /| Kapasitas | etk &Tipe|] Tahun Keadaan | Lokasi Harga Sekarang Pemilikan
No{ Jenls/ Macam / Alat | Jumich | atau oviput Pembuata kondisl |Sekarang| dalam ribuan rupiah |(miik sendii/sewa)
da saat in {balk/rusak)
] 2 3 4 5 é 7 8 9 10
1 |Ruang Kantor /Siudlo
Labolatorium
2 |Peralatan kantor
3 [Peralalan labolatorium
4 |Peralaton khusus
5 |komputer
6 |Kendaraan khusus

* harus dapat ditunjukkan pada waklu diperukan

Catalan : bila diperiukan dapat dibuat rincian tersendird uniuk sefiap jens dan bukti-bukti surat peinﬂkan

000Z UNYO] B 1s300) FURe1 WUN8¢ | UDRAWUDT]
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V. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

FRP/KT/E

No| Bidang Pekerjaan | Sub Bidang Lokasl |Pembeti Tugas/Penggunajasa| Konhak *) Tanggal Selesal menurut
Pekefjaan Nama Alomat No /Tanggal| Nilal Kontrak | BA Serah terima
1 2 3 4 5 é 7 8 9 10

Untuk konsultansi konsiruks! dilengkapi dengan jumlah man=maonth dan tenagd ahli
Calatan : *) Lampirkan rekaman kontrak yang disahkan oleh proyek tersebut
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Lompiran 8 Petunjuk Teknls Keppres 18 Tahun 2000

TATA CARA PERHITUNGAN PENYESUAIAN HARGA (ESKALAS!)

Persyaratan penggunaan rumusan penyesuagian harga .

Q.

Hn

Penyesuaion harga diberlakukon bogi kontrak yong masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas bulan) bulan.

Penyesuadian harga satuan berioku bagi seluruh kegiatan kecuali
komponen keuntungan dan biaya overhead.

Penyesuaian harga sotuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrok. Bagion kontrak atau
pekerjaan yang terdambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan,
penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks
harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada
kontrak awal.

Penyesuaiaon harga satuan bagi pekerjaan yang berosal dari luar

"negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks

penyesuaian harga darn negara dimana barang tersebut berasal.

Penyesuaian harga satuan tidak diberakukan pada bagian kontrak
atau pekerjoan senilai uang muka, sepanjang vang muka diterimo
rekanan kurang dari tiga bulan setelah pemasukan penawaran.

Rumusan penyesuagian harga satuan.

Hn=Ho (a +b. Bn/Bo+ c.Cn/Co + d.Dn/Do +......... )

= Harga satuan barang/jasa pada  saat pekerjaan
dilaksanakan

Ho = Harga satuan barangfjasa pada saat penyusunan harga
penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)

o} = Koefisien tetap yang terdii keuntungan dan overhead.
Besaran koefisien tetop (a) adalah 0,15.

b.c.d, = Koefisian komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat
kerja dsb. Penjumichana +b + c +d +.... dst. adalah 1,00.

Bn.Cn.Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjoan dilaksanakan

Bo.Co.Do = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga

penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran).
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Cotatan  :l.Indeks harga yang digunakan bersumber dar penerbitan
Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidok dimuat "
dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang
disiapkan oleh departemen teknis atou indeks asosiasi yang
disetujui departemen teknis terkait,

2. Penetopan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan
oleh Kantor Menteri Negara Pekerjaan Umum/departemen
teknis yang bersangkutan.
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3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak \
Pn=(Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (HNn3 x V3) + ......... dst
Pn = Nilci' kontrak seteloh dilakukan penyesuaian harga satuan
borang/jasa
Hn =- Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga
Vi = Volume pekeriqon yang dilaksanakan.
o
| v
"%
1]
12-2



Ll




